BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR

PUTUSAN

Nomor Register : 01/PS.REG/0Z2.21/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. & MNama

No. KTP
c. Alamat
d Tempat/ Tanggal Lahir
g Pekenaan/Jabatan
2 a HNama
B No KTP
c.  Alamat
d TempatTanggal Lahir

Pekernaan/Jabatan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir memerksa dan memutus
2nyelesaian sengketa pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai benkut

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir
mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan

RAPIDIN SIMBOLON

- 3175041110670008
. JI.Putri Lopian Desa Pardomuan |, Kec.

Pangururan Kabupaten Samosir
Lbn. Lintong, 110ktober 1967

. Bupati

JUANG SINAGA

3672011709570002

Hatoguan Desa Hatoguan Kecamatan Palipi
Kabupaten Samosir
Tapanuli Utara, 17 September 1857

Wakil Bupati

Yang telah mendafiarkan din sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Samosir kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir yang telah memenuhi
syarat berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor
145/PL.02. 3-Kpt/1217/KPU-Kab/l X/2020 tentang Penetapan Pasangan




" Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 Tanggal dua

: pulub tiga bulan Sembilan Tahun dua nbu dua puluh, dalam hal ini memberikan kuasa
berdasarkan Sural Kuasa Khusus Nomor | Nomor, 03/SK/Rapberjuang/l X/2020 tanggal
30 September 2020 yang ditanda tangani dan bermaterai cukup kepada:

RAKERHUT SITUMORANG,S.H.,M.H.
BMS SITUMORANG, S.H

M. AFFANDI, S.H

ALlI MARGANTI ST SIHITE, SH

- A

Semuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RAKERHUT
SITUMORANG & REKAN yang beralamal di Hotel Dainang, Jin Pantai Putri Lopian
No. 1, Pardomuan 1 Pangururan Samaosir nomor telepon : 0626-20225 Nomor HP:
082163739588, alamatl emaill axemulsiiumoran mai. . Bailk sendiri-sendiri
atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Yang
selanjutnya disebut sebagal PEMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas
gan Komigi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir berupa Surat Keputusan

hmor 145/PL.02 3-Kpt/1217/KPU-Kabv1X/2020 tentang Penetapan Pasangan
Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakll Bupati Samosir Tahun 2020 tanggal dua
puluh tiga bulan sembilan tahun dua ribu dua puluh,

Terhadap
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir yang berkedudukan di Jalan Raya

Rianiate No.26 Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samaosir dalam
hal ini diwakill masing-masing okeh

1. a Nama . IKA ROLINA SAMOSIR
b NIK 1217085301770003
c. Tempat/ Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 13 Januan 1977
d.Alamat » JI. DI Panjaitan No. 63 Desa
Pardomuan 1 Kec, Pangururan
e Pekerjaan/Jabatan . Ketua KPU Kabupaten Samosir
2. a MNama . ROBINSAR JUNAIDI BARUS
MIK : 1217081506800002

¢c. Tempal/ Tanggal Lahir - Pangururan, 15 Juni 1980




d. Alamat : Jin. Sisingamangaraja Kelurahan
Pasar Pangururan Kec, Pangururan
e. Pekerjaan/Jabatan . Anggota KPU Kabupaten Samosir
. 8. Nama . BARITA CARLES MALAU
NIK s 1217083107 720001
¢. Tempat/ Tanggal Lahir : Pangururan, 31 Juli 1973
d. Alamat . Siburnang Desa Parlondut Kec.
Hangururan
e. Pekerjaan/Jabatan . Anggota KPU Kabupaten Samosir
. a. Nama : MONANG SINAGA
b NIK © 1217021806670001
¢. Tempat/ Tanggal Lahir : Sosor Dolok, 19 Juni 1867
d. Alamat - Sosor Dolok Kec. Hanan
e. Pekenaan/Jabatan . Anggota KPU Kabupaten Samosir
.a Nama - GOMGOM SITUMORANG
NIK © 1217051909760001
Tempat/ Tanggal Lahir . Bandar Maratur, 18 September 1976
Alamat : Pasar Nainggolan Kec. Nainggolan
Pekenaan/Jabatan - Anggota KPU Kabupaten Samaosir

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Samosir, bertindak baik sendiri-sendiri atau
bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Samosir Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 Pemohon telah mengajukan
Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan secara langsung di kantor Bawaslu
Kabupaten Samosir dan ditenma oleh Petugas Penenma Permohonan, dan pada har
Senin tanggal 28 September 2020, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Samosir
melaksanakan rapat pleno verifikasi kelengkapan dokumen permohonan secara
formil dan matenil. Dari hasil verifikasi pada rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu
Kabupaten Samosir menyatakan bahwa dokumen permochonan Pemohon belum
lengkap. Selanjutnya pada han yang sama, Bawaslu Kabupaten Samosir
manyampalkan pembertahuan kepada pemohon bahwa dokumen permohonan
Pemohon tidak lengkap. Pada han Kamis tanggal 01 Oktober ber 2020 Pemohon
menyampaikan dokumen perbalkan permohonan. Selanjutnya pada han yang sama,
Jumat tanggal 02 Okiober 2020, Ketus dan Anggota Bawaslu Kabupaten Samosir
melaksanakan rapal pleno verifikasi kelengkapan dokumen hasil perbaikan, dan hasil

3




rapal pleno menyatakan permohonan Pemohon telah lengkap secara formil dan
matenil, sehingga permohonan Pemohon dapat diregister dan dicatat dalam buku
register penyelesaian sengketa pemilihan Bawaslu Kabupaten Samosir dengan n
omor register 01/PS.REG/02.21/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020,

Membaca permohonan Pemohon,

Mendengar keterangan Pemohon,

Membaca jawaban Temmohon,

Mendengar keterangan Termohon,

Membaca permohonan Pihak Terkait;

Mendengar tanggapan Pihak Terkait,

Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon, dan Pihak Terkait,

Memaerksa bukti-bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait,

Membaca Kesimpulan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian
2engketa Pemilihan dengan Nomor Register 01/PS. REG/02.21/4/2020 tanggal 02

SAMOSIR.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam |

Pasal 153 dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor @ 10 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor @ 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor . 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubamur, Bupati dan Waliketa menjadi Undang-Undang,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XVIIF2019 tertanggal 29 Januarn
2020,

Pasal 2 Ayal (2) dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 5
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di
Pengadilan Tata Usaha Negara |

Peraturan Bawasiu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Pemilthan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota
dan Wakil Wali Kota ;

Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Samosir berwenang
dalam memeriksa dan memulus Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Bupati Dan Wakil Bupati Samosir 2020, yang disjukan oleh PEMOHON ini.
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KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON
Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020, TERMOHON telah menerbitkan
Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Samosir Momors; 305 f PL.O2.2-Pu/1217 |
KPU-KabNIlIF2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pendaftaran Pasangan Calon
Pemiihan Bupah dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, yang pada pokoknya
mengatakan bahwa pendaftaran dapat dilakukan pada langgal 4 s.d 6 September
2020 di Kantor KPU Kabupaten Samosir, JI. Raya Rianiate No.26 — Kecamatan
Pangururan, dengan menguraikan KetentuanPendaftaran Pasangan Calon,
Ketentuan Persyaratan Pencalonan, Persyaratan Bakal Calon, serta Dokumen
Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon ;
Bahwa menanggapi pengumuman tersebul kemudian pada tanggal 4 Saptember
2020, dengan memenuhi ketentuan pendaftaran pasangan calon, PEMOHON, Drs
Rapidin Simbolon, MM bersama Ir. Juang Sinaga (dapat disingkal dengan:
RAPBERJUANG), melakuken pendafiaran dengan menyerahkan persyaratan
pencalonan serta dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
Rahwa setelah PEMOHON, kemudian ada 2 {dua) pasangan bakal calon Bupahb dan
akil Bupati yang lain yang mendaftar yaitu .
Vandiko TimotiusGultom, ST - Drs. Martua Sitanggang, MM (VANTAS);
akama (Purn.) Marhuale Simbolon, 5.Pi - Ir. Guntur Sinaga, MM (MARGLUNA).
Bahwa atas pendaftaran PEMOHON serta pasangan bakal calon Vandiko
TimotiusGultom, ST - Drs. Martua Sitanggang, MM [VANTAS) dan Laksma (Purm.)
Marhuale Simbolon, SPi - Ir. Guntur Sinaga MM (MARGUNA) kemudian
TERMOHON menerbitkan pengumuman;
Pengumuman Nomor 338/PL.02.2-Pu/1217/KPU-Kab/X2020 tanggai 5 September
2020 Tentang Dokumen Pendaftaran dan Daftar Bakai Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 atas nama: Drs. Rapidin Simbolon, MM bersama
Ir. Juang Sinaga serta Vandiko TimotiusGultom, ST - Drs. Martua Sitanggang, MM ;
Pengumuman Nomor 342/PL 02 2-Pu/1217/KPU-KabflX/2020 tanggal 6 September
2020 Tentang Dokumen Pendaftaran dan Daftar Bakal Pasangan Calon Bupal dan
Wakil Bupati Samasir Tahun 2020 atas nama’ Laksma (Purn.) Marhuale Simbolon,
S.Pi - Ir. Guntur Sinaga, MM
Bahwa dengan harapan agar lolos sebagal Pasangat Calon, PEMOHON pun
barusaha untuk memenuhi semua persyaratan calon, dan berharap seria berusaha
agar diantara Pasangan Bakal Calon atas nama Vandiko Timotius Gultom, ST, -
Drs. Martua Sitanggang, MM. (VANTAS) dan Laksma {Purn.) Marhuale Simbolon,
SPi - Ir Guntur SinagaMM. (MARGUNA) ada yang gagal untuk memenuhi
persyaratan calon, sehingga persaingan dalam merebut hati rakyat Kabupaten
Samosir tidak terlalu berat bilamana hanya 2 (dua) pasangan bakal calon yang
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memeanuhi syarat untuk menjadi Pasangan Calon;

Bahwa setelah mencermati adanya beberapa sisi kelemahan Dokumen Pendaftaran
atas nama Balon Wakil Bupati Drs. Martua Sitanggang, MMkhususnya berkaitan
dengan STTB/ ljazah tertanggal 1 Desember 1974 maka pada tanggal 8 Seplember
2020, PEMOHON menyampaikan Sanggahan/ Keberatan kepada TERMOHON
Bukti P- ) ;

Bahwa kendatipun pasangan bakal calon Bupeti dan Wakil Bupati atas nama
Vandiko Timotius Guitom, ST dan Drs. Martua Sitanggang tidak memenuhi syarat
karena dokumen pendaftarannya tidek sah tetapik TERMOHON justru
menetapkannya sebagal Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir 2020 sama
dengan PEMOHOn dan pasangan calon Laksma (Pum.) Marhuale Simbolon, 5.Pi -
Ir. Guntur Sinaga, MM (MARGUMNA) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Samosir Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020
Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Samosir Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya berbunyi
Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilinan Bupati dan Wakil Bupati Samosir
hahun 2020 sebagai benkut

MAMA PASANGAN PARTAI JUMLAH KURSI/ | STATUS
CALON BUPATI DAN PENGGUSUNG/ | DUKUNGAN
WAKIL BUPATI PERSEORANGAN
SAMOSIR TAHUN 2020
CalonBupati | Partai Demokras: | 8 Kursi Memenuhi
Drs. Rapidin indonesia Syarat
Simbolon, MM Perjuangan
Calon Wakil Bupati
Ir. Juang Sinaga
Calon Bupati Partal Nasdem 17 Kursi Memenuhi
Vandiko Timotius Partai Syarat
Gultom, ST Kebangkitan
Calon Wakil Bupati Bangsa
Drs. Martua Partai Golongan
Sitanggang, MM Karya
Partai Gerindra
Partai Demokrat
Partai Hanura
Calon Bupati Perseorangan 12.244 (dua Memenuhi |
| Laksma (Purn.) belas rnbu dua Syarat
i Marhuale Simbolon, S.Pi I ratus empat




. Calon Wakil Bupati i puluh
empat)
pendukung

Ir. Guntur Sinaga, MM

Bahwa dengan keputusan TERMOHON menetapkan Vandike TimotiusGultom,
ST. - Drs. Martua Sitanggang, MM. (VANTAS) sebagai salah satu Pasangan
Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, maka
jelas PEMOHON merasa sangat dirugikan, karena akan bertambah sulit dalam
mengambil hati rakyat untuk mamilih PEMOHON pada tanggal 9 Desember 2020
yang akan datang ;

Bahwa sebagai pihak yang dirugikan, maka berdasarkan :

Pasal 153 dan Pasal 154 Undang-Undang Republik Indonasia Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

Putusan Mahkamah Konstitus: Nomor 48/PUU-XVIIV2019 tertanggal 29 Januan
2020,

Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Rl Nemor: 5
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati,
sarta Wali Kota danWakil Wali Kota ¢

Maka PEMOHON berdasar hukum serta mempunyal Kedudukan (Legal
Standing) dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir ini ;

Ill. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON.

|. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubemur, Bupsh dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yaitu Pasal 13 huruf |
yang berbunyi | "Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan
Bupati dan Walikota meliput: menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang
telah memenuhi persyaratan” TERMOHON mempunyai tugas dan wewenang
urtuk menetapkan Calon Bupati;

]
[

Bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten juga diatur dalam ketentuan Pasal
- 58 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atfas
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan
Pamilinan Gubemur Dan Wakil gubemnur, Bupali Dan Wakil Bupati, Dan/Atau
walikota Dan Wakil, yang berbunyi :

Ayat (1) KPU ProvinsilKIP Aceh atau KPUKIP Kabupaten/Kota
menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon,
penstapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat plene dan
menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.

Ayat (2): Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), KPU ProvinsiKIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ota
menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU ProvinsilKIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota,

Ayat (3 KPU ProvinsilKIP Aceh atau KPUKIP Kabupaten/Kota
mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) di papan pengumuman dan/atau di laman KPL ProvinsifKiP Aceh atau
KPUKIP Kabupaten/Kota;

Bahwa untuk selanjutnya ketentuan mengenai kewenangan menatapkan
Pasangan Calon Peserta Pemilihan juga termuat dalam Nomor : 394/PL.02.2-
Kpt/06/KPUMII2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan
Perbaikan Deokumen Persyaratan, Penetapan Serta Pengundian Nomor Urut
Pasangan Calondalam Pemilhan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Danwakil Bupati, Dan/Atau Walkotadan Wakil Walkota, pada BAB V
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN, yang berbunyl
B.Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Peserta Pamilihan KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kotamenelapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan dengan
langkah-langkah sabagai benkut:

1. Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan hasil verifikasi
sebagaimana teruangdalam Berita Acara Model BA HP-KWK atau Berita
Acara Model BA_HP Perbaikan-KWK melalui rapat pleno;

2. Membual Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubemur atau Bupati dan Wakil Bupaii atau Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2020 Barita Acara tentang Panetapan Pasangan
Calon Pemilihan tersebut, mencantumkan nama Pasangan Calon yang
berstatus Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syaral sebagaimana
tarcantum dalam Berita Acara Model BA HP-KWK atau Berita Acara Model
BA HP Perbaikan-KWEK

3. Menuangkan Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubemur atau Bupah dan Wakil Bupati atau Walikota
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. dan Wakil Wali kota Tahun 2020 ke dalam Keputusan KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Gubermur dan Wakil Gubermur atau Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikotadan Wakil WaliketaTahun 2020, Keputusan KPU Prowinsi ataukKPU
Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubemur atau Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikotadan Wakil Walikota Tahun 2020 mencantumkan nama Pasangan
Calon yang berstatus Memenuhi Syarat sebagaimana terulisdalam Berila
Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan4. mengumumkan hasil
penetapan Pasangan Calon di lman KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota;

4. Bahwa sebagai pihak yang menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Samosir Nomor  145/PL.02 3-KptM217/KPU-Kab/lX/2020
Tentang Penetapan Pasangan Csalon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Samosir Tahun 2020, tanggal 23 September 2020, maka berdasarkan:

Pasal 153 dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Perasturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang;

Putusan Mahkamah Konsfitusi Nomor 4B/PUU-XVIVZ019 tertanggal 29
Januari 2020Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah
Agung Rl Nomor: 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilinan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara |

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelasaian
Sengketa Pemilihan Gubermur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Wali Kota danWakil Wali Kota |

Maka TERMOHON berdasar hukum dan mempunyai Kedudukan (Legal
Standing) untuk dimintal pertanggung/awaban berkailan dengan Permchonan
Penyelesaian Sengketa Pemilinan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir 2020 ini;

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN
Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor
145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon
Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tanggal 23
September 2020 diterbitkan dan diumumkan cleh TERMOHON pada tanggal 23

* September 2020 ,

= Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengkela diajukan PEMOHON ke kantor




. Bawaslu Kabupaten Samosir pada tanggal 25 September 2020 ;
Bahwa jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan
KPU Kabupaten Samosir ditetapkan adalah tanggal 23, tanggal 24 dan tanggal
25 Seplember 2020
Bahwa dengan mengacu pada
Pasal 154 Ayat (1) Undang-Undang Nomor :10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang MNomor - 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomaor | 1 Tahun 2014 tentang
Pemiiihan Gubernur. Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang
berbunyi “Peserta Pamilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU
Provins: atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau
Panwas Kabupaten/Kcta dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) han kerja
terhitung sejak keputusan KPU Provinsidan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan Kedua Atlas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor @ 15
Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau
Wali Kota Dan Wakil Wall Kota Tahun 2020, Lampiran Nomor, 4. PENETAPAN
PASANGAN CALON huruf c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan angka 1)
berbunylT “Pengajuan Permohonan sengketa di Bawasiu Provinsi/Bawaslu
Kabupaten/Kota: Paling lama 3 (hga) han kerja sejak keputusan KPU Provinsi/
KPU Kabupaten/Kota ditetapkan” ;
Partimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:
24/PHP_BUP-X\1/2018 tangga!l 10 Agustus 2018 halaman 92 tentang Tenggang
Waktu Pengajuan Permohonan norma hukumnya berbunyl sabagal benkut |
[3.4.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1)
PMK 5/2017, tenggang wakiu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan
Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Belitung Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon
mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemiiihan;
[3.4.2] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Belitung diumumkan oleh Termohon berdasarkan Kepulusan Komisi
Pemiiihan Umum Kabupaten Belilung Nomor G68/HK.03.1-Kpt/1802/KPU-
Kab/VIV2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Pada Pemikhan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, pada hari
Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 11.52 WIB [vide bukti P-6 = bukti TD.3.001=
. bukti PT-1];

[3.4.3] Bahwa tenggang wakiu 3 (liga) han kerna sejak Termohon mengumumkan

penetapan perclehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Juli
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0 2018, sampail dengan har Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24 .00 WIB karena
: han Sabtu, tanggal 7 Juli 2018 dan hari Minggu, tanggal & Juli 2018 merupakan
han libur,
[3.5] Menimbang bahwa permochonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan
Mahkamah pada Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 22 37 WIB, berdasarkan Akta
Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 268M/PAN.MK/2018, sehingga
permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang wakilu pengajuan
permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
Maka jangka waktu penyampaian permchonan PEMOHON im masih dalam
tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan ;

V. POKOK PERMOHONAN

Bahwa PEMOHON, Drs. Rapidin Simbolon, MM bersama Ir. Juang Sinaga (dapat
disingkat dengan: RAPBERJUANG) adalah salah satu Pasangan Calon Peseria
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, sebagaimana dalam
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor, 145/PL.02.3-
ptf 1 217KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020Tentang Penetapan
asangan Calon Peserta Pemilinan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020,
ang pada pokoknya berbunyi -

Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir
tahun 2020 sebagai berikut -

NAMA PASANGAN PARTAI JUMLAH KURSI | STATUS |
CALON BUPATI DAN PENGGUSUNG! | DUKUNGAN

WAKIL BUPATI PERSEORANGAN

SAMOSIR TAHUN 2020

Calon Bupati | Partai Demokrasi | 8 Kursi ' Memenuhi
Drs. Rapidin Indonesia | Syarat
Simbolon, MM Perjuangan

Calon Wakil Bupati

Ir. Juang Sinaga | ,

Calon Bupati Partal Nasdem 17 Kursi Memenuhi |
Vandiko Timotius Partai Syarat
Gultom, ST. Kebangkitan
. Calon Wakil Bupati Bangsa
Drs. Martua Partai Golongan
; Sitanggang, MM. Karya
Partai Gerindra
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: [ I Partai Demokrat
| Partai Hanura L
Calon Bupati | Perseorangan 12.244 (dua Memenuhi
Laksma (Pum.) belas ribu dua Syarat
Marhuale Simbolon, ratus empat
5.Pi. pulub
Calon Wakil Bupati empat)
Ir. Guntur Sinaga,MM. pendukung

Bahwa kendatipun berdasarkan Keputusan TERMOHON tersebut PEMOHON
ditetapkan TERMOHON sebagal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Samosir 2020 namun PEMOHON tetap merasa dirugikan langsung karena ikut
sertanya Vandiko Timotius Gultom, ST - Drs. Marlua Sitanggang, MM ditetapkan
TERMOHON sabagai Calon Bupat dan Calon Wakil Bupati Samosir Tahun 2020,
yang mengakibatkan PEMOHON akan mengeluarkan biaya, tenaga dan pikiran
yang lebih besar untuk meyakinkan pemilih agar memiiih PEMOHON ;

Bahwa dengan ditetapkannya Vandiko Timotius Gultom, ST - Drs. Martua
itanggang, MM sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Samosir Tahun
020 olehTERMCHON, walaupun sebenamya pasangan yang bersangkutan
dak memenuhi persyaratan calon maka PEMOHON juga merasa dirugikan
karena terabaikannya proses Pemilihan yang jujur, adil, dan bersih sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Bahwa untuk menghindari kerugian tersebut, PEMOHON permohonan sengketa
ini, PEMOHON berharap agar medalui Putusan atau perintah Bawaslu Kabupatan
Samosir, TERMOHON akan membatalkan status Timotius Gultom, ST - Drs,
Martua Sitanggang, MM sebagai Calon Bupatli dan Calon Wakil Bupati Samosir
Tahun 2020 sshingga TERMOHON cukup hanya menetapkan 2 (dua) Pasangan
Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 lain, yaitu
atas nama ;

Drs. Rapidin Simbolon, MM, - Ir. Juang Sinaga (RAPBERJUANG) |

Laksma (Purn.}) Marhuale Simbaolon, S.Pi. - Ir. Guntur Sinaga, MM, (MARGLUNA) ;|

Vl. ALASAN PERMOHONAN
Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020, PEMOHON sangat terkejut dan merasa
tersinggung dengan pemberitaan media onling hitps: fsumut idntimes com yang
berjudul “Pilkada Samosir 2020, Millenial Ini Siap Bertempur Hadapi Petahana”
= Dengan pemberitagn tersebut, PEMOHON berkesimpulan bahwa Sdr. Vandiko
Timotius Gultom menggunakan narasi yang provokatif dan membangun suasana
permusuhan kepada PEMOHON, yang saat itu sampal sekarang, sedang
12




menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Samosir{Bukti P. -31) ;

Bahwa PEMOHON, khususnya Drs. Rapidin Simbolon,MM. juga merasa tersakiti
dan serasa diadili untuk kedua kalinya dengan lebih kejam saat mengetahui bahwa
rmidlai bulan Juni Tahun 2020, Sdr. Josmar Naibaho dan Sdr. P Peter Sitanggang
masing-masing selaku Simpatisan Sdr. Vandiko Timotius Gultom, sacara tersirat
mulai menyerang nama baik Drs. Rapidin Simbolon,MM. dengan cara
menyinggung-nyinggung status mantan terpidana dengan hukuman percobaaan
atas tindak pidana UU Perlindungan Konsumen pada Tahun 2007 atau 13 Tahun
yang lalu, melalui beberapa Status di grup facebook miliknya MENUJU SAMOSIR
MAJU, diantaranya sebagai berikut:

Tanggal 10 Juni 2020 pukul 07.55(Josmar Naibaho).

Saudaraku para pedagang, jadilah pedagang yang fair dan baik. Hindan berbuat
curang, karena ancamannya berat, 5 fahun penjara dan atau denda Rp.
2.000.000.000,- sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Jo.Pasal 62 UU No. 8 Tahun
1999 Tentang : Perlindungan Konsumen{Bukti P. -32);

Tanggal 24 Juni 2020 pukul 08 07(Josmar Naibahao)

Salah satu syarat menjadi kepala daerah adalah harus memenuhi ketentuan yang
diatur dalam pasal 7 (g) UU No. 10 Tahun 20186,

#mencar #pemimpin #baik

tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperolen kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara
terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan
mantan ierpidana (Bukti P. -33) ;

Tanggal 6 Juli 2020 pukul 0952 (Josmar Naibaho)

Memperhatikan pasal 8 (1) b dan ¢ juncto pasal 62 ayat (1) UU No. 8 tahun 1999
menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK
PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN,

#tok #tok #tok

#bunyketukanpaluhakimkalaitu (Bukti P.-34) ;

Tanggal 3 Agustus 2020 pukul 12.20 (P Peter Sitanggang)

Manukkun jo tu Lae Josmar Naibaho songon diado teknis penjabaran UL No. 10
tahun 2016 pasal 7 ayat 2 point G

Mengemukakan kepada publik bahwa dia seorang mantan lerpidana dan menjadi
calon kepala daerah.

Apakah semacam pidato gitu?

Serius nanya ..(Bukti P. -35) ;

Bahwa narasi yang provokatil dan suasana perang terhadap PEMOHON juga
disampaikan Sdr. Vandiko Timotius Guitom pada saat melakukan deklarasi pada
tanggal 18 Juli 2020 dengan berpidato “Kita Akan Berjuang Sampai Titik Darah
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. Terakhir, sebagaimana dimuat berita online hips:/fwww greenberita com tanggal
' 18 Juli 2020 pukul 19.24 (Bukti P, -36) ;

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020, TERMOHON telah menerbitkan
Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Samosir Nomor: 305 / PL.02.2-Pu/1217/
KPU-KabM\IIF2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pendaftaran Pasangan Calon
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupat Samosir Tahun 2020, yang pada pokoknya
mengatakan bahwa pendaftaran dapat dilakukan pada tanggal 4 s.d 6 Seplamber
2020 di Kantor KPU Kabupaten Samosir, JI. Raya Rianiate No 26 Kecamatan
Pangururan, dengan menguraikan KetentuanPendaftaran Pasangan Calon,
Ketentuan Persyaratan Pencalonan, Persyaratan Bakal Calon, serta
Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon ;

Bahwa menanggapi Pengumuman tersebut kemudian pada tanggal 4 Seplembear
2020, PEMOHON melakukan pendaftaran kepada TERMOHON dengan
menyerahkan persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan pencalonan
dan persyaratan calon ;

Bahwa besoknya, saal berpidato di tengah jalan didepan Kantor KPU Kabupaten
Samosir pada tanggal 5 Seplember 2020, seakan menguatkan dan membenarkan
substansi status Sdr. Josmar Naibaho dan Sdr. P Peler Silanggang sebagaimana
tersebut di atas, Sdr. Vandike Timotius Gulom, 5T, dengan maksud untuk
mberitahu kepada masyarakat bahwa seolah-clah PEMOHON, dalam hal ini
rs. Rapidin Simbolon, MM. sebagail tukang suntik gas illegal yang merugikan

rakyat dan pemah jadi narapidana yang membohongl rakyal selama 5 tahun
terakhir, mengatakan "Saya memang belum berpengalaman menjadi bupati.
Karena jadi bupati bukan mencar kerja seperti tukang suntik gas ilegal yang
merugikan rakyat. Kami memang belum berpengalaman jadi bupati, tapi saya
pastikan saya dan Martua Sitanggang bukan dan tidak pernah jadi
narapidana yang bohongi rakyat selama 5 tahun ini" sebagaimana dimuat
dalam https://www.beritagambar.com/ (Bukti P, -37) :

Bahwa begitu membaca berita dan video Sdr. Vandiko Timotius Gultom tanggal 5
September 2020 hati PEMOHON pun semakin teriuka dan akhimya timbul
keinginan PEMOHON untuk mengerahkan segala kemampuan agar pasangan
Vandiko Timotius Gultom, ST. - Drs. Martua Sitanggang, MM. tidak meamenuhi
syaral dan tidak lolos sebagai pasangan Calon,

Bahwa atas pendaftaran PEMOHOM serta pasangan bakal calon Vandiko
Timotius Gultom, ST - Drs. Martua Sitanggang, MM. (VANTAS) dan Laksma
{(Pum.) Marhuale Simbolon, S.Pi. - Ir. Guniur Sinaga MM. (MARGUNA) kemudian
. TERMOHON menerbitkan Pengumuman, yaitu :

- Pengumuman Nomor : 336/PL.02 2-Pu/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 5

Seplember 2020 Tentang Dckumen Pendaftaran dan Daftar Bakal
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8,

11

12

13.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 Atas nama:
Drs. Rapidin Simbolon MM. bersama Ir. Juang Sinaga serta Vandiko
TimotivsGultom, ST. - Drs. Martua Sitanggang, MM. ;

Pengumuman Nomor 342/PL.02.2-Pw1217/KPU-Kab/lX/2020 tanggal 6
Seplember 2020 Tentang Dokumen Pendaftaran dan Daftar Bakal
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 Atas nama;
Laksma (Pumn.) Marhuale Simbalon, S Pi - Ir. Guntur Sinaga.MM. ;

Bahwa setelah mencermati dan mendalami adanya kelemahan mendasar
atas Dokumen Pendafiaran atas namaDrs. Martua Sitanggang, MM.
khususnya ke-absahan Surat Tanda Tamat Belajar VCi No. 028 Atas nama
MARTUA S., Lahir pada tanggal 1 Februari 1954 di Harian Bohok -
Tapanuli, anak tuan / nyonya: B. Sitanggang, ditandatangani tanggal 1
Desember 1973 oleh SADAR SJARNEOBI selaku Kepala Sekolah
Menengah Umum SMA Negeri | Jambi, maka pada tanggal 8 Seplember
2020 PEMOHON langsung membenkan kuasa dan membayar honor
beberapa Advokat untuk menyampaikan Sanggahan/ Keberatan kepada
TERMOHON (Bukti P. -37) ;

Bahwa merespon Sanggahan/ Keberatan PEMOHON tersebut, rupanya telah
menggerakkan TERMOHON Cg. IKA ROLINA SAMOSIR SP. merasa
terdesak sehingga membual Pemberitaan kepada masyarakal melaluimedia
online hitps:/mimbarumum co.idtanggal 15 September 2020 pukul 16.26 WIB
dangan judul “KPU Tegaskan ljazah Martua Sitanggang Valid"(Bukti P. -
37) ;

Bahwa akibat Pengumuman TERMOHOMN yang tidak wajar dan tidak
bardasar tersebut, maka para Simpatisan dan Para Pendukung PEMOHON
menjadi marah dan meminta PEMOHON agar menggunakan Jasa Advokat
sebagai Tim Hukum guna memajukan Tuntutan hukum terhadap
TERMOHON, Bawaslu dan DPRD Kabupaten Sameosir guna
mempertanyakan adanya dugaan ljazah dan atau Surat Keterangan Palsu
dimaksud ;

Bahwa untuk biaya operasional Tim Hukum dalam memantau demonstras
sebanyak tiga kali yaitu tanggal 17, tanggal 22 dan tanggal 23 September
2020 serta biaya melakukan investigasi ke Kota Jambi tersebut, maka
FEMOHONtelah mengeluarkan uang sekurang-kurangnya sebesar Rp.
300.000.000,- (Tiga ratus jula rupiah)

Bahwa oleh karena tidak melakukan wverifikasi secars benar dan sudah
terkesan partisan maka TERMOHON akhimya memutuskan WVandiko
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. Timotius Guitom, ST dan Drs. Martua Sitanggang memenuhi syaral dengan

' menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor;
145/PL.O2. 3-KpM217/KPU-KabviX/2020 Tentang Penetapan Pasangan
Calon Peserla Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020,
tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya berbunyi

Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Samosir Tahun 2020 sebagai berikut -

| NAMA PASANGAN PARTAI JUMLAH KURSI | STATUS
CALON BUPATI DAN | PENGGUSUNG/ | DUKUNGAN
WAKIL BUPATI PERSEORANGAN
SAMOSIR TAHUN
| 2020
| Calon Bupati Partai Demokrasi | 8 Kursi Memenuhi
Drs. Rapidin Indonesia Syarat
aimbolon, MM. Pearuangan
Calon Wakil Bupati
Ir. Juang Sinaga
Calon Bupati | Partai Nasdem 17 Kursi Memenuhi
Vandiko Timotius Partai Syarat
Gultom, ST. Kebangkitan
Calon Wakil Bupati Bangsa
Drs. Martua Pariai Golongan
Sitanggang, MM Karya
Partai Gerindra
Partai Demokrat
Partai Hanura
Calon Bupati Perseorangan 12.244 (dua Memenuhi
Laksma (Purn.) belas ribu dua Syarat
Marhuale Simbolon, ratus empat
S.Pi puluh
Calon Wakil Bupati empat) |
Ir. Guntur Sinaga, MM, | pendukung |

(Bukti P. -1) ;
14. Bahwa akibat Keputusan TERMOHON tersebut maka PEMOHON |elas dan

’ nyata menderita kerugian langsung yaitu:

- Kehilangan uang uniuk biaya operasional Tim Hukum  sekurang

kurangnya sebesar Rp. 300.000.000 - (Tiga ratus juta rupiah} ;
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: -Malu membiayai operasional demonstrasi yang seakan tidak ada
manfaatnya

- Seakan-akan PEMOHON telah menyampaikan kebohongan atas isu ijazah
palsu ;

15. Bahwa TERMOHON telah melakukan pelanggaran lerhadap peraturan
perundang-undangan mengena pemilihan berkaitan dengan proses penerbitan
Surat KeputusanNomor: 145/PL.02 3-Kpt/1 21 7T/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23
September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, karena tidak meneliti secara cermat
kelengkapan dan keabsahan beberapa dokumen persyaratan calon |

16. Bahwa Keputusan tersebut telah diterbitkanTERMOHON atas dasar verifikasi
dan penelitian yang keliru atau tidak semestinya lerhadap dokumen persyaratan
calonkhususnya berkaitan dengan persyaratan “memilikiNomor Pokok Waijib
Pajak, laporan pajak pribadi uniuk masa 5 (lima) tahun terakhir dan surat
keterangan fiskal® untuk Bakal Calon Bupati atas nama Vandiko Timotius Gultom”
dan persyaratan “berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau
sederajat’ bagi Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Martua Sitanggang, MM,

17. Bahwa kewajiban untuk memenuhi dan menyerahkan dokumen persyaratan
berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat” dan
*memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan mamiliki laporan pajak pribadi untuk
masa 5 (hma) tahun terakhir” agar dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati
diatur dalam Pasal 4 (1) huruf c dan huruf n Peraturan KPU Nomor : & Tahun
2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor @ 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Bubernur, Bupati Dan Wakil Bupat, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wallkota juncot
UU Pasal 7 huruf ¢ dan huruf m Jo. Pasal 45 Ayat (2) huruf d.1 dan huruf
d 2Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubermnur,
Bupati dan Walikota |

18 Bahwa demikian halnya terhadap Bakal Calon Bupali Atas nama Vandiko
Timotius Gultom, ST. telah menyerahkan dokumen persyaratan kartu NPWP
yang tidak ada data catatan “Tanggal Terdaftar® sehingga hanya memuat data
sebagai berikut:

NPWP . 84.992. 727 2-042.000
VANDIKO TIMOTIUS GULTOM.

NIK : 3174041602920007,
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' JL.JAHA NO. 52 RT 001/001.
CILANDAK TIMUR — PASAR MINGGLU.
JAKARTA SELATAN - DKI JAKARTA (Bukti P. -2).

19. Bahwa mencermati kartu Nomor NPWP B4.992 727 2-042.000 yang tercaiat
dalam kartu NPWP tersebul, berarti Wajib Pajak VANDIKO TIMOTIUS GULTOM
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok dengan
kode: 042 Padahal, mengingat VANDIKO TIMOTIUS GULTOM beralamat di JI
Jaha No. 52 Rt 001/001 Cilandak Timur - Pasar Minggu Jakarta Selatan - DKI
Jakarta maka seharusnya NPWP-nya diterbitkan olehKantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Pasar Minggu, dengan kode wilayah 017, sesuai tempat tinggal,
tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, sebagaimana diatur
dalam :
a. Kepulusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
3B9/KMK 03/2015tanggal 6 Maret 2015 TentangkKode Kantor Wilayah
Direkiorat Jenderal Pajak Dan Kantor Pelayanan Pajak, yang pada lampiran
Unit Kantor dan Kode :

- Nomor urut 130. Kanwil DJP Jakarta Selatan |l :320

- MNomar urut 138 KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu : 017

- Nomor urut 149, Kanwil DJP Jakarta Utara : 120

- Nomor urut 152. KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok : 042

b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak NMomor SE - 44/PJf201523 Juni 2015
Tentang Strukiur Penomoran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Penerapan
Nomor Pokok Wajib Pajak Tetap, yang berbunyi sebagai berikut ;

E. Materi 1. Struktur Penomoran NPWP

c. NPWP diberikan oleh:
1) Kantor Pelayanan Pajak {KPP) yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha
Wajib Pajak; atau
2) KPP sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direkiur Jenderal
Pajak.

d. NPWPF terdiri atas 15 (lima beilas) digit dan merupakan satu kesaluan

utuh, dengan penjelasan sebagail benkut;
|1 123|415 |6 |7 18 9110 ] 11|12 ] 13 |14]15 |
o 1. 8 ({sambilan) digit pertama adalah identitas unik Wajib Pajak;

2. 3 (tiga) digit benkutnya adalah kode KPP, dengan ketentuan sebagai

berikut:
18




a) untuk pendaftaran/pemberian NPWP baru, kode KPP adalah
kode KPP tempat Waijib Pajak pertama kali terdaftar;

b) untuk Wajib Pajak yang sudah terdafiar, koda KPP adalah kode
KPP tempat Wajib Pajak terdaftar pada saat Surat Edaran ini
mulal berlaku,

3. 3 (tiga) digit terakhir adalah kode status pusat dan cabang.

20 Bahwa Bakal Calon Bupati atas nama Vandiko Timotius Gultom hanya
menyerahkan kepada TERMOHON dokumen laporan Surat Pemberitahuan
(SPT) pajak pribadi tahun 2018 atas nama: Vandiko Timotius Gultom, NPWP
84.992 727.2-042.000 Tahun Pajak: 2018, Masa Pajak: 01-12, Jenis SPT:
177055, Pembetulan ke: 0, Status SPT: Nihil, Nominal 0, Tanggal Penyampaian:
25/08/2020 (Bukti P-3) sera Tahun Pajak: 2019, Masa Pajak: 01-12, Jenis SPT:
177055, Pembetulan ke: 0, Status SPT. Nihil, Nominal 0, Tanggal Penyampaian:
25/08/2020 (Bukti P, -4) ;

21, Bahwa dari dokumen tersebul terlihatl bahwa Bakal Calon Bupati atas nama
Vandike Timotius Guitem bukan secrang Wajib Pajak Patuh, karena tidak Tepat
waktu dalam menyampaikan Surat Pembertahuan, dimana pelaporan SPT
rivadi untuk tahun Pajak 2018 dan tahun Pajak 2019 baru dilakukan secara
=rlambat dan bersamaan pada tanggal 25 Agustus 2020, yang seharusnya
menurut peraturan perundangan-undangan perpajakan, pelaporan Tahun Fajak
2018 paling lambat tanggal 31 Maret 2019, dan pelaporan Tahun Pajak 2018
paling lambat tanggal 31 April 2020 ;

22 Bahwa Bakal Calon Bupafi atas nama Vandiko Timotius Gultom ftelah
meyerahkan kepada TERMOHON dokumen pendaftaran berupa persyaratan
Surat Keterangan Fiskal Nomor SKF-76WPJ.21/KP.0303/2020 Tanggal 25
Agustus 2020 yang barbunyi:

‘Berdasarkan hasil penelitan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak kami

sampaikan bahwa WajibFajak

Nama C VANDIKO TIMOTIUS GULTOM

NPWP . 84.992.727.2-042.000

ALAMAT JAHA - KOTA ADM. JAKARTA UTARA,

KPP Terdaftar - KPP PRATAMA, JAKARTA TANJUNG PRIOK
Kode Venfikast 2016331018463

sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 telah memenuhi kewajiban perpajakan
sesuai dengan persyaratan pada ketenluan peraturan penerbitan Surat
Keterangan Fiskal® (Bukti P. -5) ;
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‘ 23 Bahwa mencermati Surat Keterangan  Fiskal Nomeor:  SKF-

' T6/MPJ.21/KP.0303/2020 Tanggal 25 Agustus 2020 tersebut ternyata Alamat
yang dicantumkan yaitu "JAHA - KOTA ADM. JAKARTA UTARA® BERBEDA
dengan Alamat yang tercantum dalam Kartu NPWP 84.992. 727 2-042.000 atas
nama Wajib Pajak Vandiko Timotius Gultomn yaitu: JI Jaha No 52 Rt 001/001
Cilandak Timur - Pasar Minggu Jakarta Selatan - DKl Jakaria,

24 Bahwa kejanggalan data NPWP danSural Keterangan Fiskal tersebut
samakin bertambah mencungakan bilamana dikailkan dengan :

- Tempat bekerja terakhir (Juli 2020} di Sidoarjo Jawa Timur, sebagaimana isi
dokumen yang diserahkan kepada TERMOHON berupa Surat Kepala Balai
Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali Nomor. KP 1101-B&8/
949 bulan Juli 2020, sifat: Segera, perihal: Pembarhentian Pegawai Non PNS,
yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Vandiko Timotius Gultom,. ST. di SIDOARJO
(Bukti P. -8);

- Alamat Vandiko Timotius Gultom yang tercatat dalam KTP tertanggal 18
Agustus 2020vaitu: SIMARDALIHAN, RT. 00 RW. 00 Desa SITAMIANG,
Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir (Bukti P. -T);

a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Police Record) MNomor:
SKCKYANMAS/ 939 / VIl / 2020/INTELKAM Tanggal18 Agustus 2020,
yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Samosir, yang
menerangkan bahwa Nama: Vandiko Timotius Gultom, Jenis Kelamin:
Laki-taki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen, Tempat dan gl Lahir:
Banjarmasin, 18 Februari 1992, Tempat tinggal sekarang: Simardalihan,
Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Pekernaan: Wiraswasia,

Setelah diadakan penelitian hingga saat dikeluarkan Surat Keterangan inl yang
didasarkan kepada ;

a. Catatan Kepolisian yang ada.
b. Surat Keterangan dari Kepala Desa / Lurah.

Bshwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan alau keterlibatan dalam
kagiatan criminal apapun selama ia berada di Indonesia dari: 16 Februan 1892
sampai dengan 18 Agustus 2020 (Bukti P, -8) ;

i b, Surat Keterangan Ketua Pengadian Negeri Medan Nomor
. 1275/SK/HK/OB/2020/PN  Mdn  tanggal 19 Agustus 2020 yang
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menerangkan bahwa Nama: Vandiko Timotius Gultom, Jenis Kelamin:
Laki-laki, Tempat Tgl Lahir: Banjarmasin, 16 Februari 1992, Pekerjaan:
Wiraswasta, Alamat Simardalihan, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan
Runggu, Agama: Kristen, berdasarkan hasil pemenksaan Register Induk
Niaga, yang bersangkutan: Tidak sedang [ tidak permah dinyatakan pailit
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap (Bukti P. -9) ;

. Surat Keterangan Ketua Pengadilan MNegeri Medan Nomor
12T6/SK/HK/O8/2020/PN  Mdn tanggal 19 Agustus 2020 vyang
menerangkan bahwa Mama: Vandiko Timotius Gultom, Jenis Kelamin:
Laki-laki, Tempat Tgl Lahir: Banjarmasin, 16 Februan 1992, Pekernaan:
Wiraswasta, Alamat Simardalihan, Desa Silamiang, Kecamatan Onan
Runggu, Agama Kristen, berdasarkan hasil pemerksaan Register Induk
Pidana Khusus, yang bersangkutan; Tidak sedang dicabut hak pilihnya
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap (Bukti P-10) ;

. Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor:
1286/SK/HK/OB/2020/PN  Mdn tanggal 19 Agustus 2020 yang
menerangkan bahwa Nama: Vandike Timofius Gultom, Jenis Kelamin:
| aki-ilaki, Tempat Tgl Lahir Banjarmasin, 16 Februari 1982, Pekerjaan:
Wiraswasta, Alamat Simardalihan, Desa Sitamlang, Kecamatan Onan
Runggu, Agama: Krsten, berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk
Miaga, yang bersangkulan: Tidak sedang /| tidak memiliki tanggungan
utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi
fanggung jawabanya yang merugikan keuangan Negara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Bukti
P. 11);

. Sural Keterangan Ketua Pengadian Negeri Balige Nomor
85/SK/HK/8/2020/PN Blg tanggal 31 Agustus 2020 yang menarangkan
bahwa Nama: Vandiko Timotius Gultom, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat
Tgl. Lahir. Banjarmasin, 16 Februari 1992, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat:
Simardalihan, berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, yang
bersangkutan tidak pemsh sebagal terpidansa berdasarkan putusan
Pengadilan Negeri Balige yang telah mempunyai kekuatan hukum
tletap(Bukti P-12) ;

26, Bahwa dengan menggunakan KTP Kabupaten Samosir yang baru terbit
langgal 18 Agustus 2020(Bukti P. -7) dan alamat yang tercatat dalam NPWP
adalah JI. Jaha Mo. 52 RT 001/001 Cilandak Timur - Pasar Minggu Jakaria
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Selatan - DKl Jakarta (Bukti P-2) maka supaya mengandung nilai kebenaran
seharusnya Surat Keterangan Catatan Kepolisian dikeluarkan oleh Polres
Jakarta Selatan atau Polda Metro Jaya, Surat Keterangan Tidak Permah Sebagai
Terpidana diterbitkan oleh Pengadilan Megen Jakarta Selatan, dan Surat
Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit serta Surat Keterangan Tidak
Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan danfatau Secara Badan Hukum
Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan MNegara
diterbitkan oleh Pengadilan Negen Jakarta Pusat |

27, Bahwa dengan uraian diatas dengan alasan Tidak Menyerahkan Dokumen
Persyaratan yang Sah sebagaimana disyaratkan peraturan perundangan-
undangan pemilihan ;. maka sangat berdasar dan seharusnya, TERMOHON
memutuskan bahwa Bakal Calon Bupati Atas nama Vandiko Timotius
Gultom,ST.adalah Tidak Memenuhi Persyaratan ;

28, Bahwa TERMOHON juga seharusnya memutuskan Bakal Calon Wakil Bupati
Atas nama Drs. Martua Sitanggang,MM. Tidak Memenuhi Syarat, cleh karena
yang bersangkutan tidak dapat menyerahkan dokumen “berpendidikan paling
andah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat” sebagaimana disyaratkan
ran perundangan-undangan pemilihan ;

9 Bahwa Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Martua Sitanggang, MM
berdasar hukum untuk diputuskan TERMOHON Tidak Memenuhi Syarat karena
beberapa dokumen persyaratan seq pendidikan yang diserahkan vyang
bersangkutan kepada TERMOHON, lidak ada kesesuaian isi tetapisaling
bertentangan satu sama |ain, dengan uraian sebagal berkut ;

a. Bahwa pada berkas/Formulir MODEL BB 2 KWK : Daftar Riwayat Hidup
Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Samosir Dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 05 September 2020 Alas nama
MARTUA SITANGGANG, teriulis Tempat/tanggal lahirfUmur, SAMOSIR/01
FEBRUARI 1854/66 TAHUN adalah BERBEDA dengan tempat dan tanggal
lahir pada Biodata sefaku Calon Bupati Samosir pada Pilkada Kabupaten
Samaosir Tahun 2010 lalu, Drs. Martua Sitanggang MM menggunakan atau
mendafiarkan Tempatftanggal Lahir: HARIAN BOHO, 2 OKTOBER 1954,
sebagaimana diunggah dalam
https /id.sribd comidoci323001 12/ProfiliCalon{Bukti P. -13) |

b. Nama, tempal dan fanggal lahir dan nama orangtua yang tercatat dalam
Daftar Nama Pengikut Udjian masuk/ Achir Sekolah Menengah Umum Tk,
Pertama Tahun 19688 SMP MNegeri 1 Pangururan tanggal 9 Mei 1968 berbeda
atau lidak sama dengan nama, tempat dan tanggal lahir dan nama orangtua

yang tercatat dalam STTB/ ljazah SMA, dengan uraian sebagai berikut :
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| SEKOLAH NAMA TEMPAT TGL. | NAMA ORTU | BUKTI
: SISWA | LAHIR |
SMPN-1 | Martua Pangururan, | Wismark P.-14
Pangururan Sitanggang | 1952 Sitanggang
SMAN-1 | MartuaS | Harian Bohoh- | B. Sitanggang | P. -15
Jambi Tapanuli,
| 1 Februari 1954 J

c. Nama dan Tempat Lahir yang tercatat dalam STTB/ ljazah SMA Berbeda
atau Tidak Sama dengan Nama dan Tempat Lahir yang tercatat dalam dalam
ljazah Strata 1 dan ljazah Strata 2 dengan uraian sebagai berikui :

NAMA SEKOLAHE NAMA SISWA/ TEMPAT DAN

| TAHUN LULUS MAHASISWA TANGGAL LAHIR
| SMAN-1Jambi  lulus |MarluaS. | Harian Bohoh-Tapanuli,
! tahun 1973 1 Februari 1854
"Universitas Jambi Lulus | Martua Sitanggang | Samosir (Tap. Utara),

tahun 1987 1 Februari 1854 .
| Sekolah Tinggi | Martua Sitanggang | Samosir  (Tap.Utara),

Manajemen LABORA 1 Februan 1954

Jakarta, Lulus tahun

2001

{Bukti P. - 16dan Bukti P. -17)

30, Bahwa ketidaksasugian isi dokumen persyaratan pendidikan tersebut,
kemudianmau ditutupi oleh Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Martua
sitanggang MM dengan menyerahkan TERMOHON dokumen |

a. Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi No 423/128/SMA
1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang STTB nomor: VCI No. 026 Atas
nama MARTUA 5., tempat dan tanggal lahir: Harian Bohoh - Tapanuli, 1
Februari 1954, nama orangtua: B. Sitanggang, Momor Induk: 1388, Tanggal
STTE: 1 Desember 1873, yang ditandatangani atas nama Kepala SMA Negen
1 Kota Jambi, ARTHUR, S.Ag, S.Pd NIP: 195805251881031007 (Butkti P-18),

b. Surat Keterangan Kesalahan Penulisan ljazah/ STTB MNomor 5898
/110/SMA.1/KM.2020 tanggal 10 September 2020 tentang ljazah/STTB
nomor: VCi No. 026 astas namsa MARTUA 5., tempal lahir; Harnan Baohok,
nama orangtua: B Sitanggang. NIS/NISM: 1356, Tahun Pelajaran: 1973,
yang ditandatangani dan dibubuhi stempe! oleh :
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' - Kepala SMA Negern 1 Kota Jambi atas nama Drs ANWAR
MUSADDAD.M.Pd. NIF: 196502171893031008 |

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi atas nama MUHAMMAD
SYAHRAN,SE NIP: 157111092005011007 (Bukti P. -19a dan Bukti P.-
19b) ;

31, Bahwa namun demikian, mengingat i surat tersebut secara substansial
merupakan peristiwa hukum “Perubahan nama’ dan Sural Tanda Tamatl Belajar
VCi Mo. 026 atas nama MARTUA S. tertanggal 1 Desember 1973 sudah
berumur 42 tahun pada tahun 2015 atau 47 tahun pada tahun 2020, maka
Sural Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi No. 423/128/SMA
1/MN.2015 tertanggal 10 Maret 2015 dan Surat Keterangan Kesalahan
Penulisan ljgzah/ STTB MNomor: 586 /[110/SMA 1/KM.2020 tanggal 10
September 2020 sama sekall tidak berdasar hukum untuk mengubah isl Surat
Tanda Tamat Belajar VCi No. 026 atas nama MARTUA 5. lahir pada tanggal 1
Februari 1954 di Harian Bohoh - Tapanuli, anak tuan / nyonya B. SITANGGANG,
vang diterbitkan dan ditandatangani pada tanggal 1 Desember 1973 oleh Sadar
jarmoebi selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jambi (Butkti P-15)

2. Bahwa perubshan atau pengubahan®nama MARTUA S. menjadi MARTUA
GITANGGANG™ dan nama "B. SITANGGANG menjadi W. SITANGGANG"
saharusnya dilakukan melalui Fenetapan Pengadilan Negen Jambi, sesuai
tempat tinggal Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Drs, Martua Sitanggang, MM,
sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku diantaranya:

1. Undang-Undang MNomor 23 2 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan, sabagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun
2013, khususnya Pasal 52 yang berbunyi |

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penstapan
pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang
menerbitkan akia Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh} hari
sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negen oleh Penduduk.

2. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

; - Pasal 53 Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi
. persyaratania. salinan penetapan pengadilan negenmb. kutipan akta

. Pencatatan Sipil.c. KK,d. KTP-e1, dane. Dokumen Perjalanan bagi Orang
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Asing.
- Pasal 58 Ayat (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk
harus memenuhi persyaratan'a. salinan penetapan pengadilan negern

tentang Peristiwa Penting lainnya;b. kutipan akta Pencatatan Sipil.c. KK;
dand. KTP-21.

43, Bahwa dari norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor
88 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Kantor Catatan Sipil
hanya berwenang melayan permintaan perubahan nama dan penstiwa penting
lzinnya pada dokumen sekelas Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran
dengan syarat ada Penetapan Pengadilan, maka sangat lah tidak berdasar
hukum dan tidak beralasan bahwa institusi pendidikan cg Kepala Sekolah
mempunyai wewenang uniuk mengubah nama, tempat dan tanggal lahir eks
Siswa dengan memutus Kepala Sekolah yang menjabat puluhan tahun
cebalumnya bersalah dalam melakukan penulisan nama, tempat lahir dan serta
ama orangiua eks Siswa. Bilamana kewenangan demikian diberikan seorang
=pala Sekolah maka akan potensial melakukan pelanggaran hukum |

34 Bahwa adanya perbedaan nama “Martua 5" pada ljazah SMA tahun 1973
dengan nama “Martua Sitanggang” pada data SMP Tahun 1869, ljazah S1
Tahun 1987 serta ljazah S2 Tahun 2001 jelas merupakan suatu ° Misteri dan
Magsalah Besar' karena sangat bertentangan dengan status “sekolah sebagai
bagian dar pendidkan yang berjenjang dan bersinambungan®sebagaimana
diatur dalam .

a. Undang-Undang NMomor -4 Tahun 18950 tentang Dasar-dasar Pendidikandan
Pengajaran di Sekolah, yaitu

- Pasal € Ayat (1) yang berbunyi: “Menurut djenisnja maka pendidikan dan
pengadjaran dibagi alas.

a.pendidikan dan pengadjaran taman kanak® ;
b.pendidikan dan pengadjaran rendah ;
c.pendidikan dan pengadjaran menengah ;
d.pendidikan dan pengadjaran tinggi |

- Pasal 7 yang berbunyi °

Ayat (1) Pendidikan dan pengadjaran taman kanak-kanak bermaksud
menuntun tumbuhnja rochani dan djasmani kanak-kanak sebelum ia
masuk sekolah rendah
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. Ayat (2): Pendidikan dan pengadjaran rendah bermaksud menuntun

; tumbuhnja rochani dan diasmani kanak-kanak, membernkan kesempatan
kepadanja guna mengembangkan bakat dan kesukaannja masing-masing,
dan memberikan dasar-dasar pengetahuan, ketlakapan dan ketangkasan,
baik lahir maupun bathin

Ayat (3): Pendidikan dan pengadjaran menengah (umum dan wvak)
bermaksud melandjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengadjaran
jang diberikan disekolah rendah untuk mengembangkan tjita-tjita hidup
serta membimbing kesanggupan murid sebagal anggota masjarakat,
mendidik tenaga-tenaga ahli dalam pelbagai lapangan chusus sasuai
dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masjarakat dan/atau

mempersiapkannja bagi pendidikan dan pengadiaran tinggi.

Ayat (4): Pendidikan dan pengadjaran tinggi bermaksud memberi
kesempatan kepada peladjar untuk mendjadi crang jang dapat memberi
pimpinan didalam masjarakat dan jang dapat memelihara kemadjuan ilmu
dan kemadjuan hidup kemasjarakatan,

b. Undang undang Momor 22 Tahun1961 tentang Perguruan Tinggi, Pasal 1
yang berbunyi: “Perguruan Tinggl adalah lembaga ilmiah yang mempunyai
tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan
tingkat menengah, dan yang membenkan pendidkan dan pengajaran
berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan dengan cara ilmiah” ;

c. Undang Undang Nomor 19/PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem
Pendidikan Masional Pancasila |

- Pasal 7 : Pendidikan Prasekolah diberikan di lembaga Pendidikan Taman
Kanak-kanak disingkat T.K. yang masa-asuhannya ditetapkan paling
lama 3 (tiga) tahun terhitung mulai anak didik mencapai umur 4 (empat)
tahun dan paling tinggl 6 (enam) tahun pada awal tahun pelajaran yang
bersangkutan ,

Pasal 8 : Pendidikan Dasar dibenkan di lembaga Pendidikan Sekolah
Dasar disingkat S.D. yang masa-belajarnya ditetapkan 9 (sembilan) tahun
terhitung mulai anak didik mencapai umur 8 (enam) tahun pada awal
tahun pelajaran yang bersangkutan ;

Pazal 9 : Pendidikan Menangah baik Umum maupun Kejuruan dibarikan
di lembaga-lembaga Pendidikan Menengah yang diberi nama Sekolah
. Menengah disingkat 5. M. yang masa-belajarnya diletapkan 3 (tiga) - 4
(empat) tahun, setelah anak didik menyelesaikan pelajarannya di tingkat
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. Pendidikan Dasar atau yang dipandang memenuhi syarat untuk diterima
di Pendidikan Menengabh ;

Pasal 10 : Pendidikan Tinggi diberikan di lembaga-lembaga Pendidikan
Tinggi yang berbentuk Akademi, Institut. Fakultas dalam hubungan
Universitas, yang masa-belajamya ditetapkan 4 {(empat) - 6 (enam) tahun
setelah anak didik menyelesaikan pelajaran di tingkat Pendidikan
Menengah atau yang dipandang memenuhi syarat untuk diterima di
Pengadilan Tinggi ,

35 Bahwa karena sekolah sebagai bagian dari pendidikan yang berjenjang dan
bersinambungan maka sudah menjadi pengetahuan umum bahwa nama, tempat
dan tanggal lahir setiap Pelajar yang tertulis dalam ijasah 5D, SMP, SLTA, dan
Sarjana harus sama. Sebab, syaral dokumen untuk masuk SMP adalah ijazah
S0, syarat dokumen untuk masuk SLTA adalah ijazah SMP, dan syarat dokumen
untuk masuk Perguruan Tinggi adalah jjazah SLTA. Bilamana ada perbedaan
nama dalam ijjazah SMA berbeda dengan nama dalam izasah SMP serta ijazah
sarjana, dan upaya pembetulan baru dilakukan setelah pulub tahun kemudian
maka patut diduga kuat bahwa ijazah SMA tersebul adalah Palsu atau
Dipalsukan;

36. Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Jambi,
aurat  Keterangan Kesalahan Penulisan ljazah/ STTBE Nomor: 596
M10/SMA.1VKM. 2020 tanggal 10 September 2020 tfersebut dimohonkan aoleh
salah seorang yang mengaku sebagai anak kandung dari Bakal Calon Wakil
Bupati Atas nama Drs, Martua Sitanggang MM. dengan menunjukkan Kartu
Keluarga serta Kutipan Akla Kelahiran Nomor. 14/Dis-1933/2015 langgal 21 April
2005 yang diterbitkan Kepala Dinas Tenaga Kena Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Jambi, Ir. R Djoko Imam Santoso, BE MM, yang isinya menerangkan
bahwa Dari daftar Dispensasi tentang Kelahiran menurut Stbld 1833 No. 75 Jo
1936 No 6807 di Jambi temyata, bahwa di Samosir Taput pada tanggal 1 Pebruari
1954 tolah lghir Anak laki laki bermnama: MARTUA SITANGGANG, anak kelima
darn suami W. SITANGGANG dan isten S. LIMBONG (Bukti P. -20) ;

37. Bahwa keabsahan gtau legalistas Kutipan Alkda Kelahiran Momor 14/Dis-
1833/2015 tanggal 21 April 2005 Atas nama MARTUA SITANGGANG tersebut
patut diragukan karena yang menerbitkannya adalah Kantor Catatan Sipil Kota
Jambi. Padahal, dari zaman dahulu, Kantor Catatan Sipil yang berwenang
menarbitkan Akia Kelahiran seseorang adalah Kantor Catatan Sipil di tempat
3 terjadinya peristiwa kelahiran yang mau dicatatkan dalam akta. Norma demikian

dianut dalam Pasal 27Undang-Undang Nomor . 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, mengaiur sebagai berikut:
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(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana
di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 80 (enam puluh) hari
sejak kelahiran.

[2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan
Kutipan Akta Kelahiran.

Kemudian PenjelasanPasal 27 Ayal (1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukandijelaskan diterangkan bahwa
“Yang dimaksud dengan “lempat terjadinya peristiwa kelahirar" adalah
wilaysh terjadinya kelahiran”.

38 Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor 29 Tahun
2014 Tentang Pengesahan Folokop ljgzah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat
Keterangan Pengganti ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat
Ketarangan Pengganti ljazah / Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan
Dasar Dan Menengah:

Tidak ada Satu Pasal pun yang memberi wewenang kepada Kepala
Sekolah atau Kepala Satuan Pendidikan untuk mengubah isi termasuk
nama yang tertera dalam ljazah/STTB yang yang pernah diterbitkan atau
dikeluarkannya ;

Statusnya lebih rendah dari Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 dan
Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 ;

39. Bahwa penyerahan berkas asli Surat Keterangan Kepala SMA Negen 1 Kota
Jambi No. 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 (Butkti P-18) kepada
TERMOHON adalah tidak berdasar dan tidak masuk akal sama sekali, sebab
melihal kegunaan, status, serta kalimat penutup surat yang berbunyi "Demikian
sural keterangan ini sebagai lampiran ljazah yang ada™ maka berkas asli
dokumen tersebut seharusnya melekat pada atau satu kesatuan dengan berkas
asli ijazah yang diterangkannya. Sehingga, seharusnya yang diserahkan kepada
TERMOHON adalah berkas fotokopi yang dilegalisir oieh Kepala Sekolah SMA 1
Kota Jambi yang menjabal sekarang Dengan tindakan Bakal Calon Wakil Bupati
Drs. Mariua Sitanggang MM menyerahkan berkas aslinya adanya pengakuan
ARTHUR, S.Ag, S.Pd selaku Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi Tahun 2014-
2016 tidak pernah menandatanganinya, maka kuat dugaan bahwa tanda tangan
ARTHUR, S.Ag, S.PdDipalsukan atau Hasil Pindaian (Scan) ;

40. Bahwa Surat Keterangan Kesalahan Penulisan ljazah/ STTB Nomor 596
110/SMA. 1/KM 2020 tanggal 10 September 2020yang ditandstangani Kepala
SMA Nezgeri 1 Kota Jambi dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi (Bukti P-
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: 19a 819b) bukanlah berstatus perbaikan dokumen persyaratan calon, sehingga

' lidak berdasar untuk diterima, diumumkan,dan divenfikasi oleh TERMOHON, dan
hasil verifikasinya pun tidak berdasar untuk dituangkan dalam formulir Model
BA HP Perbaikan-KWHK dan lampirannya;

41, Bahwa benar tidaknya klaim kesalahan penulisan nama Martua S. dan B.
Sitanggang taersebut seharusnya diuji dan nama yang tertulis dalam ljazah/ STTB
SD dan SMP. Seandainya pun ljazah/ STTB SD dan SMP sudah hilang, tentu
harus ada Surat Keterangan Hilang yang diterbitkan oleh Kepolisian |

42 Bahwa pengadaan atau penyerahan dokumen Sural Keterangan Kesalahan
Penulisan ljazah/ STTB Nomor: 586 /M10/SMA1/KM.2020 tanggal 10
September 2020(Bukti P. -19a dan Bukti P. - 19bjtersebul bukanlah produk
dari pemberitahuan Hasil Verifikasi, sementara yang namanya perbaikan
dokumen persyaratan calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan
pelum lengkap, belum memenuhl syaral dan/atau tidak memenuhl syarat pada
verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor @ 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kefiga alas

eraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor | 3 Tahun 2017 lentang Pencalonan
Pemilinan Gubernur dan Wakil Gubermur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
alikota dan Wakil Walikota yang berbunyi :

(1) Partai Politik atau Gabungan Parai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon
atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap
persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Acsh
dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan paling lama 3
(tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi diterima.

(2} Perbakan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap,
balum memenuhi syarat danfatau tidak memenuhi syarat pada wverifikas
administrasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 54 Ayat (1).

43 Bahwa Surat Keterangan Kesalahan Penulisan ljazah/ STTE Nomor: 586
M10ISMA 1/KM 2020 (Bukti P. -19a dan Bukti P. - 19b)elas wakiu
penerbitannya adalah tanggal 10 September 2020, yaitu 4 (empat) han
sebelumTERMOHON menyampaikan hasil penelitian persyaratan calon kepada
ketiga pasangan bakal calon melalui Rapat Plano Terbuka pada han Senin, 14
September 2020 di Hotel Rogate Ambarita |

44 Bahwa Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi Momor:
T 423/128/SMA, 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani oleh
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4 ARTHUR,S.Ag..S.Pd. NIP 19580525 1981031007(Bukti P. -18) adalah Cacat
: Hukum atau Tidak Sah dengan alasan:

- Bahwa pada tanggal 12 September 2020 lalu, ARTHUR,S.Ag S Pd.
melalui telepon memberikan keterangan kepada kami bahwa dirinya tidak
pernah menandatanganl Keterangan Kepala SMA Negerl 1 Kota Jambi
Nomor: 423/128/SMA 1/MN. 2015 tanggal 10 Maret 2015 dimaksud ;

Bahwa Surat dimaksud Tidak Ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jambi ;

- Bahwa pada pasfoto pada surat termaksud tidak dibubuhi Cap Tiga Jari
Tangah Tangan Kin ;

45 Bahwa karena Sural Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kola Jambi No.
423M128/SMA 1/MN 2015 tanggal 10 Maret 2015(Butkti P. -18) dan Surat
Keterangan  Kesalahan Penulisan jazah/ STTB Nomor 598
110/SMA. 1/KM.2020 tanggal 10 September 2020(Butkti P. -19a Bukti P.-
19b)Tidak Sah, maka dokumen persyaratan ljazah SMA yang diterangkannya
pun menjadi Tidak Sah atau Tidak Bemilai Hukum ;

45 Bahwa tanda tangan (dengan tinta basah) Atas nama ADI
RIONO.S.Pd. M.Pd selaku Kepala SMA Negeri 1 Jambi yang 'Mengesahkan
Folokopi sesuai dengan aslinya’ di atas folokopi Surat Tanda Tamat Belajar VCi
No. 026 pelajar yang bemama MARTUA S, Lahir pada tanggal 1 Februar 1954
di Harian Bohok - Tapanuli, anak fuan / nyonya: B. SITANGGANG, Nomor Daftar
Induk: 1388, yang ditandatangani tanggal 1 Desember 1973 oleh SADAR
SJARNOEBI selaku Kepala Sekolah Menengah Umum SMA Negeri | Jambi
(Bukti P. -15), patut diduga adalah Palsu atau Dipalsukan dengan alasan;

a. Bahwa pada tanggal 12 September 2020, ADI TRIONO,S.Pd. M.Pd melalui
handphone memberikan :

- Keterangan dengan mengatakan: “Kalau saya legalisir dokumen selalu
pakal minut Pakai cap koreksi, tanggal. Dan, saya tidak pemah
mealewatkan itu. Selalu saya kasih nomor” (rekaman suara terlampir)

- Foto tanda tangannya yang benar kepada kami sebagai benkul |

- Janji akan segera menyampaikan Surat Pemyataan Tertulis
e bahwa di atas fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar VCi No. 026
B pelajar yang bemama MARTUA S, Lahir pada tanggal 1
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Februan 1954 di Harian Bohok - Tapanuli, anak tuan / nyonya: B.
SITANGGANG, yang ditandatangani tanggal 1 Desember
19730leh SADAR SJARNOEBI, tdak pemah ditandatatangan
olehADI TRIONC,S.Pd. ,M.Pd. {Bukti P, -21).

b. Nama SADAR SJARMNOEBI yang tertulis sebagai Kepala Sekolah dalam
Surat Tanda Tamat Belajar tertanggal 1 Desember 1973 tersebul, lidak
sama atau tidak identik dengan nama SADAR SYAMOEBI selaku Kepala
SMAN 1 Kota Jambi Tahun 1986 - 1879 yang tertulis pada Daftar Nama
Kepala SMAN 1 Kota Jambi yang ditulis pada:

- hittps./fid m.wikipedia org(Bukti P, -22) ;
- hitps. /fsmansajbi, blogspot com(Bukti P. -23) ;
- https./ivymaps. com{Bukti P. -24) ;

47 Bahwa Surat Keterangan Kesalahan Penulisan ljazah/STTB Nomor; 596
/110/SMA_1/KM-2020 tanggal 10 September 2020 (Bukti P.-19aBukti P.-19b)
tersebut patut diduga adalah hasil rekayasa karena :

1. Ada gatay terdapat 2 (dua) versi dengan nomor, tanggal, dan nama
penandatangan yang sama tetapl dengan ciri atau penampakan berbeda yaitu:

a. Versi Pertama: Di alas materai 6.000 ada jejak tanda tangan, dan pada
pas foto terdapat Cap Tiga Jari Tengah Tangn Kiri, sebagaimana pada
Bukti P-19ayang diunggah akun Linda Situmorang di Facebook tanggal 10
September 202,

b. Versi Kedua: Di atas materai 6 000 tanpa ada jejak tanda tangan, dan
pada pasfoto tidak ada Cap Tiga Jari Tengah Tangan Kiri, sebagaimana
pada Pengumuman KPU Kabupaten Samosir (Bukti P, -19b);

2 Adanya 2 (dua) versi tersabut memunculkan dugaan bahwa

a. Tanda tangan Drs. ANWAR MUSADDAD M.Pd pada berkas Bukh
Pengumuman KPU Kabupaten Samosir tersebut Tidak Asli ;

b. Kegiatan membubuhkan Cap Tiga Jar Tengah Tangan Kiri pada pasfoio
tidak dilakukan di hadapan Drs. ANWAR MUSADDAD M.Pd. selaku
Kepala SMAN 1 Kota Jambi ;

3. Pada baglan Mangetahul, terulis jabatan: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Jambi, sementara dar bulan Februari 2020 hingga saat inl, Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Jambi menjabat oleh Pelaksana tugas atau PIt. ;

4. Tanda tangan MUHAMMAD SYAHRAN, SE selaku Kepala Dinas Pendidikan
ey Provinsi Jambi, tidak identik dengan tanda tangan MUHAMMALD
& |




SYAHRAN SE selaku Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada
beberapa Surat Resmi yang diunggah di internet antara lain ;

a Surat Edaran Nomor @ 1532/SE/DISDIK-1 3NWI2020 Tentang Tata Cara
Pembagian Rapor Semester Genap Tahun Pelajaran 20158/2020 Di Masa
Pandemi Corona Virus Disease (Cowid-19) Pada Satuan Pendidikan
SMA/SMKISLB Dalam Provinsi Jambi, yang ditujukan kepada Kepala
SMA/SMK/SLB dalam Provinsi Jambi, Tanggal 24 Juni 2020 (Bukti P. -
25);

b, Surat Edaran Nomor 939/SEDISDIK-2 11IF2020 Tentang Layanan
Penyelenggaraan Pendidkan Dalam Rangka Pencegahan Penularan
Dan Penyebaran Infeksi Corong Virus Disease (Covid-19) Di Wilayah
Provinsi Jambi, tanggal 27 Maret 2020 (Bukti P. -26) ;

c. Surat Nomor B8S/DISDIK-2 3MN/2020 perihal . Himbauan Pelaksanaan
Kegialtan Perpisahan Kelas Xll, yang ditujukan kepada Kepala SMA/J
SMKE/ 5LB Se-Provinsi Jambi, tanggal 19 Maret 2020 (Bukti P. -27) ;

& 48, Bahwa pada tanggal 21 September 2020, masyarakat atas nama Jautir
‘ ats Bimbolon telah menyampakan Sural Tanggapan ke KPUD Kabupaten Samosir
' mmu Bukti P.-28) seria Sural Pengaduan dugaan tindak pidana Pemilu kepada

mﬂm Bawaslu Samosir (Bukti P.-29) yang pada pokcknya menyampaikan dugaan alas
palsunya beberapa berkas Dokumen Bakal Calon Wakil Bupali atas nama Drs,
Martua Sitanggang, MM, yaitu:

a. Legalisir Surat Tanda Tamat Belajar VCi No 026 pelajar yang bemama
MARTUA S., lahir pada tanggal 1 Februari 1954 di Harian Bohok -
Tapanuli, anak tuan [/ nyonya | B, SITANGGAMNG, yvang dilandatangani
tanggal 1 Desember 1973 oleh SADAR SJARNOEBI| selaku Kepala
Sekolah Menengah Umum SMA Negeri | Jambi (Bukti P.-15);

b. Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi Nomor: 423/128/5MA
1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 vyang ditandatangani oleh
ARTHUR,5.Ag.,5.Pd. (Bukti P.-18);

c. Surat Keterangan Kesalahan Penulisan [ljazabh/STTB Nomor 5986
M10ISMA.1KM-2020 tanggal 10 September 2020, yang ditandatangani
oleh Drs. ANWAR MUSADDAD M.Pd. selaku Kepala SMAN 1 Kota Jambi,
dan MUHAMMAD SYAHRAN,SE selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Jambi(Bukti P.-19a dan P.-19b);

49 Bahwa namun demikian, tanggapan tersebul sama sekali tidak diverifikasi
atau tidak diteliti oleh TERMOHON hingga akhimya menerbitkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 145/PL 02 3-Kpt/1217/KPU-
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Kab/flX/2020 Tentang Penatapan Pasangan Calon Pesarta Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 ;

50 Bahwa pada tshun 1980-an, Pemerintahan Rl pemah heboh dengan
mencuatnya fakla bahwa sejumlah Pegawal Negen Sipil yang memiliki ijazah
palsu / ASPAL unlukkepentingan karer, sehingga akhimya mendorong
Pemerintah melakukan penertiban dan pencegahan dengan menerbitkan surat,
diantaranya :

a. Surat PANGKOPKAMTIE Nomor R-3/OPSTIBPUS/NV/1981 tanggal 11 Mei
1881, yang pada pokoknya menyarankan agar Menteri Negara Penarfiban
Aparatur Negara dan Menteri Pencidikan dan Kebudayaan meangambil
tindakan-tindakan terhadap Pegawai Negen Sipil yang memiliki ljazah Palsu/
ASPAL meanurut bidang masing-masing |

b. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dengan Suratnya Nomor B-
S00M/MENPAN/S/BT tangaal 15 Mei 1881, yang pada pokoknya mengatakan
babwa harus diambil tindakan administratf terhadap Pegawa Negeri Sipil
yang memilki dan atau menggunakan ljazah Palsu/ ASPAL dan meaminta
kepada HKepala Badan Administratif Kepegawaian Negara untuk
mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaannya ;

. SURATEDARAN Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN)
Nomor: 10/SE/1981Tanggal 7 Juli 1881 Tentang Tindakan Administratif Dan
Hukuman Disiplin Terhadap Pegawal Negeri Sipil Yang Memiliki ljazah Palsu
! Aspal{Bukti P. -30) ;

51 Bahwa menurut Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian
Negara (BAKN) Nomor: 10 /SE/1981Tanggal 7 Juli 1981 Tentang Tindakan
Administratif Dan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Neger Sipll Yang
Memiliki liazah Palsu / Aspal yang dimaksud dengan

a. ljazah adalah ljazah, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Dilploma, dan
Aktayang dkeluarkan dengan sah oleh Lembaga Pendidikan yang
berwenang, baikLembaga Pendidikan Negern ataupun Lembaga Pendidikan
Swasta.

b. ljazah paisu, adalah ljazah yang beniuk, cin, dan atau Isinya tidak sah
Kriteria liazah palsu antara lain adalah sebagai berikut :

(1) Blanko ljazah Paisu;

(2)Blanko ljazah sah. dikeluarkan oleh Lambaga Pendidikan yang
berwenang ftetapi ditanda tangani oleh pejabat yang tidak
berwenang, atau |




(3)Blanke ijazah sah, dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan
yangberwenang, ditandatangani oleh pejabat berwenang, tetapi
isinya sebagianatau seluruhnya.

(4)ljazah ASPAL, adalah ijazah yabng diperoleh dengan cara yang tidak
memenuhi ketentuan yang beraku di Llingkungan pendidikan
padawaktu ijazah rtu dikeluarkan{Bukti P-31);

52. Bahwa lebih lanjut Sural Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian
Negara (BAKN) Nomor: 10 /SE/1981 Tanggal 7 Juli 1981 tersebut diantaranya
mengatur Tindakan Administratif Dan Hukum Disiplin terhadap Penggunaan
jazah Palsu/Aspal Untuk Metamar Menjadi Pegawai Negen Sipil yaitu

a Pegawai Negen Sipili yang pengangkatannya dilakukan sejak
berlakunyaPeraturan Pemenntah Nomor & Tahun 1976 (Tanggal 12 Februan
1976) yang ternyata pada wakiu melamar menggunakan ljazah palsu /
ASPAL diberhentikan dengan tidak hormat sebagsi Pegawai MNeger Sipil
berdasarkanpasal 16 Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 1976

b. Pegawai Negeri Sipilyang pengangkatannya dilakukan sebelum
berlakunyaPeraturan Pemerntah Momor & Tahun 1976, yang kemudian
lernyata bahwapada wakiu melamar menggunakan ijazah palsw/ ASPAL
terhadapnyadijatuhkan hukuman disiplinberupa pemberhentian dengan hormat
tidak ataspermintaaan sendiri sebagai Pegawai Negen Sipil berdasarkan pasal
B ayat(4), huruf ¢ Peraturan Pemerntah Nomor 30 Tahun 1980, dengan
mendapathak-hak kepegawsian sesual dengan perundang-undangan yang
berlaku{Bukti P.-31);

53. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas dan nyata bahwa Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-
Kab/lX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupat dan
Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 telah diterbitkan
TERMOHON dengan alas, pertimbangan dan dasar yang salah, sehingga sangat
berdasar untuk diperintahkan untuk dibatalkan dan menerbitkan Keputusan baru
yang ftidak memuat nama Pasangan Vandiko Timotius Gulitom ST dan Drs.
Martua Sitanggang, MM ;

54 Bahwa Pasal 40 huruf ¢ Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 Tenlang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati. Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, berbunyi: Dalam menenma
pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provins/KIP Aceh atau KPU/KIP




: Kabupaten/Kota berfugas: ¢ menelitt dokumen persyaratan pencalonan dan
' syarat calon yaitu:

1. Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf
b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima
oleh KPLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayal (6),
2. Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf
e dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partal Politik tingkat
provinsi  untuk Pemillhan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan
kepengurusan Partal Politik tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, vang disampaikan
oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh sebagasimana dimaksud dalam
Fasal 35 ayat (4) dan ayat (7},
3. Kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan
Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota; dan
4. Kelengkapan dokumen syarat calon,
55, Bahwa dengan uralan di atas maka terbukti bahwa TERMOHON tidak
melaksanakan penelitian alau verifikasi secara tepat atas dokumen pendaftaran
atau syarat pencalonan yang diserahkan oleh Bakal Calon Bupati dan Bakal
| Calon Bupali alas nama Vandike Timotius Guitom ST - Drs. Martua
Sitanggang MM, sehingga kemudian secara keliru mencantumkan nama Vandiko
Timotiue Gultom, ST - Dras. Martua Sitanggang MM dengan Status Memenuhi
Syarat dalam Surat Keputusan Nomor 145/PL 02 3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020
Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Samosir Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya berbunyi.
Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Samosir tahun 2020 sebagai berikut ;

NAMA PASANGAN FPARTAI JUMLAH KURSI | STATUS
CALON BUPATI DAN | PENGGUSUNG/ DUKUNGAN
WAKIL BUPATI PERSEORANGAN |
SAMOSIR TAHUN .
2020
Calon Bupati Partai Demokrasi | 8 Kursi Memenuhi
Drs. Rapidin Indonesia Syarat
Simbelon, MM Perjuangan
Calon Wakil Bupati
:_ | Ir Juang Sinaga |
- | Calon Bupati Partai Nasdem 17 Kursi Memenuhi |
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Vandiko Timotius " Pantai | Syarat |
Guttom, ST Kebangkitan
Calon Wakil Bupati | Bangsa
Drs, Martua Partai Golongan
Sitanggang, MM. Karya
| Partai Genndra
Partal Demokral
| Partai Hanura
Calon Bupati 'F'arseumngan 12244 (dua | Memenuhi
Laksma (Purn.) belas ribu dua | Syarat
Marhuale Simbolon, | ratus empat
SPi puluh
Calon Wakil Bupati ampat)
Ir. Guntur Sinaga, MM, pendukung
. Vii. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas dengan ini PEMOHON
memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk
ameriksa dan memutus Permoheonan ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai

pngabulkan Permohonan Femohon untuk seluruhnya |

Memerintahkan TERMOHON, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk
Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Samosir Nomor. 145/PL.02 3-Kpt/1217/KPU-Kab/1X/2020 Tentang -
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir
Tahun 2020, tanggal 23 Sepltember 2020 |

Memerintahkan TERMOHON, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk
menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Tentang
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir
Tahun 2020 yang bunyinya: Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Samaosir tahun 2020 sebagai berikut

NAMA PASANGAN ' PARTAI JUMLAH KURSI | STATUS
CALON BUPATIDAN | PENGGUSUNG/ | DUKUNGAN
WAKIL BUPATI ' PERSEORANGAN
- SAMOSIR TAHUN 2020
< Calon Bupali Partai  Demokrasi | B Kursi Memenuhi
Dres. Rapidin Indonesia I Syarat II
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. ~ Simbolon, MM. Perjuangan
- Calon Wakil Bupati
Ir. Juang Sinaga
Calon Bupati Perseorangan 12.244 {dua | Memenuhi
Laksma (Pum.) belas ribu dua | Syarat
Marhuale  Simbolon, ratus empat
5.Pi. puluh
Calon Wakil Bupati empat)
Ir. Guntur Sinaga, MM._ pandukung

Memerintahkan kepada TERMOHON, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Samaosir uniuk melaksanakan Putusan ini, meskipun ada upaya hukum Banding.
Demikianlah permohonan sengketa ini disampaikan, dengan harapan Badan
PengawasPemilihan Umum Kabupaten Samosir dapat segera memeriksa dan
memutuskan permohonan ini denganseadil-adilnya.

B. JAWABAN TERMOHON
|. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON
Termohon adalah Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Samosir yang

delanjuinya merupakan penyslenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
amosir. Kedudukan Termohon tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-
ndang MNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemernntah
Pengganti Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubermur,Bupati dan Walkota menjadi Undang-Undang sebagaimana lelah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Momor 10 Tahun 20186
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubemur Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang, juncto Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengkela Pemilihan Gubsrmur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil VWal Kota

Il. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON
Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan sebagaimana pada poin V. POKOK
PERMOHONAN dengan ini dijelaskan bahwa :

1. terkaitPokok Permohonan sebagaimana halaman 6 (enam) poin 1 (safu)
‘Bahwa PEMOHON, Drs. Rapidin Simbolon,MM bersama Ir. Juang Sinaga
(dapatdisingkal dengan: RAPBERJUANG) adalah salah salu Pasangan
Calon Peserfa PemilihanBupali dan Wakil Bupali Samosir Tahun 2020,
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sebagamana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupalten Samosir
Nomor:  145PL 02 3-Kpl/1 217/KPU-Kab/1X/2020 tanggal 23 Seplember
2020Tentang Penetapan Fasangan Calon Peserla Pemilihan Bupatidan
Wakil Bupall Samosir Tahun 2020, yang pada pokoknya berbunyi
Manatapkan Pasangan Calon Peserla Pemilihan Bupali dan Wakil Bupati
Samosir tahun 20207

KPU kabupaten Samosir menjelaskan bahwaBerdasarkan Tahapan
Pemilihan sesuai dengan Paraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemillhan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Tahun 2020 dan Proses Pendaftaran sampai penetapan
Ketiga Pasangan calon memenuhi Syarat Pencalonan dan Syarat Calon
sehingga ditetapkan sebagai peserta pemilihan sebagaimana
dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Samosir Nomor  145/PL.02.3-KptM217/KPU-Kab/IXj2020 tentang
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Samosir Tahun 2020 tanggal 23 September 2020. (buktiT-1)

terkaitPokok Permohonan sebagaimana halaman 6 (enam) poin 2 (dua)
“‘Bahwa kendatipun berdasarkan Keputusan TERMOHON ftersebut
PEMOHON difefapkan TERMOHON sebagal Pasangan Calon Bupali dan
Wakil Bupali Samosir 2020 namun PEMOHON tetap merasa dirugikan
langsung karena ikut serlanya Vandiko Timotius Gultom, ST - Drs. Mariua
Sitanggang, MM ditetapkan TERMOHON sebagal Calon Bupali dan Calon
Wakil Bupali Samosir Tahun 2020. yang mengakibalkan PEMOHON akan
mengeluarkan biaya, tenaga dan pikiran yang lebih besar untuk meyakinkan
pamiifh agar memifth PEMOHON

KPU Kabupaten Samosir menjelaskan bahwadalam penetapan
pasangan calon sudah berdasarkanPKPU Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota danKeputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 384/PL.02.2-Kpt/06/KPUNVIINZ020 Tentang
Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen
Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon
Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupaii dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara
berhak memperoleh kesempsatan yang sama untuk mencalonkan diri
dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur,
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon
Wakil Walikota" dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam PKPU
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, danfatau Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 4.
Bahwa berdasarkan tahapan, Bakal Pasangan Calon Vandiko T. Gultom,
5T dan Martua Sitanggang, MM melakukan pendaftaran dengan Syarat
Pencalonan dan Syarat Calon setelah melalui proses penelitian
administrasi telah ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon Bupati
dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020.
Tarkait dengan Pokok Permohonan Pemohon poin 2 (dua) yang
menyatakan merasa dirugikan karena keikutsertaan Vandiko T. Gultom,
ST dan Martua Sitanggang, MM, menurut KPU Kabupaten Samosir tidak
ada alasan kerugian Pihak PEMOHON karena PEMOHON Memenuhi
Syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020.
terkaitFokok Permohonan sebagaimana halaman 6 (emam) poin 3
(tiga)'Bahwa dengan ditefapkannya Vandiko Timobius Guitem. ST- Drs.
Martua Sitanggang, MM sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupali
Samosir Tahun 2020 oleh TERMOHON. walaupun sebenarnya pasangan
yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan calon maks PEMOHON juga
merasa dirugikan karena lerabaikannya proses Pemilihan yang fujur, adil
dan bersih sesuai peraiuran perundang-undangan yang berlaku’
Jawaban
a. Terkait pernyataan PEMOHON yang menyatakan “pasangan calon yang
bersangkutan tidak memenuhi persyaratan calon” adalah tidak berdasar
karena proses pendaftaran sampai Penetapan Pasangan Calon
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020,
Pasangan Calon atas nama Vandiko T. Gultom, ST dan Drs
MartuaSitanggang, MM telah MEMENUHI SYARAT Pencalonan dan
Syarat Calon sebagal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Samasir
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Tahun 2020 sebagamana dituangkan dalam Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Samesir Nomor 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-
KabilX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tanggal 23 September
2020 (bukti T-1)

Bahwa terkait pernyataan PEMOHON yang merasa dirugikan karena
terabaikannya proses pemilihan yang jujur, adil, dan bersih sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah tidak benar

KPL Kabupaten Samosir sudah melakukan langkah-langkah sepert
Fengumuman secara terbuka tentang Pengumuman Pendafiaran Calon
Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 (Link terlampir) (Bukti T-2).
disamping itu KPU Kabupaten Samosir melakukan siaran langsung (live
streaming) proses pendaftaran mulai tanggal 4 September 2020 sampai 6
September 2020 di link Facebocok Kpu Kab Samosir. dihadin oleh
Bawaslu Kabupaten Samosir, Pihak Kepolisian Resort Kabupaten
Samosir, Koramil Pangururan dan Petugas Kesehatan dari Dinas
Kesehatan Kabupaten Samosir, Kominfo dan pers sebagaimana terlampir
dalam daftar hadir (Bukti T-3).Bahwa setelah melewati proses
pendaftaran Pasangan Calon maka dilakukan Verifikasi Persyaratan
Pencalonan dan Syarat Calon dan melakukan Pengumuman dokumen
Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU Kabupaten Samosir
dan Media Sosial (Facebook) untuk mempercleh tanggapan dan
masukan masyarakat. Pada tanggal 8 Seplember 2020 KPU Kabupaten
Samosir menenma tanggapan dan masyarakat dan Rakerhut Situmorang
dan rekan dengan surat nomor 1.980/KHRS/MIX/2020 (Bukti T-4) yang
telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Samosir sesuai dengan sural
nomor385PL.02 2-50/1 21 7T/KPU-Kab/T/2020.

KPU Kabupaten Samosir telah melaksanakan Tahapan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan
Ferundang-undangan yang berlaku. Terkat dengan Persyaratan Calon
Bupati dan Wakil Bupati atas nama Vandiko Timotius Gultom, ST dan Drs
Martua Sitanggang, MM, KPU Kabupaten Samosir telah melakukan
penerimaan Pendaftaran atas nama Vandike Timotius Guitom, ST dan
Drs Martua Sitanggang, MM sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupat
Samosir Tahun 2020 pada tanggal 5 September 2020 sesual dengan
Keputusan Komisi Pemilhan Umum Republik Indonesia MNomor
394/PL.02. 2-Kpt/O6/KPUAIN/2020 Tentang Pedoman Teknis
Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan,
Penetapan, Serta Pengundian Momor Urut Pasangan Calon Dalam
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Pamilihan Gubemur dan Waki Gubernur, Bupali dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan hasil penelitian dokumen
persyaralan dan persyaratan calon dinyatakan °“LENGKAP® dan
"‘MEMEMNUHI SYARAT" sebagaimana dituangkan dalam Berta Acara
Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir
Tahun 2020 tanggal 5 September 2020 (Bukti T-6)dan telah melakukan
Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan calon dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Samesir Tahun 2020 dengan hasil sebagaimana
dituangkan dalam Formulir MODEL BA HP-EWK tanggal 14 September
2020 atas nama Vandiko Timotius Gultom, ST dan Drs Martua
Sitanggang, MM {Bukti T-T)

Berdasarkan tanggapan Masyarakat tentang perbedaan nama ijazah
Martua S dan KTP Elektronik atas nama MARTUA SITANGGANG, maka
sasuai dengan Keputusan Komigi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 384/PL.02 2-Kpt/OEIKPUMNIIFZ020 Tentang Pedoman Teknis
Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan,
Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urul Pasangan Calon Dalam
Pemilihan Gubermur dan Waki Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota KPU Kabupaten Samosir
melakukan klarfikasi ke SMA vyang menerbitkan ijazah yang
bersangkutan,

Tanggal 11 September 2020 KPU Kabupaten Samosir melakukan
Klarifikasi terhadap perbedaan nama antara ljasah atas nama MARTUA
S dengan KTP Elektronik atas nama MARTUA SITANGGANG ke SMA N
1 Jambi dan bertemu dengan Kepala Sekolah SMA N 1 Jambi (foto
terlampir (Bukti T- 8)) adapun hasil klanfikasi tersebut dituanghan dalam
Berta Acara Hasil Klarifilkasi nomor 124/PL.02-1-BA/KPU-Kab/1X/2020,
nomor S87710/SMA 01/KT/2020 yang ditandatangani oleh Kepala
Sekolah SMA Negen 1 Jambi atas nama Drs. Anwar Musaddad.M.Pd
dengan Nomor NIP 18560217 193303 1 008 (Bukfi T-9).

Mealakukan Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 dengan hasil sebagaimana
dituangkan dalam Formulir MODEL BAHF PERBAIKAN-KWK Berita
Acara Hasil Penelitian PerbaikanPersyaratan Calon Dalam Pemilihan
Bupah dan Wakil Bupali Samosir Tahun 2020 atas nama Vandiko
Timotius Gultom, ST dan Drs Martua Sitanggang, MM (Bukti T-10).

Serta telah melaksanakan Proses Tahapan Pencalonan melipuli
Pengumuman pendafltaran pasangan calon, Pendafiaran pasangan
calon, Verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, dan
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Penelapan pasangan calon dengan Jujur, Adil dan Barsih sesuai dengan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,
Bahwa sebagaimana Pokok Permohonan Sebagaimana dimaksud Pada poin
4 (empat) dengan ini dijelaskan "Bahwa untuk menghindan kerugian tersebut,
PEMOHON permohonan sengketa mi PEMOHON berharap agar melalul
Putusan atau penntah Bawasly Kabupaten Samosic TERMOHON akan
membatalkan status Timotius Gultom, ST - Drs. Martua Sitanggang, MM
sebagal Calon Bupali dan Calon Wakil Bupali Samosir Tahun 2020
sehinggaTERMOHON cukup hanye menefapkan 2 (dua) Pasangan Calon
Peserta PemifihanBupat dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 lain, yaitu
afas nama:
- Drs. Rapidin Simbolon, MM. - Ir. Juang Sinaga (RAPBERJUANG),
-  Laksma (Pum.) Marhuale Simbolon, S.Pi-lr. Guntur Sinaga, MM

(MARGUNA)Y
KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwa Rapidin Simbolon dan Juang
Sinaga (PEMOHON) hdak berdasar memiliki kerugian karena Memenuhi
Syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Samosir Tahun 2020,
Perlu Kami jelaskan bahwa atas nama Vandiko Timotius Gultom, ST dan Drs
Martua Sitanggang, MM telah memenuhi Persyaratan Calon dan Syarat
Calon sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Momor 1 Tahun 2015 Tentang Penatapan Peraturan Pemerintah Penggant
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubermur, Bupati.
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, PKPU Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Momor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubamur dan
Wakil Gubermnur, Bupati dan Wakil Bupati, danfatau Walikota Dan Wakil
Walikota dan Keputusan Komisi Femilihan Umum Republik Indonesia Nomaor
394/PL 02.2-Kpt06/KPUMNIL2020 Tentang Pedoman Teknis Pendafiaran.
Penelitan dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta
Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubemur dan
Wakll Gubernur, Bupati dan VWakil Bupati, dan/atau Wallkota dan Wakil
Walikota, maka berdasarkan Peraturan tersebut diatas KPU Kabupaten
Samosir menastapkan Penstapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupat
dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam
Keputusan Komisi Pemilinan Umum Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.2-
Kpt/1217/IKPU-Kab/X/2020 tanggael 23 September 2020 maka terkait
permohonan PEMOHON yang menyebutkan cukup hanya menetapkan 2
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(dua) calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020
adalsh tidak berdasar

. JAWABAN TERMOHON ATAS ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

1. Terkait poin 1 “Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020, PEMOHON sangat
terkejut dan merasa lersinggung dengan pemberitaan media online
hitps: /lsumut idntimes com yang berjudul Pikada Samosir 2020, Millenial i
Siap Bertempur Hadapi Petahana". Dengan pemberitaan tersebut. PEMOHON
berkesimpulan bahwa Sdr Vandiko Timotius Guitom menggunakan narasi
yang provokatif dan membangun suasana permusuhan kepada PEMOHON,
yang saal itu sampai sekarang, sedang menjabat sebagai Bupali dan VWakil
Bupati Samosir’
Jawaban : alasan PERMOHONAN diatas bukanlah kewenangan KPU
Kabupaten Samosir.
2 Terkeit poin 2 “Bahwa PEMOHON, khususnya Drs. Rapidin Simbolon,
MM. Juga merasa tersakiti dan serasa diadili untuk kedua kalinya dengan lebih
kejam saat mengetahui bahwa mulai bulan Juni Tahun 2020, Sdr. Josmar
Naibaho dan Sdr. P Peter Sitanggang masing-masing seiaku Simpatisan Sdr.
Vandike Timotius Gultom, secara tersiral mulai menyerang nama baik Drs
Rapidin Simbolon, MM dengan cara menyinggung-nyinggung status manian
terpidana dengan hukuman percobaaan atas tindak pidana UU Perindungan
Konsumen pada Tahun 2007 atau 13 Tahun yang lalu, melalui beberapa
Status di grup faceboock miliknya MENUJU SAMOSIR MAJU, diantaranya
sebagai berkut:

a. Tanggal 10 Juni 2020 pukul 07.55(Josmar Maibaho).

Saudaraku para pedagang, jadilah pedagang yang fair dan baik. Hindari

berbuatcurang, karena ancamannya berat, 5 tahun penjara dan atau denda

Rp. 2.000.000.000,- sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Jo Pasal 62 UU No

8Tahun 1999 Tentang : Perindungan Konsumen,

b. Tanggal 24 Juni 2020 pukul 06.07(Josmar Naibaha)

Salah satu syarat menjadi kepala daerah adalah harus memenuhi ketentuan

yvangdiatur dalam pasal 7 ig) UU No. 10 Tahun 2016,

#mencar #pemimpin #¥baik

idak pemah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang

telahmemperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah

secaraterbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang
. bersangkutan mantanterpidana,

¢. Tanggal 6 Juli 2020 pukul 09.52 (Josmar Naibaha)
Memperhatikan pasal 8 (1) b dan ¢ juncto pasal 62 ayat (1) UU No. 8 tahun
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1999 menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

TINDAKPIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Fok #tok #tok

#ounyiketukanpaluhakimkaliaitu,

d Tanggal 3 Agusius 2020 pukul 12.20 (P Peter Sitanggang)

Manukkun jo tu Lae Josmar Naibaho songon diado tekmis penjabaran UU No.

10tahun 20 | 6 pasal Tayat 2 point G.

Mengemukakan kepada publk bahwa dia seorang mantan terpidana dan

menjadi calon kepala daerah.

Apakah semacam pidato gitu?

Serius nanya ..,

Jawaban ;| alasan PERMOHOMAN diatas bukanlah kewenangan KPU

Kabupaten Samosir.
3. Terkait poin 3 "Bahwa narasi yang provokatif dan suasana perang
terhadap PEMOHON juga disampaikan Sdr. Vandike Timotius Gultempada
saat melakukan deklarasi pada tanggal 18 Juli 2020 dengan berpidailo "Kita
Akan Berjuang Sampai Titk Darah Terakhir, sebagaimana dimuat berita online
hitps:/fwww.greenberita.com tanggal 18 Juli 2020 pukul 19.24"
Jawaban ;alasan PERMOHONAN diatas bukanlah kewenangan KPU
Kabupaten Samosir.
4. Terkait poin 4 “Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020. TERMOHON telah
menarbitkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Samosir Nomor. 305
IPL.02.2-Pu/1217/ KPU-KabMIlf2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang
Pendaftaran Pasangan Calon Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Samosir
Tahun 2020, yang pada pokoknya mengatakan bahwa pendafiaran dapat
dilakukan pada tanggal 4 s.d 6 September 2020 di Kantor KPU Kabupaten
Samosir, JI. Raya Rianiste No. 26 Kecamsatan Pangururan, dcngan
menguraikan Ketentuan Pendafiaran Pasangan Calon, Ketentuan Persyaratan
Pencalonan, Persyaratan Bakal Calon, serta UDokumen Persyaratan
Pencalonan dan Persyaratan Calon’
Jawaban :adalah benar KPU Kabupaten Samosir menerbitkan
pengumuman nomor 305 /PL.02.2-Pu/M1217/ KPU-Kab/VII2020 tanggal 26
Agustus 2020 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Samosir Tahun 2020.
5. Terkait poin 5 "Bahwa menanggapi Pengumuman tersebut kemudian pada
tanggal 4 September 2020, PEMOHON melakukan pendafiaran kepada
TERMOHON dengan menyerahkan persyaratan pencalonan serta dokumen
persyaratan pencalonan dan persyaratan calon”
Jawaban : adalah benar pada saat Pendaftaran tanggal 4 September 2020
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PEMOHON atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga
datang dan mendaftar ke KPU Kabupaten Samosir dengan memberikan
dokumen Persyaratan Pencalonan dan syarat calon.

6. Terkait poin 6§ "Bahwa besoknya, saat berpidate di tengah jalan didepan
Kantor KPU Kabupaten Samosir pada tanggal 5 September 2020, seakan
meanguatkan dan membenarkan substansi status Sdr. Josmar Naibaho dan
Sdr. P Peter Sitanggang sebagaimana tersebut di atas, Sdr. Vandiko Timotius
Gultom, ST. dengan maksud untuk membentahu kepada masyarakal bahwa
seolah-olah PEMOHON, dalam hal ini Drs. Rapidin Simbolon, MM. sebagai
tukang suntik gas llegal yang merugikan rakyal dan pemah jadi narapidana
yang membohongi rakyat selama 5 tahun terakhir, mengatakan "Saya
mamang belum berpengalaman menjadi bupati. Karena jadi bupati bukan
mencari kerja seperti tukang suntik gas fegal yang merugikan rakyat. Kami
memang belum berpengalaman jadi bupati, tapi saya pastikan saya dan
Martua Sitanggang bukan dan tidak pernah jadi narapidana yang bohongi
reakyat  selama 5 tahun ini" sabagaimana dimuat dalam

Jawaban :alasan PERMOHONAN diatas bukanlah kewenangan KPU
Kabupaten Samosir.

7. Terkail poin 7 “Bahwa begitu membaca berita dan video Sdr Vandiko
Timotius Gultom tanggal September 2020 hati PEMOHON pun semakin
terluka dan akhimya timbul keinginan PEMOHON untuk mengerahkan segala

kemampuan agar pasangan Vandiko Timotius Guitom, ST. - Drs. Mariua
Sitanggang, MM. tidak memenuhi syarat dan tidak lolos sebagal pasangan
Calon;
Jawaban . alasan PERMOHONAN diatas bukanlah kewenangan KPU
Kabupaten Samosir.
B. Terkait poin 8 "Bahwa alas pendaftaran PEMOHON serta pasangan bakal
calon Vandiko Timotius Guitom, ST - Drs. Martua Sitanggang, MM. (VANTAS)
dan Laksma (Pum.,) Marhuale Simbclon, S.Pi. - Ir. Guntur Sinaga, MM.
(MARGUNA) kemudian TERMOHON menerbitican Pengumuman, yaitu :
- Pengumuman MNomor: 336/PL.02.2-Pul1217/KPU-Kab/lX/2020 tanggal 5
September 2020 Tentang Dokumen Pendaftaran dan Daftar Bakal Fasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 Atas nama Drs. Rapidin
Simbalon, MM. bersama Ir Juang Sinaga seda Vandiko TimotiusGultomn, ST.
Drs. Martua Sitanggang, MM.;
. - Pengumuman Nomor ; 342/PL.02.2-Puf1217/KPU-Kab/lX/2020 tanggal 6
; September 2020 Tentang Dokumen Pendaftaran dan Daftar Bakal Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 Atas nama : Laksma
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(Purn.)Marhuale Simbolon, 5 Pi- Ir. Guntur Sinaga, MM
Jawaban : Pada saat Pendaftaran tanggal 4-6 September 2020 selesal,
kemudian KPU Kabupaten Samosir demi asas keterbukaan mengumumkan
dokumen pendafiaran dan daftar bakal pasangan calon Bupat dan wakil
Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 di laman KPU, Media Sosial KPU
Kabupaten Samosir dengan pengumuman nomor 336/PL.02 2-Puw/1217/KPU-
Kab/lxf2020 tanggal 5 September 2020 Tentang Dokumen Pendaflaran dan
Dafiar Bakal Pasangan Calon Bupali dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020
Atas nama Drs. Rapidn Simbclon, MM. bersama Ir. Juang Sinaga serla
Vandiko TimotiusGultom, ST, Drs. Martua Sitanggang, MMdan Pengumuman
Nomor : 342/PL.02 2-Pu/1217/KPU-Kab/IXr2020 tanggal 6 September 2020
Tentang Dokumen Pendaftaran dan Daftar Bakal Pasangan Calon Bupat dan
Wakil Bupali Samosir Tahun 2020 Atas nama . Laksma (Purmn. )Marhuale
Simbolon, S.Pi- Ir. Guntur Sinaga, MM.untuk menenma tanggapan dan
masukan dari masyarakat. Sesuai tahapan langgal 4-8 September 2020.
8. Terkait point 9 “Bahwa ssetelah mencermati dan mendalami adanya
elemahan mendasar atas Dokumen Pendaftaran atas nama Drs. Marlua
Jitanggang, MM. khususnya keabsahan Surat Tanda Tamat Belajar VCI No.
J26 atas nama MARTUA 5., Lahir pada tanggal 1 Februari 1954 di Harian
Bohok - Tapanuli, anak tuan/nyonya B. Sitanggang, ditandatangani tanggal 1
Desamber 1973 oleh SADAR SJARNEOEI selaku Kepala Sekolah Menengah
Umum SMA Negeri 1 Jambi, maka pada tanggal 8 September 2020
PEMOHON langsung memberikan kuasa dan membayar honor beberapa
Advokat untuk menyampaikan Sanggahan/ Keberatan kepada TERMOHON'
KPU Kabupaten Samosir Menegaskan bahwa Sanggahan tersebut telah
ditindakianjuti dengan suratKPU Kabupaten Samosir dengan surat
nomor 365/PL.02.2-SDM217/KPU-Kab/IX/2020 perihal balasan surat
sanggahan/keberatan tanggal 13 September 2020.
10. Terkait point 10 menyatakan “Bahwa merespon Sanggahan/ Keberatan
PEMOHON tersebut, rupanya telah menggerakkan TERMOHON Cg. IKA
ROLINA SAMOSIR, SP. merasa terdesak sehingga membuat Femberitaan
kepada masyarakat melalui media online hitps:/mimbarumum.coid tanggal 15
September 2020 pukul 16.26 WIB dengan judul "KPU Tegaskan ljazah Martua
Sttanggang Valid® adalah tidak benar.
KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwa Ketua KPU Kabupaten
Samosir tidak merasa terdesak terkait sanggahan/keberatan dari Pemohon,
disamping itu Ketua KPU Kabupaten Samosir tidak pernah membuat
pemberitaan kepada media terkhususnya media mimbar umum. Awak
media mimbar umum melalui chat WhatsApp (WA) pribadi kepada Ketua
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. KPU Kabupaten Samosir bertanya terkait klarifikasi ke Sekolah Menengah
: AtasNegerl 1 Jambi. Ketua KPU Kabupaten Samosir menanggapi
pertanyaan tersebut dengan menyatakan bahwa proses klarifikasi telah
dilaksanakan ke Sekolah Menengah AtasMNegeri 1 Jambi. Didalam chat
tersebut awak media mimbar umum tidak bertanya kesediaan Ketua KPU
Kabupaten Samosir untuk memberitakan pernyataan dimaksuddi media
Mimbar Umum.
11. Terkait poin 11 "Bahwa akibat Pengumuman TERMOHON yang tidak
wajar dan tidak berdasar tersebut. maka para Simpatisan dan Para
Pendukung PEMOHON menjadi marah dan meminta PEMOHON agar
manggunakan Jasa Advokat sebagai Tim Hukum guna memajukan Tunfutan
hukum terhadap TERMOHON, Bawaslu dan DPRD Kabupaten Samosir guna
memperianyakan adanya dugaan ljazah dan atau Surat Keterangan Palsu
dimaksud”
Jawaban : KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwa pengumuman
Keputusan HKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor
145/PL.02.3-Kpt"1 217/KPU-Kab/ X/2020 tanggal 23 September 2020 sudah
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Terkait alasan Pemohon
menggunakan jasa advokat, bukan menjadi kewenangan KPU Kabupaten

Samosir.
12, Terkait poin 12 “Bahwa untuk biaya operasional Tim Hukum dalam
memantau demonstrasi sebanyak tiga kali yaitu tanggal 17, tanggal 22 dan
tanggal 23 September 2020 serta biaya melakukan investigasi ke Kota Jambi
tersebut, maka PEMOHON telah mengeluarkan uang sekurang-kurangnya
sebesar Rp. 300.000.000 - (Tiga ratus juta rupiah)”
Jawaban . alasan PERMOHONAN diatas bukaniah kewenangan KPU
Kabupaten Samosir.
13, Terkait point 13 menyatakan "Bahwa oleh karena tidak melakukan verifikasi
secara benar dan sudah terkesan partisan maka TERMOHON akhimya
memuiuskan Vandike Timotius Guitom, ST dan Drs. Mariua Sianggang
mamenuhi syarat dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihnan Umum
Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3-KptM217/KPU-Kab/lX/2020 Tentang
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir
Tahun 2020, langgal 23 September 2020 yang pada pokoknya berbunyi
‘Menetapkan Pasangan Calon Peseria Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Samosir Tahun 2020°, adalah tidak benar.
. KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwa proses verifikasi telah
5 dilaksanakan secara benar sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 dan Keputusan Komisi
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Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor  384/PL.02.2-
Kpt/O6MKPU/VII2020. KPU Kabupaten Samosir juga menegaskan bahwa
KPU Kabupaten Samosir beserta seluruh jajarannya melaksanakan proses
tahapan pencalonan menjunjung asas integritas, kemandirian dan
profesicanalisme serta tidak memihak kesalahsatu pasangan calon. KPU
Kabupaten Samosir menetapkan pasangan calon Vandike Timotius
Gultom,5T dan Drs. Martua Sitanggang, MM memenuhi syaral setelah
dilakukan proses verifikasi administrasi dan klarifikasi,

14. Terkail point 14 menyatakan “Bahwa skibat Keputusan TERMOHON

tersebut maka PEMOHON jelas dan nyata mendertakerugian langsung yaitu :
a, Kehilangan uang untuk biaya operasional Tim Hukum sekurang-kurangnya

sebesar Rp. 300.000.000 - (tiga ratus juta rupiah) ;
b. Malu membiayai operasional demonstrasi yang seakan tidak ada manfaatnya .
c. Seaxkan-akan PEMOHON telah menyampaikan kebohongan atas su jjazah

palsu.”.
Adalah tidak berdasar.
KPU HKabupaten Samosir menegaskan penetapan Keputusan KPU
abupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3-Kpt/1121T/KPU-Kab/IX/2020 tanggal
3 September 2020 sudah berdasarkan asas integritas, kemandirian dan
rofesionalisme dan tidak memandang kerugian pihak lain baik materi
maupun non materi. Disebabkan keputusan KPU Kabupaten Samosir sudah
melalui proses Penelitian administrasi dan klarifikasisesual dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
1§ Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020dan Keputusan Komisl Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/NIN/2020 Tentang
Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen
Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon
Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubarnur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa alasan PEMOHON menderita
kerugian tidak tepat karena PEMOHON sudah memenuhi syarat sebagai
peserta pemilihan yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten
Samosir MNomor 145/PL.023-KpUM217/KPU-Kab/iX/2020 tanggal 23
September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020.

15. Terkait point 15 menyatakan “Bahwa TERMOHON telah maelakukan

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan
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berkaitan dengan proses penerbitan Sural Keputusan KPU Kabupaten
Samosir Nomor 145/PL 02 3-KpUNM217KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23
Seplember 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Bupati dan Weakil Bupall Samosir Tahun 2020, karena tidak meneliti secara
cermat kelengkapan dan keabsahan beberapa dokumenpersyaratancalon”,
adalah tidak benar.

KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwa tahapan
pencalonanmeliputi Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon,
Pendaftaran Pasangan Calon, Verifikasi Persyaratan Pencalonan Dan
Syarat Calondan Penetapan Pasangan Calon telah dilaksanakan KPU
Kabupaten Samosir dengan teliti, cermat dan sesual dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Momor 5 Tahun 2020
Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danfatau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum NMomor 3 Tahun 2017
Tentang Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-
Kpt/O6/KPU/VIINZ020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian
dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian
Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota.

16. Terkait point 16 menyatakan “Bahwa Keputusan tersebut telah diterbitkan
TERMOHOM atas dasar venfikasi dan peneltian yang keliru atau tidak
semestinya terhadap dokumen persyaratan calon khususnya berkaitan dengan
persyaratan "memilikiNomor Pokok Wajib Pajak, laporan pajak pribadi untuk
masa 5 (lima) tahun terakhir dan surat keterangan fiskal" untuk Bakal Calon
Bupati atas nama Vandiko Timaotius Gultom” dan persyaratan “berpendidikan
paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat” bagi Bakal Calon
VWakil Bupati atas nama Drs. MarluaSitanggang ,MM", adalah Tidak Benar.
KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwa verifikasi dan penelitian
yang dilakukan tidak keliru dan sudah sesuai dengan Peraturan Komisi
Pamilihan Umum Republik Indonesia Nomor § Tahun 2020 Tentang
Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
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Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Pencalonan Pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikotadan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum  Republik Indonesia Nomor  394/PL.02.2-
KptiOB/KPU/VIIF2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian
Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian
Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubermur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil
Walikota. Pasangan calon menyampaikan syarat calon sesual dengan
Keputusan HKomisi Pemilihan Umum Republik Indonesia MNomor
394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/NVIIN2020halaman 27 angka 2 dan halaman
J0angka 10.

17. Terkait point 17 “Bahwa kewajiban untuk memenuhi dan menyerahkan
dokumen persyaratan "berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan tingkat
atas atau sederajal’ dan "memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki
laporan pajak pribadi untuk masa 5 (lima) tahun terakhir® agar dapat menjadi
Calon Bupati dan Wakil Bupati diatur dalam Pasal 4 (1) huruf ¢ dan huruf n
Peraturan KPU Nomor: & Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Alas
Peraturan Komisi Pemilhan Umum WNomor: 3 Tahun 2017 Tentang
Pencalonan Pemilihan Gubermur dan Wakil Gubemur, Bupati Dan Wakil
Bupall, Dan/Atau Wallkota Dan Wakil Walikota juncot UU Pasal T huruf © dan
huruf m Jo. Pasal 45 Ayat (2) hurui d. | dan huruf d.2 Undang-Undang Momor
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor |
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1Tahun 2014 tentang Pemilhan Gubemur, Bupati dan
Walkota®

Jawaban . bahwa pada saat pendaftaran tanggal 4-6 September 2020 KPU
Kabupaten Samosir menerima Syarat Pencalonan dan Syarat Calon
berdasarkan Peraturan KPU MNomor: 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 3 Tahun 2017
Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota pasal 4 ayat (1)
sehingga diwajibkan setiap Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan
diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun
2020 memenuhi persyaratan yang dimaksud.

18. Terkait pont 18 menyatakan “Babwa demikian halnya terhadap Bakal
Calon Bupati Atas nama Vandiko Timotius Gultom, ST. telash meyerahkan
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dokumen persyaratan karlu NPWP yang ftidak ada data catatan "Tanggal
Terdaftar" sehingga hanya memuat data sabagai berikut:
NPWP . 84 992.727.2-042.000
VANDIKO TIMOTIUS GULTOM
NIK :3174041602920007
JL. JAHA NO. 52 RT 001/001.
CILANDAK TIMUR —~PASAR MINGGU.
JAKARTA SELATAN - DKl JAKARTA"
KPU Kabupaten Samosir menegaskan pada saat pendaftaran menerima
persyaratan calon an. Vandiko Timotius Guitom, yakni NPWPsesuai dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-
Kpt/Oe/KPU/VII/2020 halaman 30 angka 10.
| PERSYARATAN CALON DOKUMEN PERSYARATAN CALON
" Memiliki Nomor Pokok Wajib | a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Waijib
Pajak dan memiliki laporan pajak Pajak (NPWP) atas nama calon;

pribadi b. Tanda terima penyampaian surat
pemberitahuan tahunan (SPT)
pajak penghasilan wajib pajak
orang pribadi atas nama bakal
calon untuk masa 5 (lima) tahun
terakhir atau sejak calon menjadi
wajib pajak; dan

c. Tanda bukti tidak mempunyai
tunggakan pajak dari Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) tempat
calon yang bersangkutan terdaftar

Kemudian KPU Kabupaten Samosir melakukan penelitian administrasi
berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPUNVIIF2020 BAB Il halaman 55 angka 11

INDIKATOR
KEABSAHAN

| NAMA DOKUMEN MATERI PENELITIAN

intucupy kartu Nomor
Pokok Wajib Pajak
(NPWP) atas nama
calon

Nama pada Nomor Pokok nama yang tercantum
Wajib Pajak (NPWP) dalam NPWP adalah
nama bakal calon

= ‘Berdasarkan variabel diatas bahwa indikator keabsahan adalah “Nama yang
tercantum dalam NPWP adalah nama bakal calon” bukan tanggal terdaftar
sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon,
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KABUPATEN SANOSIR

18 Terkait point 19 "Bahwa mencermati kartu Nomor NPWP B4 982 727 2-
042.000 yang tercatat dalam kartu NPWP tersebul berarti Waijib Pajak
VANDIKO TIMOTIUS GULTOM terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Jakarta Tanjung Priok dengan kode: 042 Padshal, mengingat VANDIKO
TIMOTIUS GULTOM beralamat di JI. Jaha No. 52 Rt 00 1 /00 | Cilandak Timur-
Pasar Minggu Jakarta Selatan - DKI Jakarla mak.a seharusnya NPWP-nya
diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu.
dengan kode wilayah 017, sesuai tempat tinggal, tempat kedudukan atau
tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, sebagaimana diatur dalam :

. Keputusan Menten  Keuangan  Republik Indonesia Nomor

389/KMK. 03/2015tanggal 6Maret 2015 Tentang Kode Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Dan KantorPelayanan Pajak, yang pada lampiran
Unit Kantor dan Kode -

- Nomor urut 130. Kanwil DJP Jakarta Selatan 11 :320

- Nomor urut 138, KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu: 017

- Nomor urut 149, Kanwil DJP Jakarta Utara: 120

- Nomor urut 152. KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok: 042

B MSLU o Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 44/PJ/201523 Juni 2015

TentangStruktur Penomoran Nomor Pokok Waijib Pajak Dan Penerapan
Nomor Pokaok WajibPajak Tetap, yang berbunyi sebagai berikut:
E. Materi 1. Struktur Penomoran NPWP
c. NPWP diberikan oleh:
I) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi
tempattinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Waijib
Pajak; atau
2) KPP sebagaimana ditelapkan dalam Keputusan Direkiur Jenderal
Pajak.
d NPWP terdiri atas 15 (lima belas) digit dan merupakan satu kesatuan
utuh, dengan penjelasan sebagai benkut:
T2VNSBITEEV IOV V1201 3140150
1. 9(sambilan) digit pertama adalah dentitas unik Wajib Pajak,
2. 3 (liga) digit berikutnya adalah kode KPP, dengan kelenfuan
sebagai benkut:
a) untuk pendaftaran/pemberian NPWP baru. kode KPP adalah
kode KPPtampat Wajib Pajak pertama kali terdaftar;
b) untuk Waijib Pajak yang sudah terdaftar, kode KPP adalah kode
KPP tempat Wajib Pajak terdaftar pada saat Surat Edaran ini
mulai barlaku;
3. 3 (tiga) digit terakhir adalah kode status pusat dan cabang.
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Jawaban 'BerdasarkanKeputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPUNVIII2020 halaman 55
angka 11.

NAMA DOKUMEN "MATERI INDIKATOR KEABSAHAN
PENELITIAN
‘Fotokopi  kartu | Nama pada Nomor | Nama yang tercantum dalam

Nomor Pokok Wajib | Pokok Wajib Pajak | NPWP adalah nama bakal calon
| Pajak (NPWP) atas | (NPWP)
| nama calon

Berdasarkan hal diatas indikator keabsahan dokumenfoto copy Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) adalah Nama yang tercantum dalam NPWP adalah nama
bakal calon yaitu nama VANDIKO TIMOTIUS GULTOM

KPU Kabupaten Samosir menegaskan dalam melakukan penelitian syarat
calon pamilihan umum kepala daerah tahun 2020 berpedoman pada peraturan
tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalamPeraturan
KPU Nomaor; 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum WNomor. 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan
Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 394/PL.02 2-Kpt/06/KPUMIF2020Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran,
Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian
Momor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menjadi acuan
bagl KPU Kabupaten Samosir dalam melaksanakan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada 2020
20. Terkait point 20 “Bahwa Bakal Calon Bupati atas nama Vandiko Timotius
Gultom hanya menyerahkan kepada TERMOHON dokumen laporan Surat
Pemberitahuan (SPT) pajak pribadi tahun 2018 atas nama: Vandiko Timolius
Gultom, NPWP 84,992 727.2-042.000 Tahun Pajak: 2018, Masa Pajak: 01-12,
Jenis SPT: 177055, Pembetulan ke: 0. Status SPT. Nihil. Nominal 0, Tanggsal
Penyampaian; 25/08/2020 serta Tahun Pajak: 2019, Masa Fajak: 01-12, Jenis
SPT 177055, Pembetulan ke: 0, Status SPT: Nihil, Nominal 0, Tanggal
Penyampaian: 25/08/2020;"

Jawaban @ BerdasarkanKeputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
. Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/08/KPUVII2020 halaman 55
angka 12 .
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. NAMA DOKUMEN MATERI I’ INDIKATOR KEABSAHAN
PENELITIAN '.
Tanda terima | 8. Nama dan Nomor |@a. Nama yang lercantum dalam |
penyampaian surat Pokok Wajb Pajak tanda lenma adalah bakal |
Pemberitahuan (NPWP) yang calon dan NPWP harus sesuai |
tahunan pajak tercantum dalam dengan NPWP yang
penghasilan wajio tanda terima diserahkan kepada KPU
pajak orang pribadi Provinai ataukPU Kabupaten/
atas nama bakal Kota
calon untuk masa 5 b.Masa penyampaian b Masa penyampaian
(lima) tahun terakhir SuraPemberitahuan SuratPemberitahuan (SPT)
I atau sejak calon (SPT) Tahunan pajak Tahunan Pajak panghasilan
| menjadi wajib pajak | penghasilanWaijib dimulai pada tahun 2015
pajak sampai dengan tahun 2019.
Dalam hal bakal calon baru
menjadi wajibpajak sslelah
tahun 2015, maka tanda ternma
penyampaian SFT Tahunan
yang wajib diserahkan adalah
sejak bakal calon menjadi
wajb pajak

Berdasarkan hal diatas indikator keabsahan adalah dalam hal bakal calon baru
menjadi wajib pajak setelah tahun 2015, maka tanda terima penyampaian SPT
Tahunan yang wajib diserahkan adalah sejak bakal calon menjadi wajib pajak.

21. Terkait point 21 "Bahwa dan dokumen tersebut terlihat bahwa Bakal Calon
Bupati atas nama Vandiko Timotius Guitorn bukan seorang Wajib Pajak Patuh,
karena tidak Tepat wakiu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, dimana
pelaporan SPT pribadi untuk tahun Pajak 2018 dan tahun Pajak 2019 baru
dilakukan secara terlambat dan bersamaan pada tanggal 25 Agustus 2020, yang
saharusnya menurut peraturan perundangan-undangan perpajakan. pelaporan
Tahun Pajak 2018 paling lambat tanggal 31 Maret 2018. dan pelaporan Tahun
Pajak 2019 paling lambat tanggal 31 April 2020"
Jawaban : bahwa alasan PEMOHON bukan menjadi kewewenang KPU
Kabupaten Samosir.
. 22 Terkait poin 22 “Bahwa Bakal Calon Bupati atas nama Vandiko Timotius
Gultom telah meyerahkan kepada TERMOHON dokumen pendaftaran berupa
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persyaratan Surat Keterangan Fiskal Nomor: SKF-TEAWWPJ.2 IIKP.0303/2020
Tanggal 25 Agustus 2020 yang berbunyi;
"Berdasarkan hasil penelitian sistem informasi Direktorat Jenderal kami
sampaikan bahwa WajibPajak :

Nama - VANDIKD TIMOTIUS GULTOM

NPWP : 84.992 727 2-042.000

ALAMAT. JAHA - KOTA ADM. JAKARTA UTARA

KPP Terdaftar. KPP PRATAMA JAKARTA TANJUNG PRIOK

Kode Verifikasi - 2016331018463

sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 telah memenuhi

kewsjibanperpajakan sesuaidengan persyaratan pada ketentuanperaturan

penerbitan Surat Keterangan Fiskal”
Jawaban : adalah benar.
23. Terkait point 23 menyatakan “Bahwa mencermati Surat Keterangan Fiskal
Nomor | SKF-T6AWPJ.2 /KP.0303/2020 Tanggal 25 Agustus 2020 tersebut
ternyata Alamat yang dicantumkan yaitu JAHA -KOTA ADM. JAKARTA
UTARA" BERBEDA dengan Alamat yang tercantum dalam Kartu NPWP
84992 727.2-042 000 atas nama Wajib Pajak Vandiko Timotius Guitom yaitu:
Ji. Jaha No. 52 Rt 001/001 Cilandak Timur - Pasar Minggu Jakarta Selatan -
DKl Jakarta
KPU Kabupaten Samosir menegaskan dalam melakukan penelitian
administrasi adalah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia MNomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPUMNVIIIZ020 BAB 1l

halaman 56 angka 13
NAMA DOKUMEN MATERI PENELITIAN gy
KEABSAHAN
a. Nama dan Nomor | a. Nama yang
Pokok Wajib Pajak | tercantum dalam tanda
(NPWP) yang | terima adalah bakal
tercantum dalam | calon dan NPWP harus
tanda terima sesuai dengan NPWP
Tanda bukti tidak
yang diserahkan
metmpunrai tunggakan kepada KPU Provinsi
Py | atau KPU Kabupaten/
Kota
. b. Instansi yang | b. Instansi yang

mengeluarkan surat | mengeluarkan  tanda
. : keterangan bukti tidak mempunyai

e




i tunggakan pajak adalah
| Kantor Pelayanan Pajak

! Pratama (KPP Pratama)
‘tempat calon yang

| barsangkutan terdaftar

| & Informasi yang c¢. Informasi yang
tercantum dalam | tercantum dalam tanda
tanda bukti'surat | bukti atau surat
keterangan keterangan adalah

bakal calon ftidak
memiliki tunggakan

pajak

Sesuai dengan Indikator Keabsahan Instansi yang mengeluarkan Surat
Keterangan tanda Bukti Tidak Mempunyai tunggakan pajak adalah harus
sesuai dengan tempat calon atas nama Vandiko Timotius Gultom terdaftar
sebagai wajib pajak.

24. Terkait point 24 menyatakan "Babwa kejanggalan data NPWP dan Surat
Keterangan Fiskal tersebut semakin bertambahmencurigakan bilamana dikaitkan

Tempat bekerja terakhir (Juli 2020) di Sidcarjo Jawa Timur, sebagaimana isi
dokumen yang diserahkan kepada TERMOHON berupa Surat Kepala Balai
BesarPelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali Nomor: KP 1101-BB8 848
bulan Juli2020, sifat: Segera, perihal: Pemberhantian Pegawai Non PNS. yang
ditujukan kepada¥th. Sdr. Vandiko Timoiius Guitom, ST. di SIDOARJO;

b. Alamat Vandiko Timotius GuHom yang tercatat dalam KTP tertanggal 18
Agustus2020 yaitu - SIMARDALIHAN, RT. 00 RW 00 Desa SITAMIANG.
Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir”.

KPU Kabupaten Samosir menegaskan pernyataan diatas fidak berdasar,
karena sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 384/PL.02.2-Kpt/06/KPUNIIZ020 BAB Il halaman 55
angka 11 dan halaman 56 angka 13 diatas sebagaimana dijelaskan pada
poin 19 dan poin 23. Dijelaskan bahwa indikator keabsahan terkait NPWP
adalah “Mama yang tercantum dalam NPWP adalah nama bakal calon”.

Selanjutnya indikator keabsahan terkait tanda terima tidak mempunyai

tunggakan pajak adalah Instansi yang mengeluarkan tanda bukti tidak

mempunyai tunggakan pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama

(KPP Pratama) tempat calon yang bersangkutan terdaftar.
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25. Terkait point 25 menyatakan "Bahwa dengan dasar KTP Kabupaten Samosir
tertanggal 18 Agustus 2020kemudian Vandiko Timotius Gultom dengan ekspres
mendapatkan dokumen pendaflaran

Surat Keterangan Catatan Kepohsian (Police Record) Nomor @ SKCK.U/YAN
MAS/ 838/ VIl / 2020/INTELKAM Tanggal 18 Agustus 2020, yang
ditandatangani olehKepala Kepolisian Resor Samosir, yang menerangkan
bahwa Nama: Vandiko TimotiusGultom, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan:
Indonesia, Agama: Krnsten, Tempatdan tgl. Lahir: Banjarmasin, 16 Februan
1992. Tempat tinggal sekarang: Simardalihan.Desa Sitamiang. Kecamatan
Onan Runggu, Pekerjaan. Wiraswasta, Sefelah diadakan penelitian hingga
saal dikeluarkan Surat Keterangan ini yangdidasarkan kepada:

a, Catatan Kepolisian yang ada.

b. Surat Keterangan dari Kepala Desa /Lurah

Bahwa nama tersebul diatas tidak memiliki catatan atau kesterlibatan dalam
kegiatankniminal apapun selama ia berada di Indonesia dari: 16 februar 1982
sampai dengan 18 Agustus 2020,

L

Bahwa KPU Kabupaten Samosir dalam melakukan penelitian administrasi
srdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

dymor 394/PL.02.2-Kpt/06/MPUMVIIZ020 BAB Il halaman 52 angka 7

Fbagai berikut:

~ NAMA DOKUMEN
‘Surat Keterangan
| Catatan

i Kepolisian(SKCK)
Yang menerangkan
bakal calon pernah

ftidak pernah
melakukan
perbuatan tercela.

MATERI PENELITIAN

INDIKATOR KEABSAHAN

a. Nama pada SKCK
b. Masa berlaku
c. Instansi yang

mengeluarkan
SKCK

d.Tujuan pembuatan
SKCK

57

. Nama yang tercantum pada

SKCK sama dengan pemilik
KTP Elektronik

Masa berlaku SKCK harus
masih dalam rentang waktu
masa pendaftaran

. SKCK diterbitkan oleh

Kepolisian sesual dengan
ketentuan Penerbitan SKCK
memedomani ketentuan |
dalam Peraturan KPU

. Tujuan pembuatan SKCK

bukan merupakan
parametler keabsahan

dokumen

. Dalam hal Pengadilan




Negeri meminta SKCK asli
pada saat bakal calon
mengurus Surat
Heterangan dari Pengadilan

Negeri, maka untuk
pemenuhan syarat

Penyerahan dokumen
| SKCK ke KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/ Kota,
bakal calon Dapat
menyerahkan salinan SKCK
yang telah dilegalisasi oleh

instansi yang berwenang

Berdasarkan indikator keabsahan diatas nama pada SKCK sama dengan
pemilik KTP Elektronik. Instansi yang mengeluarkan SKCK diterbitkkan oleh
Kepolisian sesuai dengan ketentuan penerbitan SKCK memedomani
ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan
ubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Darn/Atau Walikota
n Wakil Walikota Pasal 42 huruf h * Surat keterangan catatan kepolisian
ng dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j angka 2 (dua)yang
ikeluarkan oleh Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang wilayah kewenangannya
meliputi tempat tinggal bakal calon yang bersangkutan”.

Berdasarkan hal diatas SKCK yang diserahkan Calon atas nama Vandiko
Timotius Gultom, ST telah sesuai dengan tempat tinggal yang dibuktikan
dengan KTP Elektronik calon (Bukti T - 11).

b. Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor.
127SISK/HK/OB/2020/PNMdn  tanggal 19 Agustus 2020 yang menerangkan
bahwa Nama Vandiko TimotiusGuitom, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tgl
Lahir Banjarmasin, 16 Februarn 1892 Pekerjgan: Wiraswasta, Alamat:
Simardalihan, Desa Silamiang, Kecamatan OnanRunggu, Agama: Kristen,
bardasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Niaga, yang bersangkutan: Tidak
sedang /[ tidak pernah dinyatakan pailii berdasarkan putusanpengadilan yang
. telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

Bahwa KPU Kabupaten Samosir dalam melakukan penelitian administrasi
bardasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia NMomor

58




394/PL.02 2-Kpt0&/KPUAIII2020 BAB Il halaman 54 angka 10 sebagai berikut

NAMA DOKUMEN | MATERI | INDIKATOR KEABSAHAN
PENELITIAN ‘
Surat keterangan 'a Namapada| a Nama yang tercantum
Tidaksedangdinyatakanpailit | surat | dalamsurat keteranganadalah
perdasarkan putusan | keterangan namabakal calon
pengadilan yang (elah b. Surat keterangandikeluarkan
mempunyai kekuatan 'b. Instansi olehPangadilan Niagaatau
hukum tetap dari pengadilan yang Pengadilan tinggi
niaga atau pengadilantingg mengealuar yangwilayahhukumnyameliputi
yang wilayah hukumnya kan surat tempattinggal calon
| meliputi  tempat  tinggal hatamnuan' ¢ Informasi
| calon ' suratketeranganmanyatakanba
| hwa bakalcalon tickak |
e. Informasi sedangdinyatakan pailit
¥ang
tercantum
dalamsurat
katarangan

Berdasarkan Indikator keabsahan pada tabel diatas huruf b telsh sesuai dengan

—— 'aura:t keterangan yang disampaikan oleh calon atas nama Vandiko
TimotiveGultom, Kesesuaian ini ditunjukkan berdasarkan Surat keterangan tidak
sedang dinyatakan pallit dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan (Bukti T-12)
dimana Kabupaten Samosir merupakan wilayah hukum dar pengadilan Neger
Medan terkail pengurusan sural keterangan pailit. KTP Elektronik calon alas
nama Vandiko Timotius Guitom terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Samosir.
¢ Surat Kelerangan HKetua Pengadilan Negerd Medan  Nomor:
I276/SK/HK./08/2020/PNMdn  tanggal 19 Agustus 2020 yang menerangkan
bahwa Nama: Vandiko Timotius Gultomn, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tgl.
Lahir Banjarmasin, 16 Februari 1992, Pekenaan: Wiraswasta, Alamat:
Simardalihan, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Agama: Kristen
herdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana Khusus, yang
bersanghkutan: Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
Bahwa KPU Kabupaten Samosir dalam melakukan penslitian administrasi
perdasarkan Kepulusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

384/PL.02 2-Kpt/08/KPUNINII2020 BAB IIl halaman 51 angka 6 sebagai berikut:
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- NAMA DOKUMEN MATERI INDIKATOR KEABSAHAN
PENELITIAN
Surat keterangan a. Nama pada surat | a. Nama yang tercantum
Tidak sedang dicabut | keterangan dalam suratketerangan
hak pilihnya adalah namabakal calon.
Berdasarkan putusan | b. Instansi yang b.Surat Keterangan  diterbitkan
pengadilan yang | mengeluarkan surat olehPengadilanMNegeri yang
telah mempunyal | keterangan wilayah hukumnya meliputi tempat
kekuatan hukum tinggal calon
tetap I
¢. Informasi yang c. Informasi yang tercantum dalam
tercantum dalam surat keterangan harus
surat keterangan menyatakan bahwa bakal calon

lidak sedang dicabut hak pilihnya

Berdasarkan pada tabel diatas Indikator keabsahan meliputi nama pada
surat keterangan adalah nama calon, instansi yang mengeluarkan adalah
Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon
serta informasi yang tercantum dalam surat keterangan menyatakan bahwa
calon tidak sedang dicabut hak pilihnya ditunjukan pada Surat Keterangan
Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dari Pengadilan Negeri Balige (Bukti T-
13). Hal tersebut telah sesuai dengan dokumen yang diserahkan oleh calon
atas nama Vandiko Timotius Gultom.
d. Sural Keterangan Ketua Pengadilan MNeged Medan Nomor
1286/SK/HK/08/2020/PNMdn  tanggal 19 Agustus 2020 yang menerangkan
bahwa Mama Vandiko Timotius Gultom, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tgl.
Lahir Banjarmasin. 16 Februari 1992 Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat
Simardalihan. Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Agama: Kristen,
berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Niaga, yang bersangkutan: Tidak
sedangftidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara
badan hukum yang menjadi tanggung jawabanya yang merugikan keuangan
Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap,

Bahwa KPU Kabupaten Samosir dalam melakukan penelitian administrasi
berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
394/PL.02.2-Kpt/O6/KPU/VIIIFZ020 BAB Il halaman 54 angka 9 sebagai berikut
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~ NAMA DOKUMEN | MATERI  INDIKATOR KEABSAHAN
PENELITIAN

 Surat keterangan a. Nama padasurat |a Nama yang tercantum dalam

| Tidak sedang memiliki | keterangan surat keterangan adalah
tanggungan utang nama bakal calon

| secara perseorangan | b. Instansi yang b. Surat keterangan dikeluarkan
dan/atau secara mengeluarkan surat oleh  Pengadilan Negeri
badan hukum yang keterangan yangwilayah hukumnya

| menjadi tanggung meliputi tempat tinggal calon

| jawabnya yang | ¢. Informas: yang ¢ Informasi surat keterangan

| merugikan keuangan | tercanium dalam menyatakan bahwa yang
negara dari | surat keterangan bersangkutan tidak memiliki
pengadilan negeri tanggungan utang secara
yang wilayah parseorangan danfatau secara
hukumnya meliputi badan hukum yang menjadi
tampat tinggal Calon. tanggung  jawabnya  yang

merugikan keuangan negara

Berdasarkan pada tabel datas Indikator keabsahan meliputi nama pada sural
keterangan adalah nama calon, instansi yang mengeluarkan adalah Pengadilan
Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon serta informasi yang
tercantum  dalam Surat keterangan Tidak sedang memiliki tanggungan
utangsecara perseorangan danfatau secara badan hukum yang menjadi
fanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara (Bukti T = 14). Hal
tersebut telah sesuai dengan dokumen yang diserahkan oleh calon atas nama
Vandiko Timotius Gultom,

e. Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Balige MNomor: 85/5K/-
IK/0B/2020/PN Blgtanggal 31 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa Nama:
Vandiko Timotius Gultom.Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tgl. Lahir
Banjarmasin, 16 Februari199Z Pekenaan: Wiraswasta, Alamal. Simardalhan,
berdasarkan hasil pemeriksaan Registerinduk Pidana, yang bersangkutan tidak
pernah sebagail terpidana berdasarkan putusanPengadilan Negen Balige yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa KPU Kabupaten Samosir dalam melakukan penelitian administrasi
berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
394/PL.02.2-Kpt/08/KPUMNINI2020 BAB Il halaman 30 angka 11 sebagai berikul:

. PERSYARATAN CALON | DOKUMEN PERSYARATAN CALON
Tidak pemah sebagai lerpidana a Formulir Model BB.1-KWK; dan |
.. berdasarkan putusan pengadilan yang
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telah memperoleh kekuatan b. surat keterangan tidak FEITIEhi
hukum tetap karena melakukan tindak saebagal terpidana berdasarkan
pidana yang diancam dengan pidana putusan pengadilan yang telah
penjara 5 (lima) tahun atau lebih. berkekuatan hukum tetap karena :
melakukan ftindak pidana yang |
diancam dengan pidana penjara 5 |
flima) tahun atau lebih dar |
pengadilan negern yang wilayah

hukumnya meliputi tempat tinggal
calon.

Berdasarkan pada tabel diatas dokumen persyaratan calon meliputi nama
pada surat keterangan adalah nama calon, instansi yang mengeluarkan
adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal
calon serta informasi yang tercantum dalam Surat keterangan tidak pernah
sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap (Bukti T - 15). Hal tersebut telah sesuai dengan dokumen yang
diserahkan oleh calon atas nama Vandiko Timotius Gultom.

26, Terkait point 26 menyatakan “Bahwa dengan menggunakan KTP Kabupaten

falam NPWP adalah JI. Jaha No. 52 RT 001/001 Cilandak Timur - Pasar Minggu
Jakarta Selatan - DKl Jakarta makasupaya mengandung nilai kebenaran
ssharusnya Sural Keterangan Catatan Kepolisiandikeluarkan oleh Polres Jakarta
Selatan atau Polda Metro Jaya, Surat Keterangan TidakPernah Sebagai
Terpidana diterbitkan oleh Pengadilan MNegeri Jakarta Selatan, dan
SuratKeterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit serta Sural Keterangan Tidak
MemilikiTanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum
Yang MenjadiTanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara
diterbitkan oleh Pengadilan NegeriJakarta Pusal”, adalah tidak benar.

KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwaSurat Keterangan Catatan
Kepolisian, Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana, Surat
Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit dan surat keterangan Tidak
Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan
Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan
Negara yang diserahkan calon atas nama Vandiko Timotius Gultom ke KPU
Kabupaten Samosir pada saat pendaftaran calon sudah sesuai dengan
Keputusan Komisi Pemilinan Umum Republik Indonesia Nomor 384/PL.02.2-
Kpt/06/KPUMNIIF2020. Hal ini diperkuat dengan KTP Elektronik calon
terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Samosir sebagaimana dijelaskan
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pada poin 25 diatas.

27. Terkait point 27 menyatakan “Bahwa dengan uraian diatas dengan alasan
Tidak Menyerahkan Dokumen Persyaratanyang Sah sebagaimana disyaratkan
peraturan  perundangan-undangan pemilihan, maka sangat berdasar dan
seharusnya, TERMOHON memutuskan bahwa Bakal Calon Bupati Atasnama
Vandiko Timotius Guitom, ST, adalah Tidak Memenuhi Persyaratan™, adalah
tidak benar.

KPU Kabupaten Samosir menegaskan seluruh persyaratan calon yang
disampaikan oleh peserta pemilihan pada saat pendaftaran tanggal 4-8
September 2020 dan juga pada saat tahapan perbaikan syarat calon
tanggal 14-16 September 2020 serta pada saat tahapan penetapan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020
tanggal 23 September sudah sesuai sebagaimana diisyaratkan pada
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Repubiik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
pasal 4 terkait persyaratan calon dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia MNomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPUNVII2Z020 Tentang
Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen
Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon
Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

28 Terkait point 28 menyatakan “Bahwa TERMOHON juga seharusnya
memutuskan Bakal Calon Wakil Bupati atas namaDrs. Martua Sitanggang, MM,
Tidak Memenuhi Syaral, oleh karena yang bersangkulantidak dapat
menyerahkan dokumen “berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan
tingkatatas atau sederajal” sebagaimana disyaratkan peraturan perundangan-
undangan pemilihan’, adalah tidak benar.

KPU Kabupaten Samosir menegaskan pada saat pendaftaran, pasangan
calon atas nama Martua Sitanggang menyampaikan Dokumen ijazah/STTB
Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas yang telah dilegalisir kepada KPU
Kabupaten Samosir pada tanggal 5 September 2020.

25, Terkait Point 20 "Bahwa Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Martua
Sitanggang. MM berdasar hukumuntuk diputuskan TERMOHON Tidak Memenuhi
Syarat karena beberapa dokumenpersyaratan segi pendidikan yang diserahkan
yang bersangkutan kepada TERMOHON, tidak ada kesesuaian isi tetapi saling
bertentangan satu sama lain, dengan uraian sebagai berikut |
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a. Bahwa pada berkas/Formulir MODEL BB.2 KWK: Daftar Riwayat Hidup Bakal
CalonWakil Bupati Kabupaten Samosir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati SamosirTahun 2020 tertanggal 05 September 2020 atas nama
MARTUA SITANGGANG tertulis Tempatftanggal lahifUmur SAMOSIR/01
FEBRUARI 1954 | 66 TAHUNadalah BERBEDA dengan tempat dan tanggal
lahir pada Biodata selaku Calon Bupali Samosir pada Pilkada Kabupaten
Samosir Tahun 2010 lalu, Drs. Martua Sitanggang MM menggunakan atau
mendaftarkan Tempat/tanggal Lahir : HARIANBOHO, 2 OKTOBER 1954,
sebagaimana diunggah dalam hitps://id.sribd com/doc/323001 12/ProfilCalon

KPU Kabupaten menegaskan bahwa terkail dengan perbedaan tempat, tanggal
lahir dan Umur antara identitas kependudukan atas nama MARTUA
SITANGGAMNG dengan Formulir BB.2-KWK telah menjadi bagian Syarat Calon
yang diperbaiki dalam masa perbalkan dan telah diperbaiki dengan
menyesuaikan formulr BB.2-KWK dengan Identitas kependudukan KTF
Elektronik MARTUA SITANGGANG sebagaimana diatur dalam Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Republic Indonesia MNomor 394/PL.022-
pt/OGMKPUNIZ2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan
ikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut
ngan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
kil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, dokumen BB 2-KWK yang
lah diperbaiki {bukti T-17) diserahkan kepada KPU Kabupaten Samosir pada
tanggal 16 September 2020 yaitu pada masa tahapan perbaikan.

b. Nama, tempat dan tanggal lahir dan nama orang tua yang tercatat dalam
Daftar Nama Pengikut Ujian masuk/ Akhir Sekolah Menengah Umum Th
Pertama Tahun 1968 SMPNegeri | Pangururan tanggal 9 Mei 1968 berbeda
atau tidak sama dengan nama, lempat dan tanggal lahir dan nama orangtua
yang tercatat dalam STTB/ ljazah SMA, dengan uraian sebagai benkut;

BAWASLU
KABUPATEN §2/7°7

SEKOLAH NAMA TEMPAT TGL | NAMA ORTU | BUKTI |
alSWA LAHIR
SMPN- Marlua Pangururan, | Wismark P-14
1Pangururan Sitanggang | 1952 Sitanggang
SMAM- 1 Jambi | Martua 8§ | Harian Bohoh- | B. Sitanggang P-15
Tapanuli,
1 Februari
| 1954

. KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwa Terkait dengan perbedaan
Nama, tempat dan tanggal lahir dan nama orangtua yang tercatat dalam
Daftar Nama Pengikut Ujian masuk/ Akhir Sekolah Menengah Umum Tk.
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=

Pertama Tahun 1969 SMP Negeri | Pangururan tanggal 9 Mei 1968 berbada
atau tidak sama dengan nama, tempat dan tanggal lahir dan nama orangtua
yang tercatat dalam STTB/ ljazah SMA, bahwa KPU Kabupaten Samosir
mengacu pada Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-
Kpt/O6/KPUMIN2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan
Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut
Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Bab lll halaman

47sebagaimana tabel berikut :
" NAMA DOKUMEN "MATERI INDIKATOR KEABSAHAN
PENELITIAN

“Fotokopi ljazah/Surat | Nama Bakal | a. Nama BakalCalon harus sesuai
Tanda Tamat Belgjar| Calondi ljazah | denganKTP Elekironik

(STTB) yang telah
dilegalisasi oleh
instansi yang
berwenang

b. Dalam hal terdapat perbedaan data |
(nama dan tanggal lahir) di HTP!
Elektronik dangan ijazah, maka KPU |
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
melakukan klarifikasi kesekolah yang
Bersangkutan untuk  memastikan
bahwa vyang bersangkutan sesuai
antara pemilik KTP Elektronik

Berdasarkan tabel diatas bahwa “Indikator HKeabsahan Dokumen
Persyaratan Calon"tidak mengatur terkait perbedaan nama orang tua
sebagai Indikator Keabsahan Dokumen Syarat Calontetapi Indikator
penelitian Keabsahan Syarat Calon yaitu ljasah SLTA adalah terhadap KTP
Elektronik bukan terhadap ljasah SMP.

c. Nama dan Tempat Lahir yang tercatat dalam STTB/ ljazah SMA Berbeda atau
Tidak Sama dengan Nama dan Tempat Lahir yang lercatal dalam dalam ljazah
Strata 1 dan ljazah Strata 2 dengan uraian sebagai berikut:

NAMA SEKOLAH & | NAMA ~ SISWA/ | TEMPAT DAN
TAHUN LULUS MAHASISWA TANGGAL LAHIR
SMAN- 1 Jambi lulus | Martua S. Harian Boho- Tapanuli, |
tahun 1973 1 Februari 1954
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Universitas Jambi Lulus | Martua Sitanggang Samosir (Tap. Utara), 1 |
' tahun 1987 Februari 1954

Sekolah Tinggi | Martua Sitanggang Samosir (Tap. Utara), 1

Manajemen  LABORA Februan 1954

Jakarta, Lulus Tahun

2001

KPU Kabupaten menegaskan bahwa Terkait Nama dan Tempat Lahir yang
tercatat dalam STTB/ ljazah SMA Berbeda atau Tidak Sama dengan Nama
dan Tempat Lahir yang tercatat dalam dalam ljazah Strata 1 dan ljazah
Strata 2 dapat dijelaskan bahwa Indikator penelitian Keabsahan Syarat
Calon yaitu ljasah SLTA adalah terhadapKTP Elektronik bukan terhadap
ljasah Strata 1 dan ljasah Strata 2 sebagaimana diatur dalam Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia MNomor 394/PL.02.2-
Kpt/06/KPU/VIINZ2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan
Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut
Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. halaman 47 Bab Il
sebagaimana tabel berikut -

KARUPATEN SANC -2
NAMA | MATERI | INDIKATOR KEABSAHAN

' DOKUMEN | PENELITIAN |
Fotokopi m.Nama Bakal 3. Nama Bakal Calon harus sesuai dengan |
ljazahiSurat Calon di ljazah KTP Elektronik
Tanda Tamat |
Belajar{STTB) |
yang telah

| dilegalisasi

instansi

yang
berwenang

b. Dalam hal terdapat perbedaan data (nama |
dan tanggal lahir) diKTP Elektronik dengan
ijjazah,maka KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota melakukan  klanfikasi
kesekolah yang

Bersangkutan untuk memastkan bahwa
, yang bersangkulan sesual antara pemilik
., [ !' KTP Elektronik dan pemilik ijszah KPU
b6




Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib |
menuangkan hasil klarifikasi ke dalam Berita
Acara Hasil Klanfikasi.

30, Terkai Point 30"Bahwa ketidaksesuaian isi dokumen persyaratan pendidikan
tersebut, kemudian mau ditutupi oleh Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Drs.
Martua Sitanggang,MM dengan menyerahkan TERMOHON dokumen:

a. Surat Kelerangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi No. 423/128/SMA
1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang STTB nomor: VCi No. 026 Atas
nama MARTUA 5, tempat dan tanggal lahir: Hanan Bohoh - Tapanull, 1
Februari 1954, nama orangtua:B. Sitanggang, Nomor Induk1396, Tanggal
STTB: 1 Desember 1973, yang ditandatangani atas nama Kepala SMA
Negern 1 Kota Jambi, ARTHUR, S Ag. 5. PdNIP: 195805251581031 007;

b. Surat Keterangan Kesalahan Penulisan ljazal/ STTB Nomor 596

HO/SMA. 1/KM.2020 tanggal 10 September 2020 tentang ljazah/ST TB

nomor: VciNo. 026 atas nama MARTUA S, tempat lahir; Harian Bohok, nama

orangtua @ B.Sitanggang, NIS/NISM13%6, Tahun Pelajaran: 1973, yang
ditandatangani dan dibubuhi stempel clah

- HKepala SMA Negeri 1 Kota Jambi atas nama Drs. ANWAR
MUSADDAD M.Pd. NIP: 1 96502171293031008 :

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi atas nama
MUHAMMADSYAHRAN, SE NIP: 187111092005011007

Jawaban : KPU Kabupaten Sameosir menegaskan bahwa Surat Keterangan

Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi No. 423/128/SMA |/MN.2015 tanggal 10

Maret 2015 tentang STTE nomor: VCi No. 026 dan Surat Keterangan

Kesalahan Penulisan ljasah/STTB Nomor 596/110/3MA.1/KM-2020 tanggal

10 September 2020. Terkait surat tersebut diatas adalah menjadi acuan

KPU Kabupaten Samosir dalam melakukan kilarifikasi langsung ke SMA

Negeri Jambi pada tanggal 11 September 2020. Berdasarkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 384/PL.02.2-

Kpt/06/KPU/VIII2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian

Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian

Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Lampiran | Bab il halaman 48 Poin h “Dalam hal terdapat perbedaan data

{nama dan tanggal lahir) di KTP Elektronik dengan ijazah, maka KPU

Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota melakukan klarifikasi ke sekolah

yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai

antara pemilik KTP Elektronik dan pemilik ijazah KPU Provinsi atau KPU

&7
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BAWASLU

KABUPATEN SAMC3R

T

Kabupaten/ Kota wajib menuangkan hasil klarifikasi ke dalam Berita
Acara Hasil Klarifikasi".

Pada saat penelitian administrasi KPU Kabupaten Samosir menemukan
perbedaan nama pada ijasah/STTE dengan KTP Elektronik atas nama
MARTUA SITANGGANG yang menjadi dasar KPU Kabupaten Samosir
melakukan klarifikasi keabsahan ijasah/STTB ke Sekolah SMA N 1 Jambi
pada tanggal 11 Sepltember 2020. Hasil Klarifikasi yang dilakukan
dituangkan dalam berita Acara bersama KPU Kabupaten Samosir dengan
SMA N 1 Jambi nomor 124/PL.02.1-BAM217/KPU-Kab/IX/2020, Nomor
597N.10/SMA.01/KTI2020 tanggal 11 September 2020

31. Terkait poin 31 "Bahwa namun demikian, mengingat isi surat terssbut
secara substansial merupakan peristiwa hukum "Perubahan nama" dan Surat
Tanda Tamat Belajar VCi No. 026 atas nama MARTUA 5. tertanggal 1
Desember 1973 sudahberumur 42 tahun pada tahun 2015 atau 47 tahun pada
tahun 2020, maka Sural Keterangan Kepala SMA Negern 1 Kota Jambi No.
423/128/SMA 1/MN 2015 tertanggal 10 Maret 2015 dan Surat Keterangan
Kesalahan Penulisan ljazah/ STTB Nomor: 596/110/SMA. 1/KM.2020 tangoal
10 September 2020sama sekall tidak berdasar hukum untuk mengubah |si
Surat Tanda Tamat Belajar Vci No. 026 atas nama MARTUA 5. lahir pada
tanggal 1 Februar 1954 di Haran Bohoh - Tapanuli, anak tuan / nyonya B,
SITANGGANG, yang diterbitkan dan ditandatangani pada tanggal 1Desember
18973 oleh Sadar Sjamoebi selaku Kepala Sekolah SMA Negern 1 Jambi®
Jawaban KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwa Surat Keterangan
Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi No. 423/128/SMA I/MN.2015 tanggal 10
Maret 2015 tentang STTEB nomor: VCi No. 026 dan Surat Keterangan
Kesalahan Penulisan ljasah/STTB Nomor 596/110/SMA.1/KM-2020 tanggal
10 September 2020 adalah merupakan sebagai acuan KPU Kabupaten
Samosir dalam melakukan kiarifikasi secara langsung ke SMA Negeri 1
jambi tempat surat yang dikeluarkan sebagaimana dimaksut diatas.
Berdasarkan HKeputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 394/PL.02.2-Kpti06/KPU/NVII2020 Tentang Pedoman Teknis
Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan,
Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danfatau Walikota dan Wakil
Walikota Lampiran | Bab lll halaman 48 Poin h “Dalam hal terdapat
perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di KTP Elektronik dengan ijazah,
maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota melakukan klarifikasi ke
sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan
sesuai antara pemilik KTP Elektronik dan pemilik jjazah KPU Provinsi atau
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KPU Kabupaten/ Kota wajib menuangkan hasil klarifikasi ke dalam Berita

Acara Hasil Klarifikasi".

Pada saat penelitian administrasi KPU Kabupaten Samosir menemukan

perbedaan nama pada ijasah/STTE dengan KTP Elektronik atas nama

MARTUA SITANGGANG yang menjadi dasar KPU Kabupaten Samosir

melakukan klarifikasi keabsahan ijasah/STTB ke Sekolah SMA N 1 Jambi

pada tanggal 11 September 2020. Hasil Klarifikasi yang dilakukan
dituangkan dalam berita Acara bersama KPU Kabupaten Samosir dengan

SMA N 1 Jambi nomor 124/PL.02.1-BAM217/KPU-KabiX/2020, Nomor

597/1.10/SMA.01/KT/2020 tanggal 11 September 2020

32 Terkail poin no 32 "Bahwa perubahan atau pengubahan "nama MARTUA

S. menjadi MARTUA SITANGGANG" dan nama "B. SITANGGANG menjadi

W. SITANGGANG" seharusnya dilakukan melalui Penetapan Pengadilan

Negeri Jambi, sesuai tempat tinggal Bakal CGalon Wakil Bupati atas nama Drs.

Martua Sitanggang, MM, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku diantaranya :

1. Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan,sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun

2013, khususnya Pasal52 yang berbunyi :

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan
pengadilannegeri tempat pemohon.

(2} Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada yal (I)
wajibdilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang
menerbitkan aktaPencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
diterimanya salinanpenetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

2. Peraturan Presiden Momor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Pasal 53; Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi

persyaratan:a salinan penetapan pengadilan negenb. kutipan akia
Pencatatan Sipil.c. KK.d. KTP-el, dane. Dokumen Perjalanan bagi Orang
Aszing.

- Pasal 58 Ayat (1); Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagl Penduduk
harusmemenuhl persyaratan;a. salinan penetapan pengadilan negeri
tentang Penting lainnya b. kutipan akia Pencatatan Sipilic. KK dand.
KTP-&l
Jawaban :bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/D6/KPU/VIIFZ020 Tentang
Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen
Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan
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Calon Dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Bab lll Halaman
70 dijelaskan bahwa “Ketentuan Penulisan Nama Bakal Calon : 3.
Dalam hal bakal calon mencantumkan nama yang berbeda antara
KTP Elektronik dengan dokumen pencalonan, tetapi sepanjang
nama yang berbeda tersebut merupakan pengurangan atau
penyingkatan nama di KTP Elektronik, maka tidak perlu
mencantumkan surat penetapan pengadilan™ Sehingga dijelaskan
bahwa terkait pernyataan alasan permohonan PEMOHON diatas
sudah bertentangan dengan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/NVIIIZ020
Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan
Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut
Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
diatas.

KPU Kabupaten Samosir melaksanakan tahapan Pencalonan sesuai
dengan PKPU & Tahun 2020 dan berdasarkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia MNomor 394/PL.02.2-
Kpt/O6/KPUNVIIV2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran,
Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta
Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota.

KPU Kabupaten samosir menegaskan dalam melakukan penelitian
syarat calon terkait ijazah SMA sebagai syarat minimal pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat adalah
berpedoman padaPeraturan KPU Nomor: 9 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor: 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemillhan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan
Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
indonesia Nomor  394/PL.0Z.2-Kpt/O6/KPU/VINI/Z2020 Tentang
Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Parbaikan Dokumen
Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan
Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota dan menjadi
acuan bagi KPU Kabupaten Samosir dalam melaksanakan Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada 2020
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33 Terkait poin 33 "Bahwa dari norma hukum yang terkandung dalam Undang-
Undang MNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo.
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut dapat diambil kesimpulan
bahwa Kantor Catatan Sipil hanya berwenang melayani permintaan perubahan
nama dan perstiwa penling lainnya pada dokumen sekelas Karlu Tanda
Penduduk dan Akta Kelahiran dengan syarat ada Penetapan Pengadilan, maka
sangat lah tidak berdasar hukum dan tidak beralasan bahwa institusi pendidikan
cqg. Kepala Sekolah mempunyai wewenang untuk mengubah nama, tempat dan
tanggal lahir eks Siswa dengan memutus Kepala Sekolah yang menjabat puluhan
tahun sebelumnya bersalah dalam melakukan penulisan nama, tempatl lahir dan
serta nama orangtua eks Siswa. Bilamana kewenangan demikian diberikan
seorang Kepala Sekolah maka akan potensial melakukan pelanggaran hukum” |

Jawaban: KPU Kabupaten samosir menegaskan dalam melakukan penelitian
syarat calon terkail ijazah SMA sebagai syarat minimal pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat adalah berpedoman pada
eraturan KPU Nomeor: 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempalt Atas

.

BAWASLU
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raturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 3 Tahun 2017 Tentang
ncalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
upati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi
— Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomaor 394/PL.02.2-
Kpt0&6/KPU/VIIF2Z020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan
Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut
Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menjadi acuan
bagi KPU Kabupaten Samosir dalam melaksanakan Pemilihan Umum
Kapala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada 2020, dimana dalam hal
terdapat perbedaan nama dalam ijazah SMA dengan nama di KTP
Elektronik, maka KPU Kabupaten Samosir melakukan klarifikasi ke sekolah
SMA Negeri 1 Jambi pada tanggal 11 september 2020 dan menuangkan
hasil klarifikasi sebagaimana tertuangdalam berita Acara bersama KPU
Kabupaten Samosir dengan SMA Negeri 1 Jambi nomor 124/PL.02.1-
BAM217/KPU-Kab/IX/2020, Nomor 597M1.10/SMA.01/KT/2020 tanggal 11
September 2020.
34 Terkait poin 34 "“Bahwa adanya perbedaan nama Martua 5" pada ljazah
SMA tahun 1973 dengan nama Mariua Sitanggang” pada data SMP Tahun
. 1969, ljazah S| Tahun 1987 serta ljazah S2 Tahun 2001 jelas merupakan
. suatu " Misteri dan Masalah Besar " karena sangat bertentangan dengan

i |



status "sekolah sebagai bagian dar pendidikan yang berjenjang dan
bersinambungan” sebagaimana diatur dalam .
a. UndangUndang Nomor . 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan
danPengajaran di Sekolah, yaitu:
- Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi: "Menurut jenisnya maka pendidikan dan
pengajaran dibagi atas:
a.pendidikan dan pengajaran taman kanak;
b.pendidikan dan pangajaran rendah,
c.pendidikan dan pengajaran menengah;
d.pendidikan dan pengajaran tinggi;
- Pasal 7 yang berbunyk:

Ayat (1): Pendidikan dan pengajaran laman kanak-kanak bemaksud menuntun
tumbuhnya rohani dan jasmani kanak-kanak sebelum ia masuk sekolah
rendah.

Ayat (2): Pendidikan dan pengadjaran rendah bermaksud menuntun tumbuhnya

rohani dan jasmani kanak-kanak, memberikan kesempatan kepadanya

gunamengembengkan bakat dan kesukaannja masing-masing dan
memberikan dasar-dasar pengetahuan, ketjakapan dan ketangkasan, baik

LU lahir maupun bathin,

“WLTEHEWGE'H- \wat (3): Pendidikan dan pengajaran menengah (umum dan vak) bermaksud
melanjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengajaran yang diberikan
disekoiah rendah untuk mengembangkan cita-cita hidup serta membimbing
kesanggupanmund sebagai anggota masyarakal, mendidik tenaga-tenaga
ahli dalam berbagai lapangan khusus sesuai dengan bakat masing-masing
dan kebutuhan masyarakatdan/atau mempersiapkannya bagl pendidikan
dan pengajaran tingai

Ayat (4); Pendidikan dan pengajaran tinggi bermaksud memberi kesempatan
kepada pelajar untuk menjadi orang yang dapat memben pimpinan didalam
masyarakat dan yang dapat memelihara kemajuan iimu dan kemajuan hidup
kemasyarakatan.

b. Undang undang Nomor 22 Tahun1961 tentang Perguruan Tinggi, Pasal 1
yang berbunyi: "Perguruan Tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai
tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan
tingkat menengahdan yang memberikan pendidikan dan pengajaran
bardazarkan kebudayaankehbangsaan Indonesia dan dengan cara iimiah";

¢. Undang Undang Nomor 19/PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistim

. Pendidikan Masional Pancasila :

- Pasal 7: Pendidikan Prasekolah diberkan di lembaga Pendidikan Taman

. Kanak-kanak disingkat T K. yang masa-asuhannya ditetapkan paling lama

[




3 (figa) tahunterhitung mulai anak didik mencapai umur 4 (empat) tahun
dan paling tinggi 6(enam) tahun pada awal tahun pelajaran yang
bersangkutan |
- Pasal 8 : Pendidikan Dasar diberikan di lembaga Pendidikan Sekolah
Dasar disingkat 5.0 yang masa-belajamya ditetapkan 9 (sembilan) tahun
terhitung mulai anak didik mencapai umur 6 (enam) tahun pada awal tahun
pelajaran yang bersangkutan ,
- Pasal 8 : Pendidikan Menangah baik Umum maupun Kejuruan dibenkan di
lemhaga-lembaga Pendidikan Menengah yang diberi nama Sekolah
Menengah disingkat S.M. yang masa-belajarnya ditetapkan 3 (liga) - 4
{empat) tahun, setelah anak didik menyelesaikan pelajarannya di tingkat
Pendidikan Dasar atau yang dipandang memenuhi syarat untuk diterima di
Pendidikan Menengah;
- Pasal 10: Pendidikan Tinggi diberikan di lembaga-lembaga Pendidikan
Tinggi yang berbentuk Akademi, Institul, Fakultas dalam hubungan
' Universitas, yang masa-belajarnya ditetapkan 4 (empat) - 68 (enam) tahun
& i U satelah anak didik menyelesaikan pelajaran di tingkat Pendidikan
BAWASLU
WARUPATIN &

Menengah atau yang dipandang memenuhi syaral untuk diterima di

Pengadilan Tingg"

Jawaban ° KPU Kabupaten menegaskan bahwa Terkait Nama yang
tercatat dalam STTB/ljazah SMA Berbeda dengan Nama yang tercatat
dalam nama pada ljazah SMP, ljasah Strata 1 dan ljazah Strata 2 dapat
dijelaskan bahwa Indikator penelitian Keabsahan Syarat Calon yaitu
ljasah SLTA adalah terhadap KTP Elektronik bukan terhadap ljasah
SMP, ljasah Strata 1 dan ljasah Strata 2 sebagaimana diatur dalam
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
J94/PL.02.2-Kpt/OB/KPUNII2020 Tentang Pedoman Teknis
Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan,
Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Bab lll halaman 47sebagaimana

s

tabel berikut :
NAMA MATERI INDIKATOR KEABSAHAN
DOKUMEN PENELITIAN
F otokopi ljazah/| a.Mama Bakal | & Nama BakalCalon harussesuai
Surat Tanda Tamal, Calondi ljazah denganKTP Elektronik
| Belajar  (STTB)
yang telah
dilegalisasi

LE




alah instansi

yang
berwenang

E. Dalam hal terdapat perbedaan data
(nama dan tanggal lahir) di KTP
Elekironik dengan ijazah, maka KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
melakukan klanfikasi kesakolah yang
Barsangkutan  untuk  memastikan
bahwa yang bersangkutan sesual
antara pemilk KTP Elextronik dan
pemilik jazah KPU Provinsi atau KPU i
Kabupaten/Kota wajib menuangkan |
hasil klarifikasi ke dalam Berita
Acara Hasil Klanfikasi

35 Terkait poin 35 "Bahwa karena sekolah sebagai bagian dan pendidikan
yang benenjang dan bersinambungan maka sudah menjadi pengetahuan
mum bahwa nama, tempat dan tanggal lahir setiap Pelajar yang tertulis
alam ijasah SD, SMP, S5LTA, dan Sarana harus sama. Sebab, syarat
dokumen untuk masuk SMP adalah ijazah SD, syarat dokumen untuk masuk
SLTA adalah ijazah SMP, dan syarat dokumen untuk masuk Parguruan Tinggi
adalah ijazah SLTA. Bilamana ada perbedaan nama dalam ijazah SMA
berbeda dengan nama dalam izasah SMP serta jazah sarjana, dan upaya
pembetulan baru dilakukan setelah puluh tahun kemudian maka patut diduga
kuat bahwa ljazah SMA tersebut adalah Palsu atau Dipaisukan,

Jawaban ‘KPU Kabupaten samosir menegaskan dalam melakukan
penelitian syarat calon terkait ijazah SMA sebagai syarat minimal
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat adalah
berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomeor 384/PL.02.2-Kpt/OE/KPUNIIF2020 Tentang Pedoman
Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan,
Penetapan, Serta Pengundian MNomor Urut Pasangan Calon Dalam
Pemilihan Gubermur dan Wakil Gubermur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dimana dalam hal terdapat
perbedaan nama dalam ijazah SMA dengan nama di KTP Elektronik,
maka KPU Kabupaten Samosir melakukan klarifikasi ke sekolah SMA
Negeri 1 Jambi pada tanggal 11 september 2020dan menuangkan hasil
klarifikasi sebagaimana tertuangdalam berita Acara bersama KPU
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BAWAS
ARIER i

(1)

(2)

Kabupaten Samosir dengan SMA Negeri 1 Jambi nomor:124/PL.02.1-
BAM21T/IKPU-KabX/2020,Nomor:597/.10/SMA.01/KT/2020 tanggal 11
September 2020.

36. Terkait poin 36 "Bahwe berdasarkan keterangan Kepala Sekolah SMA
Negeri 1 Kota Jambi, Surat Keterangan Kesalshan Penulisan ljazah/ STIB
Nomor. 596 /11 O/SMA. /KM.2020 tanggal 10 September 2020 tersebut
dimghonkan oleh salah secrang yang mengaku sebagai anak kandung darni
Bakal Calon Wakil Bupati Atas nama Drs. Martua Sitanggang, MM. dengan
menunjukkan Kariu Keluarga sera Kutipan Akta Kelahiran Momor @ 14/Dis-
1933/2015 tanggal 21 April 2005 yang diterbitkan Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, Ir. R. Djoke Imam Santoso,BE,
MM. yang isinya menerangkan bahwa dari dafiar Dispensasi tentang Kelahiran
menurut Stbld 1933 No. 75 Jo 1936 Mo 607 di Jambi ternyata, bahwa di
Samosir Taput pada tanggal 1 Pebruar 1954 telah lahir; Anak laki laki
bernama MARTUA SITANGGANG, anak kelima dari suami W
SITANGGAMNG dan isteri S LIMBONG

Jawaban : terkait ijazah SMA atas nama Martua Sitanggang telah
dilakukan klarifikasi langsung ke SMA Negeri 1 Jambi.
37. Terkait poin 37 "Bahwa keabsahan atau legalistas Kutipan Akta Kelahiran
Nomor 14/Dis-1933/2015 tanggal 21 Aprdl 2005 Atas nama MARTUA
SITANGGANG tersebut patut diragukan karena yang menerbitkannya adalah
Kantor Catatan Sipil Kota Jambi. Padahal, dari zaman dahulu, Kantor Catatan
Sipil yang berwenang menearbitkan Akte Kelahiran sesecrang adalah Kantor
Catatan Sipil di tempat terjadinya peristiwa kelahiran yang mau dicatatkan
dalam akta. Norma demikian dianut dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor :
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagai
berikut:

Saetiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana
di tempattenadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) han

sejak kelahiran

Berdasarkan l|aporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Pejabat

Pencatatan Sipilmencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan

Kutipan Akta Kelahiran

Kemudian PenjelasanPasal 27 Ayat (D)Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 tentangAdministrasi Kependudukandijelaskan diterangkan bahwa "Yang

dimaksud dengan™lempat terjadinya penstiwa kelahiran” adalah wilayah

terjadinya kelahiran”

Jawaban . KPU kabupaten Samosir menegaskan bahwa akta kelahiran

bukaniah menjadi bagian persyaratan Syarat calon dalam pemilihan
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Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020.

38, Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor - 29 Tahun

2014 Tentang Pengesahan Fotokopi ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar. Surat

Keterangan Pengganti jazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat

Keterangan Pengganti [jazah /Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan

Dasar Dan Menengah:

- Tidak ada satu Pasal pun yang member wewenang kepada Kepala Sekolah
atau Kepala Satuan Pendidikan untuk mengubah isi termasuk nama yang
tertera dalam ljazah/STTB yang yang pemah diterbitkan atau dikeluarkannya;

- otalusnya lebih rendah dan Undang-Undang MNomor @ 23 Tahun 2006 dan
Peraturan Presiden Nomor : 86 Tahun 2018,

Jawaban'KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwa sesuai

denganKeputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

394/PL.02.2-Kpt/OB/KPUMVIINZ020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran,

Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta

Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota halaman 46 sebagaimana tabel berikut :

NAMA | MATERI INDIKATOR KEABSAHAN
DOKUMEN PENELITIAN

Fotokopi 8. Legalisasi | a. Proses legalisasi ijazah memedomani
ljazah/Surat ljazah. Peraturan Kementerian Pendidikan dan
Tanda Tamat Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014
Belajar  (STTB) tentang Pengesahan Fotokopl ljazah/Surat
yang telah Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Sural
| dilegalisasi oieh Keterangan Penggantl ljazah/Sural Tanda
instansi yang Tamat Belajar

berwanang

Berdasarkan hal diatas jelas bahwa Peraturan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Momor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi liazah/Surat
Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti llazah/Surat
TandaTamat Belajar adalah dasar indikator keabsahan proses legalisasi ijasah

39 Bahwa penyerahan berkas asli Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota
Jambi No. 423/128/SMA 1/MN 2015 tanggal 10 Maret 2015 kepada TERMOHON
adalah tidak berdasar dan tidak masuk akal sama sekali, sebab melihat
kegunaan, status, serta kalimat penutup surat yang berbunyl "Demikian sural
keterangan ini sebagai lampiran ljazah yang ada" maka berkas asli dokumen
tersebut seharusnya melekat pada atau satu kesatuan dengan berkas asli jazah

76




yang diterangkannya Sehingga, seharusnya yang diserahkan kepada
TERMOHON adalah berkas folokopi yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah SMA 1
Kota Jambi yang menjabat sekarang. Dengan tindakan Bakal Calon Wakil Bupati
Drz. Martua Sitanggang MM menyerahkan berkas aslinya adanya pengakuan
ARTHUR, S Ag. S Pd sslaku Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi Tahun 2014-
2018 tidak pernah menandatanganinya, maka kuat dugaan bahwa tanda {angan
ARTHUR, S.Ag, S Pd Dipalsukan atau Hasil Pindaian (Scan)’

Jawaban KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwa Surat Keterangan
Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi No. 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10
Maret 2015 hanya merupakan dokumen pendukung ijasah SMA atas nama
Martua Sitanggang.

40, Bahwa Surat Keterangan Kesalahan Penulisan ljazah/ STTB Nomor:
586/10/SMA. 1/KM. 2020 tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani Kepala
SMA Negeri 1 Kota Jambi dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
bukanlah berstatus perbaikan dokumen persyaratan calon, sehingga tidak
berdasar untuk diterima, diumumkan dan diverifikasi oleh TERMOHON. dan hasil
verifikasinya pun tidak berdasar unfuk dituangkan dalam formulbr Model BA HP
Perbaikan-KVWK dan l[ampirannya

Jawaban : KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwaSurat Keterangan
Kesalahan Penulisan ljazah/ STTB Momor: 596/10/SMA_1/KM.2020 tanggal
10 September 2020 dan dijelaskan terkait surat tersebut diatas KPU
Kabupaten Samosir juga menerima tanggapan masyarakat serta felah
dilakukan klarifikasi langsung ke SMA Negeri 1 Jambi pada Tanggal 11
September 2020. Syarat Calon adalah berpendidikan minimal
SLTA/Sederajat yang dibuktikan dengan fotocopy ijazah SLTA/Sederajat
yang dilegalisir tetapi berdasarkan hasil penelitian administrasi KPU
Kabupaten Samosir menemukan perbedaan nama dalam ijazah SMA
dengan KTP Elektronik atas nama Martua Sitanggang, maka KPU
Kabupaten Samosir melakukan klarifikasi ke sekolah SMA N 1 Jambi pada
tanggal 11 september 2020 dan menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana
tertuangdalam berita Acara bersama KPU Kabupaten Samosir dengan SMA
N 1 Jambi nomor 124/PL.0Z.1-BAM217/KPU-Kab/iX/2020, MNomor
597/.10/SMA.01/KT/2020 tanggal 11 September 2020. Sebagaimana diatur
dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
394/PL.02.2-Kpt/06/KPUNVIINZ2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran,
Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta
Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubemur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota halaman 48 huruf (h).
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41. Bahwa benar tdaknya klaim kesalahan penulisan nama Martua 5. dan B.
Sitanggang tersebut seharusnya diuji dar nama yang fertulis dalam ljazah/ STTB
S0 dan SMP. Seandainya pun ljazah/ STTB, SD dan SMP sudah hilang. tentu
harus ada Surat Keterangan Hilang yang diterbitkan cleh Kepolisian;

Jawaban 'KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwaSyarat Calon adalah

berpendidikan minimal SLTA/Sederajat yang dibuktikan dengan fotocopy

ijazah SLTA/Sederajat yang dilegalisir tetapi berdasarkan hasil penelitian
administrasi KPU Kabupaten Samosir menemukan perbedaan nama dalam
jjazah SMA dengan KTP Elektronik atas nama Martua Sitanggang, maka

KPU Kabupaten Samosir melakukan klarifikasi ke sekolah SMA N 1 Jambi

pada tanggal 11 september 2020 dan menuangkan hasil klarifikasi

sebagaimana tertuangdalam berita Acara bersama KPU Kabupaten Samosir
dengan SMA N 1 Jambi nomor 124/PL.02.1-BA/M217/KPU-KabfiX/2020,

Nomor 597/1.10/SMA.01/KT/2020 tanggal 11 September 2020. Sebagaimana

diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPUNIII2020 Tentang Pedoman Teknis

Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan,

Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota hataman 48 huruf (h).

42, Bahwa pengadaan atau penyerahan dokumen Surat Keterangan Kesalahan

Penulisan ljazah/ STTB Nomor: 596 /1 10/SMA.I/KM. 2020 tanggal 10 September

2020 tersebul bukaniah produk dan pembentahuan Hasil Verifikasi, sementara

yang namanya perbaikan dokumen persyaratan calon dilakukan hanya terhadap

dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syaral dan/atau
lidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam

Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor - | Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3 Tahun

2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan

Wakil Bupati, danfatau Walikota dan Wakil Walikola yang berbuny :

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon
atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap
persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU ProvinsifKIP Aceh
dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan paling lama (tiga)
Hari sejak pemberitahuan hasl venfikasi ditenma.

(2) Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, balum
memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada venfikasi administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Ayat (1)
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Jawsaban : KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwaSurat Keterangan
Kesalahan Penulisan ljazah/ STTB Nomor: 596/10/SMA.1/KM.2020 tanggal
10 September 2020 hanya merupakan dokumen pendukung ijasah SMA atas
nama Martua Sitanggang.

43 Bahwa Surat Keterangan Kesalshan Penulisan ljazah! STT Nomaor: 586
MOSMA 1/KM.2020 dan jelas wakiu penerbitannya adalah tanggal 10
September 2020, yaitu 4 (empat) hari sebelum TERMOHON menyampaikan
hasil panalitian persyaraian calon kepada ketiga pasangan bakal calon melalui
Rapat Pleno Terbuka pada hari Senin, 14 September 2020 di Hotel Rogate
Ambarita”

Jawaban . KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwaSurat Keterangan
Kesalahan Penulisan ljazah/ STT Momor: 596 MO/SMA.1/KM.2020 hanya
merupakan dokumen pendukung ijasah SMA atas nama Martua Sitanggang.
44, Bahwa Surat Keterangan Kepala SMA Negen 1 Kota Jambi Nomor:
423/128/SMA 1/MN 2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani cleh
ARTHUR,S Ag..S.Pd. NIP 19580525 1981031007 adalah Cacat Hukum atau

Bahwa Surat dimaksud Tidak Ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Jambi, Bahwa pada pasfoio pada surat termaksud tidak dibubuhi Cap liga Jari
Tengah Tangan Kiri.

Jawaban : alasan permohonan PEMOHON bukan kewenangan KPU
Kabupaten Samosir

45 Bahwa karena Sural Kelerangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi No.
423/128/SMA. 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 dan Surat Keterangan
Kesalahan Penulisan ljazah/ STTB Nomor: 596 /10/SMA /KM 2020 tanggal 10
September 2020 Tidak Sah, maka dokumen persyaratan liazah SMA yang
diterangkannya pun menjadi Tidak Sah atau Tidak Bernilai Hukum”

Jawaban : KPU Kabupaten Samosir menegaskan terkait dokumen ljasah
SMA atas nama Martua Sitanggang telah dilakukan klarifikasi ke SMA N 1
Jambipada tanggal 11 september 2020 dan menuangkan hasil kiarifikasi
sebagaimana tertuangdalam berita Acara bersama KPU Kabupaten Samosir
dengan SMA N 1 Jambi nomor 124/PL.02.1-BAM217/KPU-Kab/lX/2020,
Momor 587/1.10/SMA.01/KT/2020 tanggal 11 September 2020

46, Bahwa tanda tangan (dengan tinta basah) Alas nama ADI
TRIONG S.Pd. .M.Pd selaku Kepala SMA Megen | Jambi yang 'Mengesahkan
Fotokopi sesuai dengar aslinya' di atas folokopi Surat Tanda Tamat Belajar VCi
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No. 026 pelajar yang bernami MARTUA 5., Lahir pada tanggal | Februar 1854
di Harian Bohok - Tapanuli, anak fuan / nyonya: B. SITANGGANG, Nomor Dafiar
Induk: 1386, yang ditandatangani tanggal 1 Desember 1573 oleh SADAR
SJARNOEBI selaku Kepala Sekolah Menengah Umum SMA Negeri 1 Jambi,
patut diduga adalah Palsu atau Dipalsukan dengan alasan:

a. Bahwa pada tanggal 12 Seplember 2020, ADI TRIONO,S.Pd. M.Pd melalui

handphone memberikan
- Keterangan dengan mengatakan: "Kalau saya legalisir dokumen selalu
pakai minut Pakai cap koreksi, tanggal Dan, saya ftidak permah
melewatkan tu.
Selalu saya kasih nomor (rekaman suara terlampir),
- Foto tanda tangannya yang benar kepada kami sebagai benkut:

Janjl akan sepgera menyampaikan Surat Pernyataan Tertulis bahwa di atas
fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar VCi No. 026 pelsjar yang bemama
MARTUA 5., Lahir pada tanggal 1 Februari 1954 di Hanan Bohok -
Tapanuli, anak tuan ! nyonya: B. SITANGGANG, vang ditandatangani
tanggal 1 Desember 1973 oleh SADAR SJARNOEBI, tidak pemah
ditandatatangani oleh ADI TRIONG, S Pd., M.Pd.

anda Tamat Belajar tertanggal | Desember 1973 tersebut, tidak sama atau
tidak identik dengan nama SADAR SYAMOEBI selaku Kepala SMAN 1 Kota
Jambi Tahun | 866 - | 879 yang tertulis pada Daftar Nama Kepala SMAN 1
Kota Jambi yang ditulis pada
- https:ifid. m wikipedia org
- https:/fsmansajbi. blogspot.com
= hitps:ffivymaps.com
Jawaban terkait ijasah atas nama Martua Sitanggangtelah dilakukan
klarifikasi ke SMA N 1 Jambipada tanggal 11 september 2020 dan
menuangkan hasil kiarifikasi sebagaimana tertuangdalam berita Acara
bersama KPU Kabupaten Samosir dengan SMA N 1 Jambi nomor
124/PL.02.1-BAM217/KPU-KabflX/2020, Nomor 587/1.10/SMA.01/KT/2020
tanggal 11 September 2020
47 Terkait poin 47 “Bahwa Surat Keterangan Kesalahan Penulisan ljazah/STTB
Nomor. 586 MO/SMAVKM-2020 tanggal 10 September 2020 tersebut patut
diduga adalah hasil rekayasa karena °
1. Ada atau terdapat 2 (dua) versi dengan nomor, tanggal, dan nama
penandatangan yang sama letapl dengan cin atau penampakan berbeda
yaitu :
a \Versi Pertama: Di atas materai 6.000 ada jejak tanda tangan, dan pada
BO
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BAWASLU
KABUPATEN 5412517

pasfoto terdapat Cap Tiga Jari Tengah Tangan Kir, sebagaimana pada
yang diunggah akun Linda Situmorang di Facebook tanggal 10 Seplember
2020,

b. Versi Kedua: Di stas materai 6.000 tanpa ada jejak tanda tangan, dan
pada pasfoto tidak ada Cap Tiga Jar Tengah Tangan Kin, sebagaimana
pada Pengumuman KPL Kabupaten Samosir

2. Adanya 2 (dua) versi tersebut memuneulkan dugaan bahwa:

a Tanda tangan Drs. ANWAR MUSADDAD, M.Pd. pada berkas Bukti
Pengumuman KPU Kabupaten Samosir tersebut Tidak Asli -

b. Kegiatan membubuhkan Cap Tiga Jar Tengah Tangan Kiri pada pasfoto
tidak dilakukan di hadapan Drs. ANWAR MUSADDAD, M.Pd. selaku
Kepala SMAN 1 Kota Jambi;

3. Pada bagian Mengetahui, tertulis jabatan: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Jambi, sementara dan bulan Februan 2020 hingga saat ini, Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Jambi menjabat oleh Pelaksana tugas atau PIt. |

4, Tanda tangan MUHAMMAD SYAHRAN, SE selaku Kepala Dinas Pendidikan

Provinsi Jambi, tidak identik dengan tanda tangan MUHAMMAD SY

AHRAN SE selaku Pil. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada

beberapa Surat Resmi yang diunggah di internet antara lain:

8. Surat Edaran Nomaor @ 1532/SE/DISDIK-1,3MWI/2020 Tentang Tata Cara
Pembagian Rapor Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020 Di Masa
Pandemi Corong Virus Disease (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan
SMA/SMK/SLE Dalam Provinsi Jambi, yang ditujukan kepada Kepala
SMA/SMKJ/SLE dalam Provinei Jambi, Tanggal 24 Juni 2020

b. Surat Edaran Nomor: 939/SE/DISDIK-2. 11112020  Tentang
LayananPenyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan
Penularan Dan Penyebaran Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) Di
Wilayah Provinsi Jambi, tanggal 27 Maret 2020,

¢ Surat Nomor. B885/DISDIK-2.3/MI/2020 perhal Himbauan Pelaksanaan
Kegiatan Perpisahan Kelas Xll, yang ditujukan kepada Kepala SMAJ
SMiK/ SLB Se-Provinsi Jambi, tanggal 19 Maret 2020,

jawaban:KPU Kabupaten Samosir menegaskanbahwa Surat Keterangan

Kesalahan Penulisan ljasah/STTB Nomor 596/110/SMA.1/KM-2020 tanggal

10 September 2020 bukan bagian dari persyaratan calon akan tetapi

menjadi pendukung ijasah/STTB yang disampaikan oleh calon Wakil Bupati

atas nama MARTUA SITANGGANG. Berdasarkan HKeputusan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Momor J94/PL.0Z.2-

Kpt06/KPUNIIN2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan

Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut
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Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Lampiran | Bab Il

halaman 48 Poin h “Dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal

lahir) di KTP Elektronik dengan ijazah, maka KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/ Kota melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk

memastikan bahwa yang bersangkutan sesuali antara pemilik KTP

Elektronik dan pemilik ijazah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota wajib

menuangkan hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi".

Pada saat penelitian administrasiKPU Kabupaten Samosir menemukan

perbedaan nama pada ijasah/STTB dengan KTP Elektronik atas nama

MARTUA SITANGGANG yang menjadi dasar KPU Kabupaten Samosir

melakukan klarifikasi keabsahan ijasah/STTB ke Sekolah SMA N 1 Jambi

pada tanggal 11 September 2020. Hasil Klarifikasi yang dilakukan
dituangkan dalam berita Acara bersama KPU Kabupaten Samosir dengan

SMA N 1 Jambi nomor 124/PL.0Z.1-BAM217/KPU-Kab/lX/2020, Nomor

597/1.10/SMA.01/KT/2020 tanggal 11 September 2020.

48. terkait poin nomor 48"Bahwa pada tanggal 21 September 2020, masyarakat

atas nama Jautir Simbolon telah menyampaikan Surat Tanggapan ke KPUD

Kabupaten Samosir serta Surat Pengaduan dugaan tindak pidana Pemilu kepada

Bawaslu Samosir yang pada pokoknya menyampaikan dugaan stas palsunya

beberapa berkas Dokumen Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Martua

Sitanggang, MM, yaitu:

a. Legalisir Surat Tanda Tamat Belajar VCi Mo. 026 pelajar yang bernama
MARTUAS. lahir pada tanggal 1 Februan 1954 di Hanan Bohok - Tapanuli,
anak tuan /| nyonya - B. SITANGGANG, yang ditandatangani tanggal |
Desember 1973 oleh SADAR SJARNOEEB! selaku Kepala Sekolah Menengah
Umum SMA Negeri 1Jambi

b. Surat Keterangan Kepala SMA Negeri | Kota Jambi Nomor: 423/128/5MA
1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 vyang ditandatangani oleh
ARTHUR,S.Ag.,.5 Pd

c. Surat Kaeterangan Kesalahan Penulisan ljazah/STTB Nomor: 596 /1 | DISMA. |
/KM-2020 tanggal 10 September 2020, yang ditandatangani oleh Drs.
ANWARMUSADDAD M Pd selaku Kepala SMAN | Kota Jambi, dan
MUHAMMADSYAHRAN, SE selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi®

Jawaban :KPU Kabupaten Samosir sudah menjawab tanggapan Masyarakat
atas nama JAUTIR SIMBOLON pada tanggal 28 September 2020.

49 terkait poin 49 "Bahwa namun demikian, tanggapan tersebut sama sekali

tidak divenfikasi atau tidak diteliti oleh TERMOHON hingga akhimya menerbitkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 145/PL.02 3-
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Kpt/1217/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pesera
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samaosir Tahun 2020, tanggal 23 Seplember
20200

jawaban : KPU Kabupaten Samosir sudah menjawab tanggapan Masyarakat

atas nama JAUTIR SIMBOLON pada tanggal 28 September 2020.

50. Terkait poin 50 *"Bahwa pada tahun 1980-an, Pemerintahan RI pernah heboh

dengan mencuatnya fakta bahwa sejumlah Pegawai Negeri Sipll yang memilki

ljazah palsu / ASPAL uniuk. kepentingan karier, sehingga akhimya mendorong

Pemcrintah melakukan penertiban dan pencegahan dengan menerbitkan surat,

diantaranya :

& Surat PANGKOPKAMTIE Nomor R-3/OPSTIBPUS/N/1981 tanggal 11 Mei
1981, yang pada pokoknya menyarankan agar Menten Negara Penertiban
Aparatur Negara dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengambil
lindakan-tindakan terhadapPegawal Neger Sipil yang memiliki fjazah
Palsu/ ASPAL mcnurut bidang masing-masing.

b. Menteri Negara Penertiban Aparatur Megara dengan Suratnya Nomor B-
SOV1/MENPAN/S/B | tanggal | 5 Mei 1981, yang pada pokoknya
mengatakan bahwa harus diambil tindakan administratif terhadap Pegawal
Negeri Sipil yang memiliki dan atau menggunakan ljazah Palsu/ ASPAL
dan meminta kepada Kepala Badan Administratif Kepagawaian Negara
untuk mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaannya.

c. SURAT EDARAN Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
{(BAKN) Nomor : 10/SE/98ITanggal 7 Juli 1981 Tentang Tindakan
Administratif Dan Hukuman Disiphn Terhadap Pegawai Negen Sipil Yang
Memiliki iazah Palsu /Aspal.

Jawaban . alasan permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan KPU

Kabupaten Samosir.

51 Terkait poin 51 "Bahwa menurut Surat Edaran Kepala Badan Administrasi

Kepegawaian Megara (BAKN) Nomor: 10 /SE/188Tanggal 7 Juli 1881 Tentang

Tindakan Administratif Dan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil

Yang Memiliki jazah Palsu / Aspal yang dimaksud dengan:

a. ljazah adzalah ljazah, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Dilploma, dan Akta
yangdikeluarkan dengan sah oleh Lembaga Pendidikan yang berwenang,
baikLembagaPendidikan Negeri ataupun Lembaga Pendidikan Swasta.

b. ljgzah palsu, adalah ljazah yang bentuk, cin dan atau isinya tidak sah
Kriterialiazah palsu antara lain adalah sebagai berikut :

1) Blanko liazah Palsu
(2) Blanko ljazah sah, dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan yang
berwenangtetapi ditanda tangani oleh pejabat yvang tidak berwenang.
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atau ;

(3) Blanke ijazah sah, dkeluarkan oleh Lembaga Pendidikan
yangberwenang,.ditandatangani oleh pejabat berwenang, tetapi isinya
sebagianatau seluruhnya,

{4) ljazah ASPAL, adalah ijazah yang diperolah dengan cara yang fidak
memenuhi ketentuan yang berlaku di Lingkungan pendidikan pada waktu
ijazah itu dikeluarkan”

Jawaban : alasan permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan KPU

Kabupaten Samosir.

52. Terkait poin 52 "Bahwa lebih lanjut Surat Edaran Kepala Badan Administrasi

Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor . 10 /SEf188I Tanggal 7 Juli 1981 tersebut

diantaranya mcngatur Tindakan Administratif Dan Hukum Disiplin terhadap

Penggunaan ljazah Palsu/Aspal Untuk Melamar Menjadi Pegawai Negeri Sipil

yaitu

a Pegawai Negeri Spill yang pengangkatannya dilakukan sejak
berakunyaPeraturanPemerintah Nomor & Tahun 1878 (Tanggal 12 Februarn
1976),yang termyata pada waktu melamar menggunakan ijazah palsu/
ASPAL diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan pasal 16 Peraturan Pemerintah nomor € Tahun 1876.

. Pegawai Negeri Sipil yang pengang katanya dilakukan sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 19876, yang kemudian ternyata
bahwapada wakiu melamar menggunakan ijazah palsu/ASPAL terhadapnya
dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentan dengan hormat tidak atas
permintagan sendin sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pasal 6
ayat{4), huruf ¢ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. dengan
mencapai hak-hak kepegawaian sesuai dengan perundang-undangan yang
beraku’

Jawaban ° alasan permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan KPU

Kabupaten Samosir

53. Terkait poin 53 "Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas dan nyata

bahwa Keputusan Komizi Pemilhan Umum Kabupaten Samosir Nomor

145/PL.02 3-Kpt11217/KPU-Kab/lX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon

FPeserta Pemilihan Bupati dan VWakil Bupati Samosir Tahun 2020, tanggal 23

September 2020 telah diterbitkan TERMOHON dengan alas, perimbangan dan

dasar yang salsh, sehingga sangat berdasar untuk dipenntahkan uniuk

dibatalkan dan menerbitkan Keputusan baru yang tidak memuat nama Pasangan

Vandiko Timotius Gultom, ST dan Drs. Martua Sitanggang, MM.

Jawaban : adalah TIDAK BENAR. KPU Kabupaten Samosir menagaskan dalam

menetapkan Keputusan Komisi Pemilhan Umum Nomor: 145/PL.02 3-
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Kpt/1217/KPU-Kab/1)X/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 telah sesuai dengan ;

1

Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerntah Penggant Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubarnur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Momor 10 Tahun 2016 tenlang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Momor 1 Tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan Pemearintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang.

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2020Tentang Perubahan Ketiga Alas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubarnur, Bupati Dan Wakil Bupati, DanfAtau Walikota Dan Wakil Walikota,
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2020 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubermur, Bupati Dan WakilBupati, Dan/Atau Walikota
Dan Wakil WalikotaTahun 2020.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubemnur, Bupati dan VWakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota.
Keputusan Komisl Pemilihan Umum Republik Indonesia MNomor
394/PL 02 2-Kpt/0&6/KPUAINZ020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran,
Penelitian Dan Perbakan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Seria
Pengundian Nomor Urul Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubemur Dan
Wakil Gubermur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil
Walikota

54 Terkait poin 54 “Bahwa Pasal 40 huruf ¢ Peraturan KPU No. & Tahun 2020
Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi: Dalam
menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIF Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas meneliti dokumen persyaratan pencalonan
dan syarat calon yaitu

1.

Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3} huruf b
dilekukan dengan berpedoman pada Keputusan Menten yang diterima olsh
KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6}

Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e
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dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Parai Politik tingkat
provinsi untuk Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, dan kepengurusan
Fartai Politik tingkat Kabupaten/kota untuk Pemilinan Bupati dan Wakil Bupati
atauy Walikota dan WakilWalikota, yang disampaikan oleh KPU atau KPU
Frovinsi/KIP Aceh sebagasimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan ayat
(7).

3. Kelengkapan dokumen kepulusan pengambilalihan kepengurusan Partai
Politiktingkat provinsi atau tingkal kabupaten/kota; dan

4 Kelengkapan dokumen syarat calon

Jawaban : adalah benar

55. Bahwa dengan uraian di atas maka lerbukti bahwa TERMOHON lidak

melaksanakan peneltian atau venfikasi secara tepat atas dokumen pendaftaran

atau syaral pencalonan vang diserahkan oleh Bakal Calon Bupati dan Bakal

Calon Bupat atas nama Vandiko Timotius Guitom, 3T - Drs. Martua

Sitanggang. MM. sehingga kemudian secara keliru mencantumkan nama Vandiko

Timotive Gultom, ST - Drs. Martua Sitanggang MM dengan Status Memenuhi

Syarat dalam Surat Keputusan Nomor : 145/PL.02.3-Kpt/12 | 7/KPU-Kab/IX/2020

Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Samosir Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya berbunyi:

Menetapkan Pasangan Csalon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Samosir tahun 2020

Jawaban :KPU Kabupaten Samosir menegaskan terkait alasan permohonan

PEMOHON menyatakan “"bahwa TERMOHON tidak melaksanakan penelitian

atau verifikasi secars tepat atas dokumen pendaftaran atau syarat

pencalonan yang diserahkan oleh Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon

Bupati atas nama Vandiko Timotius Gultom, 3T - Drs. Martua

Sitanggang.MM. sehingga kemudian secara keliru mencantumkan nama

Vandiko Timotius Gultom,5T - Drs. Martua Sitanggang, MM dengan Status

Memenuhi Syarat” adalah tidak benar.

Dimana dalam menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Samosir Nomor @ 145/PL.023-KptM2 | T/KPU-Kab/IX/2020 Tentang

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Samosir Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 telah dilakukan

berdasarkan penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon

dengan teliti dan cermat berlandaskan ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan
Wakil Walikota.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2020 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubermur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomeor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur

Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan

Wakil Walikota.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia MNomor

394/PL.02.2-Kpt/06/KPUNNI2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran,

Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta

Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur

Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan

Wakil Walikota.

«  PETITUM
Berdasarkan uraian den alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu
Kabupaten Samosir untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Apabila Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Samosirberpendapat lain
mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono}.

Demikianlah jawaban Termchon, dengan harapan Bawaslu Kabupatan
Samosirdapatsegeramemeriksadan memutuskanpermohonan ini seadil-adilinya

C.TANGGAPAN PIHAK TERKAIT

I. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SAMOSIR
Bahwa Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Samosir sesuai Sesuai
Ketentuan dalam :
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Pasal 143 dan Pasal 144 Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2015 teniang
Penetapan Peraturan Pemeanntah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang, juncto

Putuzan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVIV2019 tertanggal 29 Januari
2020 juncto

Peraturan Bawasiu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Wal Kota dan Wakil Wali Kota)

Il. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

Bahwa Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang adalah Salah satu
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020
sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilinan Umum Kabupaten Samosir
Nomor 145/PL.02. 3-Kpt/1217/KPU-Kab/lX/2020 Tentang Penetapan Pasangan
Calon Pezerta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020.

lil. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT
sesual dengan ketentuan Persturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota Berisi uraian mengenai jangka
wakiu permohonan Pihak Terkait mengajukan permohonan penyeiesaian
Sangketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Samosir sudah sesual yakni
Pihak terkait mengajukan Permohonan Pihak Terkait kepada Majelis Musyawarah
BAWASLU Kabupaten Samosir sebelum Tahapan Penyampaian Jawaban
Termohon.

IV. POTENSI KERUGIAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait dirugikan apabila Permohohan Pemohon diterima Oleh
Bawaslu

2. Bahwa Pihak Terkait dirugikan secara Materi terkait Biaya — Biaya yang telah
dikeluarkan oleh Pihak terkait untuk memenuhi Syaral — Syarat sebagai
Pasangan Calon yang sudah ditetapkan Oleh KPLU.




3. Apabila Permohonnan Pemohon diterima oleh Termohon maka pihak Terkait
dirugkan secara Inmatenl { Nama Baik Paslon, Pendukung Paslon dan
Keluarga Paslon)

V. ALASAN PERMOHOMNANMN

1. Bahwa Pihak Terkait dalam Hal ini Martua Sitanggang telah menjalani Proses
Pendidikan pada SMA Negeri 1 Kola Jambi.

2. Atas Proses Pendidikan Pihak Terkait dalam Hal ini Martua Sitanggang telah
menjalani Proses Pendidikan pada SMA Negen 1 Kota Jambi dan dibuktikan
dengan Rapor

3. Atas Proses Pendidikan Fihak Terkail dalam Hal ini Martua Sitanggang telah
menjalani Proses Pendidikan pada SMA Negen 1 Kota Jambi yang hasinya
terbit yang namanya ljazah.

4. Bahwa Selanjutnya Pihak Terkait dalam Hal ini Martua Sitanggang juga telah

menyelesaikan Program Studi Strata Satu (51) dan Strata Dua (S2).

. Bahwa sangat tidak berdasar alasan-alasan yang dimuat oleh Pemohon
dalam Permohonannya.

. Bahwa Pihak Terkail sudah melengkapl Persyaratan sebagai Pasangan
Calon sesua dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubermur, Bupati dan Wakil
Bupat dan Atau Walikota dan Wakil Walikota,

V. TANGGAPAN ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Sebelum menyampaikan Tanggapan stas Pokok Permohonan Pemohon ijinkan
kami menyampaikan beberapa hal lerkail dengan Permohonan Pemohon yakni
Keliru mengenai Kewenangan Bawaslu Kabupaten Samosir , Kedudukan Hukum
Pemaohon dan Kedudukan hukum Termohon pada Permohonan karena mengacu
pada pasal 153 dan pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang dimana pasal tersebut adalah tentang Sengketa Tata Usaha Negara dan
Penyelesaian Sengkela Tata Usaha Negara

Tanggapan Pihak Terkait atas permohonan pemohon:
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Bahwa Dalil Pemohon pada angka 1 alasan Permohonan adalah bentuk
AROGANSI Pemohon karena sudah melampaui batas kewenangannya dengan
melakukan Intervensi kepada TERMOHON tentang Pemenuhan Syarat-Syarat
menjadi Pasangan Calon pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Samaosir;
. Bahwa Dalil Pemohon pada angka 2 alasan Permochonan Kabur dimana Frasa
Kata *PEMOHON telah menyampaikan kepada PEMOHON Keberatan, '
adalah Bukli cahwa Dalil Pemohon tidak berdasar dan Kabur,
. Bahwa Dalil PEMOHOM Pada Angka 3 Alasan Permohonan Terhadap Tanda
Tangan ADY TRIONO. SPd MPd patut diduga adalah Palsu atau dipalsukan
hanyalah ASUMSI dan ILUS! dann PEMOHON sehingga harus menduga-duga,
karena tentang ASLI atau PALSU suatu Dokumen adalah Kompetensi
Peradilan Perkara Pidana.
. Bahwa Terhadap NMama Kepala Sekolah di ljazah SMA 1 Kota Jambi Tahun
1973 Atas Nama Sadar Sjamoebi dan di Wikipedia tertulis Sadar Syamoebi
adalah bentuk Ketidakpahaman PEMOHON tentang Perkembangan
Perubahan Ejaan Bahasa Indonesia Yang disempurnakan pada MNegara
Kesatuan Republik Indonesia,
Bahwa Pihak Terkait atas nama Martua Sitanggang dalam Tahapan Perbaikan
Syarat Pasangan Calon pada Pemilihan Kepala Daerah telah melengkapi Surat
Keterangan Perbaikan ljazah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayvaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 ifentang Pengesahan
Photocopy ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan FPangganti
ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penertiban Surat Keterangan Pengganti
liazah/Surat Tanda Tamat Belajar jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
. Bahwa Dalii PEMOHON Pada Angka 4 Alasan Permohonan terkait dengan
Pihak Terkail tidak meimapirkan ljazah/STTB 3D dan SMP adalah bentuk
Ketidakpahaman PEMOHON tentang PKPU Momor 1 Tahun 2020 Pasal 4
nomor 1 huruf ¢ yang menyatakan Berpendidikan Paling Rendah Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, Bahwa Pihak Terkait juga melampirkan Legalisir [jazah
Pendidikan Strata satu dan Strata 2 Pihka Terkait yaitu Martua Sitanggang.
. Bahwa Dalil Pemochon Angka 5 Alssan Permohonan maka Pihak Terkait
menanggapi Sebagai Berikut
a Bahwa Pemohon Keliru dan GAGAL PAHAM dalam membaca UU No 23
Tahun 2006 sebagai mana diubah UU No 24 Tahun 2013 Tentang
Administrasi Kependudukan
b. Bahwa Dokumen Kependudukan Pihak Terkait yakni Akta Lahir dan Kartu
Tanda Penduduk Martua Sitanggang, Lahir Tanggal 1 Februan 1954.




c. Pasal 52 UU No 23 Tehun 2006 sebagai mana diubah UU No 24 Tahun
2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang Pada Pokoknya mengatur
tentang Perubahan Mama Pada Akta Pencatatan Sipil.

d. Sesuai dengan Pasal 58 UU No 23 Tahun 2008 sebagai mana diubah UU
No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Disebutkan
Bahwa |
Ayal (1) Dokumen Kependudukan mealiputi
a. Biodata Penduduk;

b. KK;

c. KTP,

d. surat keterangan kependudukan, dan

o. Akta Pencatatan Sipil.
Ayat (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) huruf d mediputi:

a. surat Kelerangan Findah;

b. Surat Keterangan Pindah Datang;

c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri,

d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri,

e. Surat Keterangan Tempat Tinggal,

f. Surat Keterangan Kelahiran;

g. Surat Keterangan Lahir Mati.

h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan,

. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;

|- Surat Keterangan Kematian;

k. Surat Kelerangan Pengangkatan Anak;

|. Sural Kelerangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;

m. Surat Keterangan Pengganti Tanda ldentilas; dan

n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil,

& Menurut Peraturan WMenten Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pengesahan Photocopy
jazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Katerangan Pengganti
jazah/Surat Tanda Tamat Belgjar dan Penertiban Sural Keterangan
Pengganti |jazah/Surat Tanda Tamal Belajar jenjang Pendidikan Dasar
dan Menengah |JAZAH Adalah Surat Pernyataan Resmi dan SAH yang

atakan
pendidikan.

. Bahwa Perbaikan Kesalahan Penulisan ljazah mengacu pada Lampiran
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Photocopy ljazah/Surat Tanda Tamat
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. Belajar, Sural Keterangan Pengganti ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar
- dan Penertiban Surat Keterangan Pengganti ljazah/Surat Tanda Tamat
Belajar jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah FORMAT 1 C tentang
SURAT KETERANGAN PENULISAN WAZAHISTTB (| Sekolah Masih
Operasional) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Ber Materai cukup
dan Diketahui Oleh Kepala Dinas Pendidikan setempat.
g. Bahwa Dalli PEMOHON Terhadap Tanda Tangan Muhammad
Syahran. SE selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tidak
identik hanyalah ILUS| darn PEMOHON karena tentang kebenaran dari
Tanda Tangan seseorang yang mengetahui adalah Orang itu sendiri dan
Atau hasil dari Lembaga Laboratorium Forensik yang Kredibel.

Vil. PETITUM

Berisi mengenai hal yang dimohonkan Pihak Terkait untuk diputus dalam
Penyelesaian Sengketa Pemilihan a quo.

contoh:

1. Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait uniuk seluruhnya;

2. Menolak Permohonan FEMOHON untuk Seluruhnya

Demikianlah permohonan Pihak Terkait disampaikan, dengan harapan Bawaslu
Kabupaten Samosir dapat segera memeriksa dan memutuskan permohanan ini
dengan seadil-adilnya (ex asquo at bona).

D.BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulis

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil. Pemohaon telah mengajukan
bukti berupa fotokopi surat dengan meteral cukup sera telah dileges dan
diberi tanda P1 - P42,

NDO  NAMA BUKTI KETERANGAN

| —

P-1 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

| Samosir Nomor; 145/PL.02 3-Kpt/1217/KPU-
Kab/lX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang
PenetapanPasangan Calon Paserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati SamosirTahun 2020

P-2 | NPWP : B4.992.727.2-042.000 AN.
VandikoTimotius Gultom, NIK:

- 3174041602920007, JI. Jaha No. 52 RT 001/001
Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakaria Selatan,
- DKl Jakarta
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Laporan SPT pajak pribadi tahun 2018 atas nama:
VandikoTimotius Gultom, NPWP 84,982 727 .2-
042.000 Tahun Pajak: 2018

P-4

P-5

Laporan SPT pajak pribadi tahun 2019 atas nama:
VandikoTimotius Gultom, NPWP 84 992 727 2-
042.000 Tahun Pajak: 2019

‘Surat Keterangan Fiskal Nomor: SKF-
76/MPJ.21/KP.0303/2020 Tanggal 25 Agustus
2020, yang diterbitkan KPP Pratama Jakarta
Tanjung Priok

P6

-7

X

Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan
Nasional Jawa Timur - Bali Nomor: KP 1101-B&8 /
949 bulan Juli 2020, sifat Segera, perihal
Pemberhentian Pegawai Non PNS, yang ditujukan
kepada Yth. Sdr. Vandiko Timotius Guitom, 5T di
SIDOARJO

| Kartu Tanda Penduduk tanggal 18 Agustus 2020
an. VandikoTimotius Gultom, Alamat:
Simardalihan, RT. 00 RW. 00 Desa SITAMIANG,
Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir

' Surat Keterangan Catatan Kepalisian (Police
Record) Nomor. SKCK/YANMAS/ 938 / ML/
2020/INTELKAM tanggal 18 Agustus 2020, yang
ditanda tangani cleh Kepala Kepolisian Resor
Samosir

“Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Medan
Nomor: 1275/SKIHKI08/2020/PN.Mdn tanggal 19
Agustus 2020 an. Vandiko Timotius Gultom

P-10

Sural Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Medan
Nomor, 1276/SK/HK/08/2020/PN_Mdn tanggal 12
Agustus 2020 an. Vandiko Timotius Gultom

P11

 P-12

Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Medan
Nomor: 1288/SK/HK/0E/2020/PN.Mdn tanggal 19
Agustus 2020 an. Vandiko Timatius Gultom

| Sural Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Balige
| Nomor 85/SK/HKIOB/2020/PNBIg tanggal 31
Agustus 2020 an. Vandiko Timotius Gultom

Biodata Calon Bupati Samosir 2010 an. Drs,
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Martua Sitanggang, MM, tempatitanggal lahir:
Harian Boho, 2 Oktober 1554

P-14 | Surat Keterangan Kepala SMPN 1 Pangururan No.
421,31069/SMPN 1. PRRN/IX/2020 tanggal 7
September 2020

| P-15 | Surat Tanda Tamat Belajar VICi No. 026 an.
MARTUA S., lahir pada tanggal 1 Februari 1954
di Harian Bohok - Tapanuli, anak tuan / nyonya: B.
Sitanggang, yang ditandatangani tanggal 1
Desember 1873 oleh Sadar Sjamoebi selaku
Kepala Sekolah Menengah Umum SMA Negeri |
Jambi

'P-18 | ljazah Sarjana an. MartuaSitanggang, lahir pada
tanggal 1 Februari 1854, yang diterbitkan Rekior
Universitas Jambi tanggal 16 Maret 1987

P-17 | ljazah Pascasarjana an. Martua Sitanggang,
Tempat danTanggal ahir: Samosir (Tap Utara), 1
Februan 1954, yang diterbitkan Sekolah Tinggi
ManajemenlLabora tanggal 2 Juli 2001

P-18 | Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota
Jamhi No. 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10
Maret 2015 tentang STTB nomor: VCi No. 026
atas nama MARTUA 5., tempat dan tanggal lahir:
Harian Bohch - Tapanuli, 1 Februari 1954

P-19 | Surat Keterangan Kesalahan Penulisan ljazah/
STTB Nomor: 596 M1 10/SMA. 1/KM.2020 tanggal
10 September 2020 tentangljazah/STTB nomor:
VCi No. 02€ atasnama MARTUA S., tempat lahir:
Harian Bohok, nama orangtua: B. Sitanggang,
yang ditandatangani Kepala SMA Negeri 1 Kota
Jambi dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Jambi (versi I)

P-20 | Surat Keterangan Kesalahan Penulisan liazah/
STTB Nomor: 596 /110/SMA. 1/KM.2020 tanggal
10 September 2020 tentangljazah/STTB nomor:
VCi No. 026 atasnama MARTUA 5., tempat lahir:
. Harian Bohok. nama orangtua: B. Sitanggang,

' yang ditandatangani Kepala SMA Negeri 1 Kota
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Jambi danKepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
(versi II)

P-21 | Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 14/Dis-1933/2015
tanggal 21 April 2005 an. MARTUA SITANGGANG
yang diterbitkan Kepala DinasTenagaKerja
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi

P-22 | Surat Pernyataan atas nama AdiTriono,S.Pd,

M.Pd,
P-23 | Surat Pernyataan atas nama Athur,S.Ag, MPd. |
'P-24 | Daftar Nama Kepala SMAN 1 Kota Jambi menurut
wikipedia.o

P-25 | Daftar Nama Kepala SMAN 1 Kota Jambi menurut
emansajbi.blogspot. com

P-26 | Daftar Nama Kepala SMAN 1 Kota Jambi menurut |

P-28

I
I Vymaps.com

' Surat Edaran Plt. Kepala Dinas Pendidikan

i Provinsi Jambi Nomaor | 1522/SE/DISDIK-

| 1.3M\V12020 Tentang Tata Cara PembagianRapor
Semester GenapTahunPelajaran 2018/2020 Di
MasaPandemi Corona Virus Disease (Covid-18)
Pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Dalam
Provinsi Jambi, yang ditujukan kepada Kepala
SMAJ/SMK/SLE dalam Provinsi Jambi, Tanggal 24
Juni 2020

‘Surat Edaran Pt Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jambi Nomor: 838/SE/DISDIK-2 1M1/2020
tanggal 27 Maret 2020 Tentang Layanan
Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka
Pencegahan Penularan Dan Penyebaran Infeksi
Corona Virus Disease (Covid-19) Di Wilayah
Provinsi Jambi

P-29

P-30

Surat Pit. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
Nomor: 885/DISDIK-2 3/11/2020 tanggal 19 Maret
2020 perihal : Himbauan Pelaksanaan Kegiatan

Perpisahan Kelas Xll, yang dilujukan kepada
Kepala SMA/ SMK/ SLB Se-Provinsi Jambi

| Surat Tanggapan warga atas nama Jautir
Simbolon ke KPUD Kabupaten Samosir tanggal 21
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L.

BAWASL

KABLPATEN &2

Saeptember 2020

Surat Pengaduan warga atas nama Jautir
Simbolon atas dugaan tindak pldana Pemilihan
kepadaBawaslu Samosir tanggal 21 Septamber
2020

P-32

Surat Edaran Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor: 10/SE/1981
Tanggal 7 Jul 1981 Tentang Tindakan
Administratif Dan Hukuman Disiplin Terhadap
Pegawai Negeri Sipil Yang Memiliki llazahPalsu /
Aspal

P-33

media online https:/fsumut.idntimes.com tanggal
21 Januan 2020 dengan judul "Pilkada Samosir
2020, Millenial IniSiap Bertempur Hadapi
Petahana’.

Status Josmar Naibaho tanggal 10 Jum 2020 pukul
a7.55

by
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Status Josmar Naibaho tanggal 24 Juni 2020 pukul
06.07

=

Status Josmar Naibaho tanggal 5 Juli 2020 pukul
Na. 52

P-37

Status P Peter Sitangaang tanggal 3 Agustus 2020
pukul 12.20 ()

P-38

hitps.(fwww greenbenta.com tanggal 18 Juli 2020
pukul 19 24 dengan judul “Kita Akan Berjuang
Sampal Titik Darah Terakhir”

F-38

https:/iwww.beritagambar.comtanggalis
September 2020, 18:08 WIB dengan judul "Paslon

Vantas Daftar ke KPL Samosir, Vandiko Sebut
Tidak Ada Bupali Tukang Suntik Gas llegal’

P40

hitps:/imimbarumum.co.idtanggal 17 September
2020 pukul 15:12 denganjudul *Dugaan ljazah
Palsu Cawabup, Massa Demo KPU danBawaslu

Samosir

P41

h il n onli tanggal 22
September 2020 pukul 19:05 WIB dengan judul

*Massa APMPD Samosir Bakar Ban di Depan
Kantor KPU"

Fh




P-42

h :lfharia .comtanggal 23 September
2020 dengan judul “Kembali Demo Ke DPRD
Samosir, Massa Umumkan ljazah Salah Satu
Bacalon Wabub Palsu”

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dall-daiil,
mengajukanbukliberupafotokopisuratdenganmeteraicukupsertatelah dileges serta
diberi tanda T-1- T4, T-8-T-15, T-17.

Termaohon  ielah

NAMA BUKTI

KETERANGAN

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:
145/PL.02 3-Kpt1M1217/KPU-KabfIX/2020  teniang
Penetapan Pasangan Calon Pesarta Femilihan

NO
T=1
Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020
T-2
dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020

Pengumuman Terbuka Pendafiaran Calon Bupati

Daftar Hadr Pendaftaran Bakal Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020

Pengumuman  Masukan dan  Tanggapan|
Masyarakat Atas Pendaftaran Bakal Calon Bupati
dan Wakil Bupati Samosir Nomor 336/PL.02.2-
Pul1217/KPU-Kab/IX/2020

Berita Acara Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan
Wakil Bupati Samaosir Tahun 2020

" | Foto Klarifikasi liazah ke SMA Neger 1 Jambi

Model BA HP-KWEK Berita Acara Hasil Penelitian
Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020

Berita Acara Hasil Kiarfikasi ljazah ke SMA Negeri 1

Jambi

|| Acara Hasil Penelitian Perbaikan Pesyaratan Calon
Dalam Pemilihan Bupati dan YWakil Bupati Samosin
Tahun 2020

T-11

T=-12

Elekironik Vandiko Timotius Gultom, ST |
Keterangan Tidek Sedang Dinyatakan Pailt Dari
Pengadilan Negeri Medan Humur:!
1275/SKIHKIO8/2020/PN

=13

Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak
Pilihnya Dari Pengadilan Negeri Balige
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T-14 |Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang
Secara Perseorangan Afaupun Secara Badan
Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawab Yang
Merugikan Keuangan Megara MNomaor:
1276/SK/HEJOR2020/PN Mdn

T-15 [Surat Keterangan Tidak Pemah Sebagai Terpidanal
Nomor: 85/SK/HK/08/2020/PN Big

‘T-17 | Dokumen BB.-2 KWK Yang Telah Diperbaiki

3. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dall, Pihak Terkait telah
mengajukan bukli berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah
dileges dan diben tandaPT-1- PT-7.

| NO NAMA BUKTI J(ETEH.EHGAH

Rapor sebagai Laporan Hasil Belajar atas o

Mama Martua Sitanggang pada SMA Negeri 1

Kota Jambi Nomor Induk: 13596

jazah/STTB sebagai Hasil dari Proses Belajar
tas Mama Martua Sitanggang pada SMA
eger 1 Kota Jambi Nomor Induk: 1396

Kutipan Akta Kelahiran nomor.  14/dis-

imaa:zms atas nama - Martua Sitanggang

PT-4 Jjazah Strata 1 danUniversitas Jambi Nomor:
148/PT24 6/51/1887 tanggal 16 Maret 1987
tas nama Martua Sitanggang

jazah Sirata 2 Magister Managemen{M.M)
nama Martua Sitanggang

tu Tanda Penduduk Atas Nama - Vandiko
Timotius Guitom Nomor: 317401802920007

PT-7 [Kartu Tanda Penduduk Alas Nama ;. Martug
Silanggang Nomor: 1571010210540001

b. HKeteranganSaksi/Ahli

1. Menimbang., bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumaen,
Pemohon juga mengajukan saksi danfatau ahli yang memberikan
keterangan sebagaibenkut:

a. Saksi

- 1. Tunggul Sitanggang




s Bahwa saksi dibawah sumpah menerangkan hal-hal

' sebagai berikut :

Fada tanggal 6 Seplember 2020 saksi membuka situs KPU
Kabupaten Samosir disana saksi melihat Rapidin Simbelon
dan Juang Sinaga dengan Vandiko Timatius Gultom dan
Martua Sitanggang satu nomor, setelah saksi melihatl mucul
kecurigaan saksi, karena Rapidin Simbolon dan Juang
Sinaga dipaparkan ljazah SD, SMP, dan SMA sedangkan di
Vandiko Timotius Gultom dan Marlua Sitanggang hanya
dipaparkan ljazah SMA. Saksi langsung briefing bersama
Tim dan tanggal 7 September 2020 dan langsung berangkat
ke SMPN 1 Pangururan dan bearjumpa dengan Kepala
Sekolah atas nama Teksin Simbolon disana saksi mendapat
informasi saudara Martua Sitanggang hanya ada surat
keterangan ujian masuk ada keluar. Disana diterangkan
lahir tahun 1952, nama orang tua Wismar Sitanggang
tempat lahir di Pangururan sedangkan di situs KPU
Kabupaten Samosir nama Martua, nama orang tua B.
Sitanggang dan lahir tahun 1954 Saksi dan juga Tim
menyurati KPU Kabupaten Samosir namun jawaban KPU
kurang memuaskan.Pada tanggal 22 September 2020
sebelum Pleno KPU saksi dan juga Tim menjelaskan akibat

dari Dugaan Surat Keterangan Palsu tersebul memakan
biaya kurang lebih sebanyak RP.300.000.000 untuk
mendorong KFU membatalkan Penetapan nya, tapi temyala
KPU tetap pada pendiriannya.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen,
Pihak Terkait juga mengajukan saksi danfatau ahli yang
memberikan keterangan sebagaiberikut:

a. Saksi

1. Rusli Kamal Siregar

Bahwa sasksi dibawah sumpah menerangkan hal-hal

sebagai berikut :

Melalui Video Zoom Meeting Saksi menerangkan bahwa saksi

adalah teman sekelas SMA Martua Sitanggang, dan saksi juga
. mengatakan bahwa nama saksi di ljazah SMP dan SMA
barbeda, karena hal perbedaan tersebut saksi mengatakan
perbedaan nama tersebut dijelaskan dalam Surat Keterangan,
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Dalam perjalanan sekolah SMA itu saksi juga menyebutkan
bahwa saks: duduk dibangku paling belakang dan Martua
Sitanggang duduk di bangku tengsh

. KESIMPULANPEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses
musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan a guo,
Pemohon menyampaikan kesimpulan. guna menjadi bahan
pertimbangan dan pengual keyakinan Majelis musyawarah dalam
mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di
bawahini:
. Tentang Pihak Terkait atas nama Vandiko Timotius Gultom
1. Bahwa FIHAK TERKAIT atas nama Vandiko Timotius Guitomn fidak
memenuhi persyaratan calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4
ayat (1) huruf f, 1, g. g1, h, i j || m, dan huruf n Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, yaitu
karena nyatanya saat pendaflaran maupun pada saal masa perbaikan,
PIHAK TERKAIT atas nama Vandiko Timotius Gultom tidak dapat
menyerahkan dokumen pendaftaran yang patut dan semestinya atas

syaral

i. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun
atau lebih, kecual terhadap terpidana yang meiakukan tindak pidana
kealpaan atau findak pidana politik dalam pengertian sualu
perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum
positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang
berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

ii. |bagi terpidena yang tidak menjalani pidana di dalam penjara
mefiputi. 1. terpidana karena kealpaan; atau 2 terpidana karena
glasan politik; 3. dihapus, wajib secara |ujur atau terbuka
mengemukakan kepada publik;

iil. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa
pemidanaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan
kepada publik;

iv. bukan sebagai peiaku kejahatan yang berulang-ulang,

v. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan
Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

vi. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan
100




yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

vii. tidak pernah malakukan perbuatan tercela;

vill.  lidak sedang memilki tanggungan ulang sSecara perseorangan
danfatau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya
yang merugikan keuangan negara;

. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

¥. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak
pribadi”;

2 Bahwa untuk memenuhi persyaratan calon sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, ¥, g, g1, h, i, j. |, dan huruf m Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia MNomor @ Tahun

2020, Pihak Terkait atas nama WVandiko Timotus Gultom hanya

mendasarkan din pada alamat(domisili). Simardalihan. Desa Sitamiang,

Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, yang tercantum dalam

dokumen Kariu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Samosir alas nama

Vandiko Timohius Gultom, ST, yang baru terbit tanggal 18 Agustus 2020

atau berumur 18 (delapan belas) hari pada tanggal 5 Saptember 2020,

yaitu han dimana Pihak Terkait atas nama Vandiko Timotius Gultom

mendaftarkan diri ke kantor TERMOHON;

3. Bahwa pada tanggal yang bersamaan dengan terbiinya gokumen Kamu
Tanda Penduduk (KTP) Kabupafen Samosir ferlanggal 18 Agustus
2020atas nama. \Vandiko Timotivs Guifom ST, dan Alamat:
Simardalhan, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten
Samosir, Pihak Terkait atas nama Vandiko Timotius Guitom
mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Police Record)
Nomor SKCK/YANMAS/ 838 / VIl / 2020iNTELKAM Tanggal 18
Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor
Samosir, yang menerangkan bahwa Nama: Vandiko Timotius Guitomn,
Setelah diadakan peneliian hingga saat dikeluarkan Surat Keterangan
ini yang didasarkan kepada:

a. Catatan Kepolisian yang ada.
b, Surat Keterangan dari Kepala Desa / Lurah.

Bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keteribatan dalam

kegiatan criminal apapun selama ia berada di Indonesia dari: 16 Februari

1982 sampai dengan 18 Agustus 2020,

4 Bahwa 1 (satu) han setelah terbitnya dokumen Kanu Tanda Penduduk

(KTFP) Kabupaten Samosir tanggal 18 Agustus 2020 sfas nama
Vandiko Timohus Gulfom ST, dan Alamat: Simardalihan, Desa
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Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir pada tanggal
19 Agustus 2020 Pihak Terkait atas nama Vandiko Timotius Guitom
mendapatkan 3 (tiga) surat sekaligus yaitu |

Surat Keterangan Ketua Pengadilan Megerd Medan  Nomor:
12TS/SK/HK/08/2020/PN Mdn tanggal 19 Agustus 2020 yang menerangkan
bahwa MNama: Vandike Timotus Gultom, berdasarkan hasil pemerksaan
Register Induk Niaga, yang bersangkutan: Tidak sedang / tidak pernah
dinyatakan pailt berdasarkan putusan pengadiian yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

Sural Keterangan Ketua Pengadilan MNegeri Medan  Nomor:
1276/SK/MHK/08/2020/PN Mdn tanggal 19 Agustus 2020 yang menerangkan
bahwa MNama: Vandiko Timotius Gultom, berdasarkan hasil pemeriksaan
Register Induk Pidana Khusus, yang bersangkutan: Tidak sedang dicabut hak
pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyal kekuatan
hukumn tetap;

Surat Keterangan  Ketua  Pengadilan  Negern  Medan  Nomor:
BE/SK/MHK/0B/2020/PN Mdn tanggal 19 Agustus 2020 yang menerangkan
a Nama: Vandiko Timotus Gultom, berdasarkan hasil pemeriksaan
egister Induk Niaga, yang bersangkutan: Tidak sedang / tidak memiliki
tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang
menjadi tanggung jawabanya yang merugikan keuangan Negara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum fetap,

5 Bahwa 13 (tiga belaz) han setelah terbitnya dokumen Kartu Tanda
Penduduk (KTP) Kabupafen Samosir tanggal 18 Agustus 2020 afas
nama: Vandiko Timotivs Guitom, ST, dan Alamat: Simardalihan, Desa
Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupalen 3Samosir, pada
tanggal 31 Agustus 2020, Pihak Terkait atas nama Vandiko Timotius
Gultom mendapatkan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri
Balige Nomor; BS/SK/HK/08/2020/PN Big tanggal 31 Agustus 2020
yang menerangkan bahwa MNama: Vandiko Timobus Gultom,
berdasarkan hasil pemenksaan Register Induk Pwdana, yang
barsangkutan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan
Pengadilan Negen Balige yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Bahwa seandainyaPihak Terkait atas nama Vandiko Timobus Gultom
mengurus surat-surat tersebut di wilayahPengadilan Neger atau
Provinsi lain (dengan menggunakan KTP Non Kabupaten Samosir),
maka belum tentu atau tidakpasti bahwa yang bersangkutan akan
mendapatkan kelima surat persyaratan tarmaksud,
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KAEUPATEN SAMCSR

7 Bahwa dengan TERMOHON mempercayai begitu saja kelima

persyaratan yang dilerbitkan 3 (tiga) lembaga yang nyata-nyata hanya
mendasarkan diri pada alamat yang tertera dalam KTP tertanggal 18
Agustus 2018, yang kemudian diserahkan Pihak Terkait atas nama
Vandiko Timotius Gultom maka TERMOHON telah melanggar asas
kehati-hatian dan tidak melaksanakan prinsip verifikasi dan penelitian
secara tepat;

8 Bahwa persyaratan calon “memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan

memiliki laporan pajak pribadi® sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf n Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tidak dipenuhi
Pihak Terkait atas nama Vandiko Timotius Gultom karena karlu NPWP
B4.992 727 2-042.000 atas nama WVandike Timotius Gultom, MNIK:
3174041602820007, Alamat: JL.JAHA No. 52 RT 001/001 Cilandak
Timur - Pasar Minggu Jakarta Selalan - DKl Jakarta, yang diterbitkan
KPP Pratama Jakarta Tanjung Prick- Jakarta Utara, yang diserahkan
kepada TERMOHONM pada tanggal 5 September 2020 mengandung
beberapa masalah, yaitu :

= Alamat dalam kartu NPWP tersebut berbeda dengan alamsat yang
tertera dalam Surat Kelerangan Fiskal Nomor: SKF-
TEMIPJ 21/KP.0303/2020 Tanggal 25 Agustus 2020 yang diterbitkan
Direktorat Jenderal Pajak yang diantaranya berbunyi

"Berdasarkan hasil penalifian sistem informasi Direklorat Jendesal Pajak
kami sampaikan bahwa WajibPajak -

Nama VANDIKO TIMOTIUS GULTOM

NPWP . 84.992.727.2-042.000

ALAMAT  JAHA - KOTA ADM. JAKARTA UTARA

KPP Terdaflar . KPP PRATAMA, JAKARTA TANJUNG PRIOK

- Tempat pendaftaran NPWP di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok-
Jakarta Utara menyalahi Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE -
44/PJf201523 Juni 2015 Tentang Struktur Penomoran Nomor Pokok Waijib
Paak Dan Penerapan Nomor Pokok Wajib Pajak Tetap, yang
barbunyl: NPWP diberikan oleh:1) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan atau
tempat kegiatan usaha Wajib Pajak”

Tidak memuat data catatan "Tanggal Terdaftar” sehingga tidak jelas sejak

kapan yang bersangkutan memilki NPWP akibatnya sulit untuk menilai

telah terpenuhi tidaknya kewajiban untuk menyerahkan “Tanda terima

panyampaian surat pembentahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan wajib
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pajak orang pribadi atas nama bakal calon unfuk masa 5 (kma) tahun
terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak”.Sementara, pada tanggal 5
September 2020, Vandiko Timotius Gultom hanya menyerahkan dokumen
tanda tenma penyampaian SPT pajak penghasilan tahun 2018 dan tahun
2019 yang pelaporannya baru dilakukan secara terlambat dan bersamaan
pada tanggal 25 Agustus 2020, yang seharusnya menurut peraturan
perundangan-undangan perpajakan, pelaporan Tahun Pajak 2018 paling
lambat tanggal 31 Marel 2019, dan palaporan Tahun Pajak 2019 paling
lambat tanggal 31 April 2020,

- Alamat yang tertera dalam kartu NPWP, dalam Surat Keterangan
Fiskal Nomor: SKF-T6AWPJ 21/KP.0303/2020 Tanggal 25 Agustus 2020,
dan Tempat bekerna terakhir (Juli 2020) di Sidoarjo Jawa Timur,
sabagaimana isi dokumen yang diserahkan kepada KPU SAMOSIR
berupa Surat Kepala Balai Bazar Pelaksanaan Jalan Masional Jawa Timur
- Bali Nomor: KP 1101-B68/ 949 bulan Juli 2020, sifat Segera, perihal:
Pemberhentian Pegawai Non PNS, yang ditujukan kepada Yth. Sdr.
Vandiko Timetius Gultom, ST di SIDOARJO, serla dalam KTP tertanggal
18 Agustus 2020yaituSIMARDALIHAN, RT. 00 RW. 00 Desa SITAMIANG,
Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, masing-masing adalah
berbeda;

Tentang Pihak Terkait atas nama Drs. Martua Sitanggang,MM

Bahwa PIHAK TERKAIT atas nama Martua Sitanggang tidak memenuhi
persyaratan calon "berpendidkan paling rendah sekolah lanjutan tingkat
atas atau sederajat” sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonasia Nomor 8 Tahun
2020dengankarena tidak menyerahkan fotokopi ljazah/ Surat Tanda Tamat
Balajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
. Bahwa keterangan “Mengesahkan Fotokopi sesuai dengan aslinya” dan
dibubuhi tanda tangan (dengan tnta basah) atas nama ADI
TRIONOQ,S.Pd_M.Pd, selaku Kepala SMA Negeri 1 Jambi pada Fotokopi
Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas SMA
MNegeri | Jambi tanggal 1 Desember 1973 VCi No. 026 pelajar yang
bernama MARTUA S, yang diserahkan MARTUA SITANGGANG kepada
TERMOHON tanggal 5 September 2020, ielah dibantah coleh ADI
TRIOND S Pd M Pd sendin mealalui Surat Pernyataan tertanggal 29
September 2020 vang pada pokoknya menyatakan bahwa fotokopi legalisir
ijazah atas nama MARTUA S. tersebul belumdapal saya nyatakan
keaslannya karena:
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i.  Tanda tangan atas nama saya pada legalisir folokop! ijazah tidak
sesuail dengan tanda tangan saya Aslinya,

i. Tidak ditemukan nomor dan tanggal pada legalisir ijazah tersebut

ii, Belum ditemukan arsip serupa di sekolah asal (SMA MNegen 1 Kota
Jambi).

iv. Tidak! belum malihat ijgzah aslinya(vide Bukti P-21a)

3. Bahwa berkas asli Sural Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi
NMomor:  423/128/SMA  1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 vyang
ditandatangani oleh ARTHUR S Ag 5 Pd selaku Kepala SMA Negen 1
Jambi tentang STTEB SMA Negen | Jambi tanggal 1 Desember 1973 No.
VCi No. 026 atss nama MARTUA S, yang diserahkan MARTUA
SITANGGANG kepada TERMOHON tanggal 5 September 2020, telah
dibantah olehARTHUR,S Ag..5.Pd. sendiri melalui Surat Pemyataan atas
nama ARTHUR S Ag S Pdtertanggal 30 September 2020, yang pada
pokoknya menerangkan bahwa
i. Tanda tangan yang ada dalam Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1

Kota Jambi No. 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015tersebut,
tidak sesuai dengan tanda tangan saya yang sebenamya.

ii. Belum ditemukan arsip serupa di sekolah Asal (SMA Negen 1 Kota Jambi)
i, Tidak/ belum pemah melihat jazah aslinya (vide Bukti P<21b) ;

4. Bahwa ternyala, data dalam STTB SMA Negeri | Jambi tanggal 1
Desember 1973 VCi No. 026 pelajar yang bemama MARTUA 5., tersebut
tidak sesuai dengan data yang ada dalam Surat Keterangan Kepala SMP
Negeri 1 Pangururan (Teksin Obena Simbolon 5.Pd) Nomor:
421.3/069/SMPN1.PRRN/X/2020 tanggal 07 September 2020 yang pada
pokoknya menerangkan sebagal berikut:

“‘Bahwa Martua Sitanggang berdasarkan arsip daftar nama Fengikut Ujian
Masuk/Achir Sekolah Menengah Umum Tk, Pertama Tahun 1969 tanggal 9
Mei 1968 No. 18/Ins/1968 adalah terdaftar sebagai Peserta dengan data
sebagai berikut;

Momor Urut 128, Mama: Martua Sitanggang, Jenis Kelamin: Laki-laki,
Sekolah Asal; SMP Megeri 1 Pangururan, No. Induk: 5471, Tempat dan
tanggal lahir. Pangururan: 1952, Nama Orang tua: Wismark Sitanggang,
No. Udjian: 603 K™,

5. Bahwa karena PIHAK TERKAIT alas nama Martua Sitanggang sudah
terlanjur menggunakan Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas 130 SMA Negeri | Jambi tanggal 1

Desember 1973 VCi No. 026 pelajar yang bernama MARTUA 5., lahir pada
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tanggal 1 Februar 1854 di Harian Bohoh - Tapanuli, anak tuan / nyonya :
B. SITANGGANG, sementara fidak ada kesesuaian namanya dengan
ljazah S1 terbitan Universitas Jambi Lulus tahun 1987 dan ljazah 32
terbitan Sekolah Tinggl Manajemen LABORA Jakaria tahun 2001 maka
fungsi ljazah S1 dan ljazah 52 tersebut hanya mendukung penggunaan
gelar akademis letapi tidak membuktikan "berpendidikan palng rendah
selolah lanjutan tingkat atas atau sederajat™,

. Bahwa Surat Kelerangan Kasalahan Penulisan ljazah/ STTE Nomor: 596
f110/SMA 1/KM. 2020 tanggal 10 September 2020 tentang ljazah/STTB
nomor: VCi Mo. 026 atas nama MARTUA 5., yang ditandatangani oleh
Kepala SMA Negeri 1 Kola Jambi atas nama Drs. ANWAR
MUSADDAD M.Pd. dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi atas
nama MUHAMMAD SYAHRAN SE, yang diserahkan PIHAK TERKAIT atas
nama Mariua Sitanggang kepada TERMOHON tanggal 16 September 2020
bukanlah produk dari pemberitahuan Hasil Verifikasimengingat
penerbitannya adalah tanggal 10 September 2020, yaitu 4 (empat) hari
sebelumTERMOHON menyampaikan hasil penelitian persyaratan calon
kepada ketiga pasangan bakal calon melalui Rapat Pleno Terbuka pada
hari Senin, 14 September 2020 di Hotel Rogate Ambarita. Sementara, yang
namanya perbaikan dokumen persyaratan calon dilakukan hanya terhadap
dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat
danfatau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi

Bahwa isl sural Sural Keterangan Kesalahan Penulisan ljazah/ STTB
Nomor 598 M10/SMA /KM 2020 tanggal 10 September 2020merupakan
peristwa hukum  “Perubahan nama’sehingga perubahan  atau
pengubahannama MARTUA S menjadi MARTUA SITANGGANG® dan
rnama "B. SITANGGANG menjad W. SITANGGANG" seharusnya dilakukan
melalui Penetapan Pengadilan Neger Jambi, sebagaimana diatur dalam
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diantaranya

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 24
Tahun 2013, khususnya Pasal 52 yang berbunyi :

a. Pencatatan perubahan nama diaksanakan bardasarkan penstapan
pengadilan negen tempat RAPBERJUANG.

b. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang
menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari
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sejak  diterimanya salinan penetapan pengadiéan negeri oleh
Penduduk.

2  Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

- Pasal 53 Pencatatan perubshan nama Penduduk harus memenuhi
persyaratana. salinan penelapan pengadian negenb. kutipan akla
Pencatatan Sipilc. KK;d. KTP-a1, dane. Dokumen Perjalanan bagi Orang
Asing.

- Pasal 58 Ayat (1), Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk
harus memenuhi persyaratan:a. salinan penetapan pengadilan negeri
tentang Peristiwa Penfing lainnya;b. kutipan akta Pencatatan Sipilc. KK;
dand. KTP-g1.

. Bahwa dari norma hukum yang ferkandung dalam Undang-Undang Momor
23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut dapat diambil
kesimpulan bahwa Kantor Catatan Sipil hanya berwenang melayani
permintaan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya pada dokumen
sekelas Kariu Tanda Penduduk dan Akla Kelahiran dengan syarat ada
Penetapan Pengadilan, maka sangat lah tidak berdasar hukum dan tidak
beralasan bahwa institusi pendidikan cg. Kepala Sekolah mempunyai
wewenang untuk mengubah nama, tempat dan tanggal lahir eks Siswa
dengan memutus Kepala Sekolah yang menjabat puluhan tahun
gsabelumnya bersalah dalam melakukan penulisan nama, tempat lahir dan
serta nama orangtua eks Siswa.

lll. TANGGAPAN PEMOHON TERHADAP JAWABAN TERMOHON
A. Tentang Pengakuan adanya kegiatan Penelitian Keabsahan Dokumen
Persyaratan Pihak Terkait atas nama Vandiko Timotius Gultom

1

Bahwa berkaitan dengan SKCK tertanggal 18 September 2020 yang diterbitkan
Kapolres Samosir bersamaan dengan tanggal terbitnya KTP Kabupaten Samosir
atas nama Vandiko Timotius Guitom tertanggal 18 September 2020, serta Surat
Keterangan Tidak sedang / tidak pemah dinyatakan pailit{Nomor:
1275/SK/HK/08/2020/PN Mdn), Surat Keterangan Tidak sedang dicabut hak
pilihnya (Nomor, 1276/SK/HK/08/2020/PN Mdn), dan Surat Keterangan Tidak
sedang / tidak memiliki tanggungan utang secara percrangan dan/atau secara
badan hukum yang menjadi tanggung jawabanya yang merugikan keuangan
Megara (Nomor 1286/SK/HK/08/2020/PN Mdn), yang ketiganya diterbitkan oleh

Ketua Pengadilan Negen Medan tanggal 19 Agustus 2020, yaitu sehan setelah
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. terbitnya KTPSamosirtertanggal 18 September 2020, maupun Surat Keterangan
. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Balige
(Nomor: 85/SK/HK/D8/2020/PN Big tanggal 31 Agustus 2020) diterbitkan 13 (tiga
belas) han setelah terbitnya dokumen Karlu Tands Penduduk (KTP) Kabupaten
Samosir tanggal 18 Agustus 2020aias nama’ Vandiko Timofius Guitom, ST,
femyata bukan suvatu masalah bagi TERMOHON, dengan alasan hanya
berkepentingan bahwa nama yang tercantum dalam Sural Kelerangan fersebul
adalah nama bakal calon, lanpa pedull walaupun fanggal surai-surat keterangan
tersebut bersamaan han terbitnya KTP Elekironik alas nama Bakal Calon (vide
Jawaban Termohon halaman 27 - 32);
2. Bahwa persyaratan calon yang harus “memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan
“Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak
penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon untuk masa 5 (lima)
tahun ‘terakhir atau sejak calon menjadi wajb pajak'menurut jawaban
TERMOHON pada halaman 18 - 25 yailu nomor 18- 24, tugas verifikasi
ERMOHON hanya sebatas melihat "kesesuaian nama bakal Calon yang terulis
hada KTP Elektronik dengan yang nama yang tertulis pada kartu NPWP dan
Surat Keterangan Fiskal’ tanpa sedikit pun mempertimbangkan legalitas atau
keaslian kartu NPWP dan Surat Keterangan Fiskal termaksud. Sehingga,
. andaikan pun kartu NPWP dan Surat Keterangan Fiskal tersebut adalah palsu
atau dipalsukan, maka sama sekali tidak menjadi suatu persoalan bagi
TERMOHON;
3 Bahwa Jawaban TERMOHOMN berkaitan dengan verifikasi SKCK, Surat
Keterangan Pengadilan, kartu NPWP dan dan Surat Keterangan Fiskal di atas
jelas dan nyata sangat bertentangan atau berbanding ferbalik dengan nama atau
nomenklatur bukti T-10 yaitu Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen
Pergyaratan Calon MODEL BA HP KWK atas nama Bakal Calon Bupati: Vandiko
Timotius Gultom, ST dan Bakal Calon Wakil Bupati: Drs. Martua Sitanggang, MM
tanggal 14 Septamber 2020, yang isinya bahwa :
Pada hari ini Senin Tanggal empal belas Bulan September Tahun dua ribu dua
puluh bertempat di Rogate Beach Hotel KPU Kabupaten Samosir telah
melaksanakan penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dalam
Pemilinan Bupati dan Wakil Bupatl Samosir Tahun 2020, atas nama
1. Bakal Calon Bupati Vandiko Timotius Gultom
2 Bakal Calon Wakil Bupat Drs. Martua Sitanggang, MM
4. Bahwa karena kegiatan yang sangat sederhana, yang bisa diakukan oleh
; seorang anak kelas 3 SD, yaitu hanya “mengecek sesuai idaknya antara nama
calon yang lercatat dalam KTP dengan nama yang tercatal dalam dokumean
: persyaratan lainnya” telah dimanipuliasi TERMOHON menjadi seolah-olah
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sebagai hasil dar kegiatan atau aktivitas Penelitian Keabsahan Dokumen,
dengan memasukkannya ke dalam dokumen Negara vaitu Benta Acara Hasil
Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon MODEL BA HP KWK atas
nama Bakal Calon Bupati: Vandiko Timotius Gultom,ST dan Bakal Calon Wakil
Bupati: Drs. Martua Sitanggang MM tanggal 14 September 2020 maka
TERMOHON nyata-nyata telah melakukan suatu kebohongan publik;
B. Tentang Pengakuan adanya kegiatan Penelitian Keabsahan Dokumen
Parsyaratan Pihak Terkait atas namaDrs. Martua Sitanggang
1) Bahwa dengan dalih menindaklanjuli surat Kantor Hukum Rakerhut

2]

Situmorang & Rekan tanggal 8 September 2020, yang memberitahu
bahwa Pihak Terkait atas nama Drs. Marlua Sitanggangtidak memenuhi
syarat "barpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau
sederajat” mengingat keabsahanFotokopi Surat Tanda Tamal Belajar
Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas SMA Negeri | Jambi tanggal 1
Desember 1973 VCi No. 026 pelajar yang bernama MARTUA 5., pada
tanggal 11 September 2020 TERMOHON mengaku telah pergi ke Kota
Jambi menemu: Kepala SMA Negen 1Kota Jambi, Sdr. Drs. Anwar
Musaddad hanya untuk sekedar mengajukan pertanyaan, “Apakah
MARTUA 5. yang lercatat dalam folokopi STTB SMA MNegeri | Jambi
tertanggal 1 Desember 1973 No VCi No. 026 adalah sama orangnya
dengan MARTUA SITANGGANG yang tercatat dalam KTP tertanggal 31
Agustus 2020 7*

Bahwa karena tanpa kewenangan Sdr. Drs. Anwar Musaddad langsung
menjawab, “Ya, samal’ maka untuk digunakan dalam pemenuhan Syarat
Calon Bakal Calon Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, TERMOHON pun
langsung menyodorkan kepada Sdr. Drs. Anwar Musaddad untuk
membubuhkan tanda tangan dan stempel SMA Negeri 1 Kola Jambi di
atas Berita Acara Hasil Klarifilkasi Bersama antara Ketua KPU Kabupaten
Samosir dan Kepala Sekolah SMA Negeri | Kota Jambi No:124/PL.02.1-
BAM217/KPU-Kab/1X/2020 dan No: 597/L10/SMA. 01/KT/2020 yang isinya
sabagai berikut:

Pada han ini, Jumat Tanggal Sebelas September tahun Dua Ribu Dua
Puluh, Pukul 13.30 WIB, KPU Kabupaten Samosir dan dihadiri oleh
Bawaslu Kabupaten Samosir telah melakukan klarifikasi ke SMA Negeri 1
Kota Jambi Provinsi Jambi terhadap perbedasn nama yang tergapat
dalam ljasah Nomor VCi No. 026 atas nama Martua S adalah orang sama
dengan Martua Silanggang yang terdapat dalam KTP Elekironik dengan
NIK 1571010210540001 dan benar yang bersangkutan telah
menyelesaikan Pendidikan Menengah Atas pada tanggal 1 Desember
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4]

1973 dengan Nomor Induk 1330

{angka "0" Nomor Induk 1390 diubah secara sepihak oleh TERMOHON
menjadi angka "6 dalam T-8 tanpa persetujuan Kepala Sekolah SMA N 1
Kota Jambi).

Demikian Berita Acara ini dibuat Rangkap 2 (dua) untuk digunakan dalam
pemenuhan Syarat Calon Bakal Calon Wakil Bupati Samosir Tahun 2020.
{vide Jawaban TERMOHON halaman 7 nomor 3.d jo Bukti T-8)

Bahwa klarifikasi yang demikian ini tentu sangat unik, ansh serta tidak
masuk akal karena TERMOHON ielah memposisikan Kepala Sekolah
SMA Negeri 1 Jambi atas nama Drs. Anwar Musaddad dengan Nomor NIP
1895660217 199303 1 008 seolah menjadi Hakim Tunggal dan Hakim
Super Kilat yang mahatahu dan mengenal MARTU S dan MARTUA
SITANGGANG, atau seolah sebagai secrang dukun hebat, yang dalam
hitungan beberapa menit mampu dan berwenangmutiak untuk memastikan
serla memutuskan bahwa MARTUA S. yang tercatat dalam fotokopi STTB
SMA Negen 1 Jambi tertanggal 1 Desember 1973 No. VCi No. 026 yang
dipegang dan ditunjukkan TERMOHON adalah sama orangnya dengan
MARTUA SITANGGANG yang tercatal datam KTF tertanggal 31 Agustus
2020 yang juga dipegang dan ditunjukkan cleh TERMOHON sendiri, tanpa
kehadiran MARTUA SITANGGANG (?77);

Bahwa normalnya, kalau memang benar TERMOHON menindakianjuti
surat Kantor Hukum Rakerhut Situmorang & Rekan tanggal § Seplember
2020, seharusnya TERMOHON meminta dokumen terkait vyang
membuktikan legalitas atau keabsahan

Fotokopi STTB SMA Negeri | Jambi yang diterbitkan tanggal 1 Desember
1973 No. VCi No. 026 alas nama MARTUA S., yang fotokopi legalisimya
diserahkan MARTUA SITANGGANG kepada TERMOHON pada tanggal 5
September 2020,

- Tanda tangan basah atas nama ADI TRIONO.S.Pd. M.Fd selaku
Kepala SMA Negeri 1 Jambi pada atau di atas fotokopi STTB SMA Negeri
| Jambi tertanggal 1 Desember 1973 No. VCi No. 028 atas nama MARTU
5., vang diserahkan MARTUA SITANGGANG kepada TERMOHON pada
tanggal 5  September 2020,dengan cara menemui  ADI
TRIONQ,5.Pd. M.Pd atau melihat buku agenda permohonan legalisasi
fotokopi ljazah termaksud,

- Asli Surat Keterangan Kepala SMA Negen 1 Kota Jambi No.
423/128/SMA. 1/MN 2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang STTB SMA
Megeri | Jambi tertanggal 1 Desember 1873 nomor. VCi No. 026 atas
nama MARTUA S.. yang ditandatangani atas nama Kepala SMA Negen 1
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7)

Kota Jambi, ARTHUR, SAg, SPd vyang diserahkan MARTUA
SITANGGANG kepada TERMOHON pada tanggal 5 September
2020, dengan cara menemui ARTHUR, S.Ag, 5 Pddan/atau melihat buku
agenda sertaarsip Surat Keterangan termaksud;

Bahwa karena TERMOHON tidak melakukan konfirmasi kepada ADI
TRIONO,5.Pd.MPd maka vyang bersangkutan membuat dan
menandatangani Surat Pemyataan atas nama ADI TRICNO.5.Pd. M.Pd
iertanggal 29 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa
fotokopi legalisir ijazah atas nama MARTUA 5. tersebut belumdapat saya
nyatakan keasliannya karena:

1. Tanda tangan atas nama saya pada legalisir fotokopi jjazah lidak

sasual dengan tanda tangan saya Aslinya.

2. Tidak ditemukan nomor dan tanggal pada legalisir ijazah tersebut.

'3, Belum ditemukan arsip serupa di sekolah asal (SMA Negen 1 Kota

Jambi}.

4. Tidak/ belum melihat jjazah aslinya (vide Bukti P-21a)

Bahwa karena TERMOHON tidak melakukan konfirmasi kepadaARTHUR,
5.Ag, 5.Pdmaka yang bersangkutan membuat dan menandatangani Surat
Pernyataan atas nama ARTHUR, S Ag,5.Pdtanggal 30 September 2020,
yang pada pokoknya menemangkan bahwa:

1. Tanda tangan yang ada dalam Surat Keterangan Kepala SMA

Megeri 1 Kota Jambi No. 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret

201 5tersebut, tidek sesuai dengan tanda tangan saya vyang

sebenarnys.

2. Belum ditemukan arsip serupa di sekolah Asal (SMA Negeri 1 Kota

Jamid)

3. Tidak/ belum parmah melihat ijazah aslinya (vide Bukti P=21b) ;
Bahwa unik dan anehnya. walau yang dilakukan TERMOHON hanya
menemui Kepala SMA Negen 1 Kota Jambi, Sdr. Drs. Anwar Musaddad,
untuk hanyamengajukan perfanyaan, “Apakah MARTUA 5. yang tercatat
dalam fotokopi STTB SMA Negeri | Jambi tertanggal 1 Desembear 1873
Mo. VCi No. 026 adalah sama orangnya dengan MARTUA SITANGGANG
yang tercatat dalam KTP tertanggal 31 Agustus 2020 7 namun
nyatanyakegiatan yang sangat sederhana, yang bisa dilakukan oleh
seorang anak kelas 3 SD itu justru dimanipuliasi TERMOHON menjadi
seplah-olah sebagai hasil dar kegiaian atau aktivitas Penelitian
Keabsahan Dokumen, dengan memasukkannya ke dalam dokumen
Megara yaitu Berita Acara Hasil Penebtian Keabsahan Dokumen
Persyaratan Calon MODEL BA HP. KWK atas nama Bakal Calon Bupati:
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)

Vandiko Timotius Gultom, ST dan Bakal Calon Wakil Bupati: Drs. Martua
Sitanggang MM tanggal 14 September 2020, yang isinya bahwa :

Pada hari ini Senin Tanggal empat belas Bulan September Tahun dua ribu
dua puluh bertempat di Rogate Beach Hotel, KPU Kabupaten Samosir
telah mealaksanakan peneltian keabsahan dokumen persyaratan calon
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, atas
nama:

1. Bakal Calon Bupati Vandike Timotius Gultom

2. Bakal Calon Wakil Bupati Drs. Martua Sitanggang MM

Bahwa dengan uraian di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa
TERMOHON tidak pemah melakukan Penelitan Keabsahan Dokumen
Pergyaratan Calon atas nama Vandike Timotius Gultom,ST dan Drs.
Martua Sitanggang MM. sehingga HASIL PEMERIKSAANKEABSAHAN
DOKUMEN: Memenuhi Syarat dalam Berta Acara Hasil Penelitian
Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon MODEL BA HP KWK tertanggal
14 September 2020 adalah tidak sah.

Bahwa karena objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupatan Samosir Nomor145/PL.02.3-Kpt/1217TIKPU-Kab/I X/2020
ianggal 23 September 2020Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 diterbitkan
TERMOHON, salah satunyaadalah atas dasar Berita Acara Hasil
Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon MODEL BA HP. KWK
atas nama Bakal Calon Bupati Vandiko Timotius Gultom, ST dan Bakal
Calon Wakil Bupati: Drs. Martua Sitanggang MM tanggal 14 September
2020yang tidak sah atau cacat hukum, maka Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Samosir Nomor. 145/PL.02.3-KptlM217/KPU-
KabX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan
Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020
menjadi tidak sah atau cacat hukum, sejauh menyangkut nama dan siatus
persyaratan Vandiko Timotius Gultom, ST dan Drs. Martua
Sitanggang, MM,

10)Bahwa karena objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Samosir Nomor145/PL.02.3-Kpt/121 7TKPU-Kab/1X/2020
tanggal 23 Sepiember 2020Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020telah menetapkan
Vandiko Timotius Gultom, ST dan Drs. Martua Sitanggang MM memenuhi
syarat dan menjadi Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Samosir Tahun 2020 maka sangat berdasar agar Majelis Musyawarah
untuk memberintahkan TERMOHON untuk membatalkan Keputusan
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F.

tersebut dan kemudian menetapkan Keputusan baru yang bdak memuat
nama Vandiko Timotius Guitom, ST dan Drs. Martua Sitanggang, MM atau
memuatnya dengan status: Tidak Memenuhi Syarat.

KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses

musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan a guo,

Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan

pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam

mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah
ing

Bahwa TERMOHON menclak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon

dalam surat Permohonan PEMOHON kecuali secara tegas-tegas diakui

kebenarannya;

1. Bahwa Termohon telash memberikan jawaban atas permohonan
PEMOHON,

. Bahwa dali PEMOHON yang menderita kerugian atas ditetapkannya
Vandike T. Gultom dan Martua Sitanggang adalah tidak berdasar karena
PEMOHON (Drs.Rapidin Simbolon. MM dan IrJuang Sinaga) tefah
memeanuhi syaral dan dietapkan sebagal Peserla Femilihan pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020,

. Bahwa gugatan Pemohon kepada KPU Kabupaten Samosir tidak berdasar
disebabkan KPU Kabupaten Samosir lelah melaksanakan proses
pencalonan Bupati dan Wakil Bupatli Kabupaten Samosir Tahun 2020
yang dmulai dariPengumuman Pendaftaran Pasangan Calon,
Pendaftaran Pasangan Calon, Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan
Syarat Calon, Penetapan Pasangan Calon. KPU Kabupaten Samosir
menegaskan dokumen syarat pencalonan dan syaral calon yang
disampaikan baka! pasangan calon pada saat pendaftaran dan tahap
perbaikan, telah memenuhi indikator keabsahan sesuai dengan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-
Kpt/O6/KPUMNINZ2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian
dan Parbakan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian
Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubermur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Vakil Walikota;

4 Bahwa permochonan PEMOHON terkait tidak memenuhi syarainya berkas

gyarat calon atas nama Vandiko Timotius Guitom, ST adalah tidak benar.
Karena KPU Kabupaten Samosir telah melakukan penelitian administrasi

sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
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Nomor 394/PL.02 2-Kpt/O6/KPUMNINZ2020 Tentang Pedoman Teknis
Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan,
Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walkota berdasarkan hasil penelitian administrasi berkas
syarat calon atas nama Vandiko Timotius Gultom, ST telah memenuhi
indikator keabsahan sebagaimana diatur dalam keputusan diatas dan
MEMEMNUHI SYARAT,;

. Bahwa permohonan PEMOHON terkait bdak memenuhi syaratnya berkas
syarat calon meliputi ljasah/STTB SLTA/Sederajat atas nama MARTUA
SITANGGANG adalah tidak benar. Berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun
2020 pasal 4 ayat (1) huruf (c) yang berbunyi “berpendidikan paling
rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”. Syaral ijasah SMA
telah diberikan cleh Martua Sitanggang dan telah memenuhi Pasal diatas.
Bahwa berdasarkan hasil peneliian administrasi dan juga tanggapan
masyarakat, KPU Kabupaten Samosir melakukan klarifikasi ke sekolah
SMA Negeri 1 Jambi selaku pihak yang berwenang mengeluarkan ijasah;
Untuk menguatkan jawaban TERMOHON telah disampaikan bukti-bukti

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor
145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/lX/2020 Tentang Penetapan Pasangan
Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun
2020;

2. Pengumuman Terbuka Pendaftaran Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Samosir Tahun 2020,

3. Daftar Hadir Pendaflaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil
Bupati Samosir Tahun 2020

4. Pengumuman Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Atas
Pendaftaran Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Samosir 2020
NOMOR: 336/PL. 02 2-Pu/1217/KPU-Kab/IX/2020,

5. Berita Acara Pendaftaran Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Samosir Tahun 2020;

6. Model BAHP-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan
Dokumen Persyaratan Calon Bupat Dan Wakil Bupati Samosir Tahun
2020,

7. Foto Klarifikasi liazah Ke SMA Negeri 1 Jambi;

8. Berita Acara Hasil Klarifikasi ljazah Ke Sma Neger 1 Jambi,

8, Barita Acara Hasil Peneltian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam
Pemilihan Bupati Dan Waki Bupati Samosir Tahun 2020;
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10. KTP Elektronik Vandiko Timotius Guitom, St;

11. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Dar Pengadilan
Negeri Medan Nomor. 127 S/SK/HK/08/2020/PN,

12. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pillhnya Dan
Pengadilan Neger Balige;

13, Sural Keterangan Tidak Memilki Tanggungan Ulang Secara
Ferseorangan Ataupun Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung
Jawab Yang Merugikan Kauangan Negara Nomor;
1276/SK/HK/08/2020/PN Mdn;

14, Sural Keterangan Tidak Pemah Sebagai Terpidana Nomor:
B5/SK/HK/06/2020/PN Blg,

15. Dokumen BB.2-KWHK Yang Telah Diperbaiki;

6. KPU Kabupaten Samosir membantah keterangan saksi atas nama

Tunggul Sitanggang yang menyimpulkan pemyataan Ketua KPU

Kabupaten Samosir pada media Mimbar Umum. Kesimpulan yang

bersangkutan menyatakan yang wvald itu adalah Iljasah. Pada

kenyataannya Ketua KPU Kabupaten Samosir dengan sadar tidak
emberikan kKelerangan seperti yang disimpulkan saksi tersebut. Ketua

U Kabupaten Samosir tidak pernah membuat pembertaan kepada

bdia terkhususnya media mimbar umum. Awak media mimbar umum

elalui chat WhatsApp (WA) pribadi kepada Ketua KPU Kabupaten

Samosir bertanya terkait klarifikasi ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1

Jambi. Ketua KPL Kabupaten Samosir menanggapl pertanyaan tersebut

dengan menyatakan bshwa proses klarifikasi telah dilaksanakan ke

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jambi. Didalam chat tersebut awak

media mimbar umum fidak bertanya kesediaan Ketua KPU Kabupaten

Samosir untuk mambeartakan pernyataan dimaksud di media Mimbar

Urmum,

7. Terkait Gugatan PEMOHON yang pada pokoknya menyalakan banwa
pasangan Calon atas nama Vandiko T, Gultom dan Martua Sitanggang
tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon adalah tidak benar.

KPU Kabupaten Samosir menegaskandalam menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum NMomor. 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kabi 1X/2020

Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Samasir Tahun 2020 telah sesuai dengan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tenlang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubermur, Bupah dan Walikota memadi Undang-Undang.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republk Indonesia Nomor &
Tahun 2020 Tentang Tehapan, Progam Dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun
2020.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraluran Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tshun 2017 Tentang Pencalonan
Pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Can/Atau Walikota Dan Wakil Walikota,

4. Kepuiusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
304/PL.02 2-Kpt/OS/KPUMIN/2020 Tentang Pedoman  Teknis
Pendaftaran, Peneltian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan,
Fenetapan, Seria Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati,
danfatau Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon
kepada Bawaslu Kabupaten Samosir untuk menjatuhkan Putusan
sebagal berikut:

Manolak Permohonan Pemaohon untuk seluruhnya.
Apabila Bawaslu Kabupaten Samosirberpendapat lain mohon Putusan
yang seadil-adiinya (ex asguo ef bono).

Demikiantah Kesimpulan Termohon, dengan harapan Bawaslu
Kabupaten Samosirdapatsegeramemutuskanpermohonan ini seadil-
adilnya.

G. KESIMPULAN PIHAK TERKAIT

Menimbang, bahwa setelah Pihak Terkait mengikuti seluruh proses
musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan a quo,
Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan
pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam
mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di
bawahini:
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Bahwa Pemohon KELIRU dan GAGAL PAHAM menyatakan
kewenangan Bawaslu Kabupaten Samosir berdasarkan pasal 153 dan
pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerntah Pengganti Undang-Undang Memor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang sebagaimana ftelah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomar 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang, dimana pasal tersebut adalah tentang Senghketa Tata
Usaha Negara dan Penyelesaian Sengketa Tala Usaha Negara |

. Bahwa seharusnya kewenangan Bawaslu Kabupaten Samosir
berdasarkan Pasal 143 dan Pasal 144Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota memadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah
beberapa kal terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang.

. Bahwa oleh karena PEMOHON KELIRU DAN GAGAL PAHAMtentang
kewenangan BAWASLU KABUPATEN SAMOSIR sehingga terdihat
dengan jelas campur aduknya permohonan pemohon sehingga
menjadi kabur permohonan pemchon dalam sengketa a quo.

. Bahwa terdapat bukti surat yang diragukan kebenarannya dan juga
tidak sah serta ferdapat kaidah hukum yang termuat didalam
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 3428K/PDT/1885
SURAT BUKTI YANG HANYA MERUPAKAN SUATU "PERNYATAAN"
TIDAKLAH MENGIEAT DAN TIDAK DAPAT DISAMAKAN DENGAN
KESAKSIAN YANG SEHARUSNYA DIBERIKAN DIBAWAH SUMPAH
DI MUKA PENGADILAN;

. Bahwa oleh karena PEMOHON KELIRU DAN GAGAL
PAHAMsehingga bukti-bukti yang diajukan dimuka musyawarah
sengketa pemilihan in cassu menjad tidak bersesualan dengan dalil-
dalil permohonan pemchon untuk seluruhnya,
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8. Tentang saksi-saksi yang diajukan ocleh pemohon, kami menanggapi
sebagai berikut:

a. Bahwsa sdr. Jautir Simbolon dan Marlon Simbolon tidak dapat
memberikan keterangan dikarenakan pasal 46 ayat (3) Huruf c
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUEBLIK
INDOMESIA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALl KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA mensyaratkan saksi tidak merupakan
keluarga sedarah dan sdr. Jautir Simbolon dan Marlon Leonardus
Simbolon menyatakan memiliki hubungan sedarah dengan
PEMOHON sehingga patut untuk dikesampingkan.

b. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh PEMOHON dimuka
Musyawarah sengketa pemilihan yang hanya dapat member
keterangan dibawah sumpah yakni sdr. Tunggul Sitanggang yang
menyatakan dengan tegas kerugian Pemohon karena melaksanakan
Demonstrasi pada tanggal 17 September 2020, tanggal 22 September
2020, tanggal 23 September 2020 berkisar Rp. 300.000.000,- (Tiga
ratus juta) untuk makan, transport, sewa sound system /pengeras
suara dan tujuan demonstrasi tersebul untuk mendiskualifikasikan
adr. Martua Sitanggang, yang dalam musyawarah penyelesaian

sengketa in cassu adalah Pihak Terkait;

c. Bahwa terhadap demonstrasi tersebut tergambar sarat
kepentingan pemohon dan bukan kerugian sebagaimana yang
dmaksud dalam ketentuan PERATURAN BADAN PENGAWAS
FEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALl KOTA,;

7. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dali-dall Permohonan
secara sahatas objek sengketa yaitu Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.-KptM217/KPU-
Kab/lX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilhan
Bupati dan Wakil Bupati SamosirTahun 2020.

& Bahwa PIHAK TERKAITmembantah Pemochon dengan mengajukan
- bukti-bukti surat dan dapat membuktikan dimuka musyawarah keaslian
' dari seluruh bukti-bukti surat PIHAK TERKAIT.
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9. Bahwa PIHAK TERKAITmambantah Pemohon dengan mengajukan 2
orang saksi, namun karena metode media danng yang dianjurkan
sesual dengan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 lentang
Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengkala
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi
Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-18),
mengalami kendala koneksi internet untuk melaksanakan kegiatan
tersebut, maka hanya dapat tereslisasi 1 orang saksi yang
memberkan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi yang diajukan oleh PIHAK TERKAIT yakni :RUSLI

KAMAL SIREGAR, lahir tanggal 30 November 1954, NIK:

1571073011540001, saal ini saksi merupakan ANGGOTA DPRD

PROVINSI JAMBI PERIODE TAHUN 2019 = TAHUN 2024

1, Bahwa saksl memberikan keterangan melalui media danng |
mamberikan keterangan dibawah sumpah di muka musyawarah
dengan menerangkan :

. Bahwa saksi merupakan siswa SMA Negerl 1 Kota Jambi dan
rmenamatkan pendidikan pada tahun 1973;

. Bahwa saksi mengenal sdr. Martua Sitanggang (Paslon Nomor urut
2) yang juga siswa SMA Negeri 1 Kota Jambi dan sama-sama salu
Kelas;

4. Bahwa saksi juga memiliki jjazah SMA dari SMA Negeri 1 Kota
Jambi yang tertulis namanya dalam ijazah ‘RUSLI .K . Padahal
nama sesungguhnya RUSLI KAMAL SIREGAR dan saksi juga
menerangkan sewakitu mendsflarkan diri sebagai siswa di SMA
Megeri 1 Kota Jambi adalah RUSLI KAMAL SIREGAR ;

5. Bahwa saksi menerangkan akibat adanya perbedaan nama dalam
jazah dengan dokumen lainnya sewskiu mengikuti pemilihan
legislative padatahun 2019 juga melampirkan surat keterangan dari
sekolah SMA Megeri 1 Kota Jambi;

6, Bahwa saks| saat ini merupakan ANGGOTA DPRD PROVINSI
JAMBI PERIODE TAHUN 2019 — TAHUN 2024 dari Partai Amanat
Nasional,

7. Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah melalui
media danng dan secara audio visual memperlihatkan saksi

menandatangani berita acara sumpah,;
10. Bahwa oleh karsna PEMOHON tidak dapat membuktikan dalil-dalil
permohonannya dan PIHAK TERKAIT dapat membuklikan dengan
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keaslian dokumen yang menjadi bukti surat PIHAK TERKAIT didukung
kelerangan saksi, maka sepatutnya permohonan PEMOHON untuk
ditoiak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka PIHAK TERKAIT
menyampaikan permohonan Pihak Terkait untuk diputus dalam
Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan & quo sebagal barikut:
Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Menolak Permohonan PEMOHON untuk Seiuruhnya

Demikianlah permohonan Pihak Terkait disampaikan, dengan harapan
Bawaslu Kabupalen Samosir dapat segera memenksa dan
memutuskan permohonan ini dengan seadil-adiinya (ex aequoel
bono)

H. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 ayat (1) Undang-Undang
Nomeor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemernntah Pengganti Undang-
Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilinan Gubernur, Bupati dan Walkota
enjadi Undang-Undang yang berbunyi “peserta pemilihan mengajukan
eberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU
Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota
dalam jangka waktu paling lama 3 (liga) han kera sejak Keputusan KPU Provinsi/
KPL Kabupaten/Kota ditetapksn”,

Menimbang bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat 2 Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Tatacara Penyelesaian sengketa pemilihan Gubermnur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang
menyebutkan antara lain:

"Ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pads ayat (1) diajukan

paling lama 3 (tiga) han kena terhilung sejak kepulusan dan/alau berla acara
KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota difetapkan”.
Menimbang Bahwa berdasarkan fakta musyawarah pada tanggal 23 September
2020 KPU Kabupaten Samosir telah menetapkan Surat Keputusan MNomor
145/PL 02 3-KptM1217/KPU-KablIX/2020 Tentang penetapan Pasangan Calon
Peserta Pemilihan Bupat dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 yang
selanjutnya diajukan Pemohon sebagai objek permohonan Sengketa di Bawaslu
Kabupaten Samosir pada tangoal2s September 2020

- Menimbang Beshwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pengajuan
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parmohonan & quo masih dalam batas waklu yang diatur dalam Peraturan
Perundang Undangan yang berlaku,

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa Kepulusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir

Nomor, 145/PL.02. 3-KptM1 21 7/KPU-KabMXi2020 Tentang Penetapan Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tanggal

23 September 2020 diterbitkan dan diumumkan oleh TERMOHON pada tanggal

23 September 2020,

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4)

Perbawasiu Nomar 2 Tahun 2020 menyatakan :

(1) Sengketa Pemiihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1)
huru! a tenad! akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau
Keputusan KPU Kabupaten/Koia yang menyebabken hak peserfa
Pemilihan dirugikan secara langsung;

{3) Keputusan KPU Provinsi atau kepufusan KPU Kabupaten/Kola
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sural keputusan KPU
Provingi atau sural kepulusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek
sengketa Pamilihan:

(4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayal (3), objek
sengketa Pemilihan dapel berupa berta acara KPU Provinsi alau
berita acara KPU Kabupaten/Mota,

Menimbang bahwa berdasarkan fakla musyawarah dall Pemohon terhadap

kerugian langsung atas keluamya Keputusan Nomor 145/PL.0OZ 3-Kpt/1217/KPU-

Kab/[X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tidak didukung bukti yang meyakinkan

Menimbang bahwa karena kerugian langsung akibat keluamya Keputusan & quo

tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon maka Majelis berpendapat objek sengketa

dalam permohonan a gquo tidak memenuhi ketantuan mengenai objek sengketa
penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana diamansatkan dalam pasal 4 ayat

(1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 karena hak Pemohon tidak terbukti

dirugikan secara langsung atas keluarnya objek sengketa a quo.

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
Bahwa Pemohon adalah Warga MNegara Republik Indonesia yang
menggunakan hak mencalonkan din sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati
di Kabupaten Samosir Tahun 2020, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang
Undang Momor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang
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Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubermur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang Undang yang menyebutkan
: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk
meancalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan
Calon Wakil Walikota®
a) Bahwa Berdasarkan Pasal 6 ayal (1) Peraturan Badan Pengawas
FPemiihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tafa cara FPenyelesaian
sengketa pemilihan Gubemur dan wakil Gubermnur, Bupali dan WakilBupati
serta Walkota dan Wakil Walkola Pemohon dalam penyelesaian sengrefa
Pemilihan terdiri atas.

1. Bakal Pasangan Calon; alau

2. Pasangan Calon.
Menimbang bahwa berdasarkan fakita Musyawarah KPU Kabupaten
Samosir { i.c. Termohon) telah menatapkan 3 (tiga) Pasangan Calon
berdasarkan Surat Keputusan Nomor 145/PL.02 3-Kpti1217/KPU-
KabfiX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 yang didalamnya Pemohon
juga termasuk Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh Termohon,
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2)Persturan Bawaslu
Nomor 2 Tahun 2020 dan dikaitkan dengan fakia musyawarah maka
Majelis berpendapatPemohon adalah memupakan Subjek  Hukum
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati SamosirTahun 2020 dan
memillki kedudukan hukum (legal sfanding) untuk mengajukan
parmohonan Penyelesaian Sengketa Pemiliban

Y ABUPATEN SAMOSIR

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

Menimbang Bahwa Temmohon adalah Penyelenggara Pemilihan yang
melaksanakan kewenangannya dalam melaksanakan Pemilihan Bupati,
berdasarkan Pasal B ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemernntah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupali dan Walikota menjadi Undang-Undang
dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemearintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014ientang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan “Pemilihan
Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota".
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Bahwa Termohon adatah memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan
Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikala
menjadi Undang-Undang yang menyebutkan ‘Tugas dan wewenang KPU
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota mengkoordinasikan,
menyelenggarakan, dan mengendalikan semua Tahapan Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan dengan memperhatikan Pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi”.
Bahwa Termohon adalah memiliki tugas dan wewenang dalam menerma,
meneliti keabsahan dokumen persyaratan dan menetapkan pasangan Bakal
Calon BupatiWakil Bupati berdasarkan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 fentang Perubahan Keempat
Alas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017
tentang Pencalonan Pemilihan Gubemur/Wakil Gubernur, BupatiWakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

P g Bahwa berdasarkan Pasal 142 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
. grtang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
1 Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

BAWASLU 14 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

MABLPATEN SAMCSR ang menyebutkan “Sengketa Pemilihan terdiri atas Senghketa antara Peserta

Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibal dkeluarkannya

Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota®

Bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020,

bahwa penyelessian sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 82 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau

di Bawaslu Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal § ayat 2 huruf (a) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Republik indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Talacara Penyelesaian

Sangketa Pemilihan Gubemur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupah serta

Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan:

Pasal 6 ayal (2) huruf a @ "Termohon dalam penyelesaian sengketa
pemilihan lerdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa
Pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara Femilihan,”

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas KPU Kabupaten Samosir memiliki
kedudukan hukum sebagal Termohon dalam penyelesaian sengketa dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samaosir Tahun 2020.
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- 5. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

. Menimbangbahwa Vandiko Timotius Gultom dan Marlua Sitanggang adalah
Salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir
Tahun 2020 sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Samosir Nomor 145/PL.02 -Kpt/1217/KPU-KabilX/2020 Tentang Penetapan
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun
2020.
Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2
tahun 2020 yang menyatakan “Bakal pasangan Calon atau pasangan Calon
yang berpotensi dirugikan haknya secara langsung Karena permohonan
penyelesaian sengkela Pemilihan dapat mengajukan din sebagai FPihak Terkail”.
Menimbang bahwa berdasarkan fakla musyawarah dikaitkan dengan Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 145/PL 02 .-
Kpt/1217/KPU-Kab/X/2020 Majelis berpendapat Pihak Terkait mempunyai
kedudukan hukum (Tegal Sianding).

5, KEWENANGAN BAWASLUKABUPATEN SAMOSIR
Berdasarkan Amar Putusan ke-2 Putusan Mahkamah Konstitusi Repubiik
donesia Momor 48/PUUXVIIZ019, tertanggal 29 Januan 2020 menyatakan
asa "Panwas Kabupaten/Kota" dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18;
Pasal 5 ayat (2) huruf ; Pasal 22A ayat (1), Pasal 22A ayat (3), Pasal 228 huruf
e Pasal 228 huruff, Pasal 228 huruf h; Pasal 228 huruf |, Pasal 22D, Pasal 23
ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal
32: Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf ¢; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal
B3, Pasal 104 ayat (11), Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat
(1); Pasal 110 ayal (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1),
Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6), Pasal 135 ayal (2), Pasal 141; Pasal 144
ayat (1), Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3). Pasal 146 ayat (1). Pasal 146
ayat (3); Pasal 152 ayat (1), Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1), Pasal 154
ayat (2), Pasal 183 ayat (1), Pasal 153 ayat (2), Pasal 1938 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur,
Bupati, dan Wallkota Menjadi Undang-Undang sebagaimana felah diubah
dengan Undang-Undang Nomar 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
> Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Momor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeintah
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Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898) beftentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republk Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyaral sepanjang tidak dimaknai Bawaslu Kabupatern/Kota“;
Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 142 huruf b Undang Undang Nomaor 10
Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubermnur, Bupati Dan Walikota menjadi
Undang Undang. yang menyebulkan "Sengketa Pemilihan terdiri atas Sengketa
antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagal akibat
dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota °;
Bahwa didalam Pasal 143 Undang Undang MNomor 10 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang = Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubemur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-
Hndang yang menyebutkan antara lain;
Ayat (1) *Bawasly Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang
menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.7
Ayal (2) "‘Bawaslu Provinsi dan Panwasly Kabupafen/Kota memenksa dan
memulus sengkela Pemilhan pafing lama 12 (dua belas) hari sajak
ditenmanya laporan atayu temuan.”
Ayal (3) “Bawasly Provinsi dan Panwasiuy Kabupafen/Mote melakukan
penyelesalan sengketa melalui tahapan:
= menerma dan mengkaji laporan alau temuan,
» memperfemukan pihak yang bersengkela uniuk mencapal
kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat”
Menimbang Bahwa berdasarkan dengan Peraturan Badan Fengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 2 Tentang Tatacara
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubemur dan wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wallkota yang menyebulkan antara lain:
Fasal 2 ayat (1) “Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupafen/ Kota
berwenang menyelesaikan sengheta.”
Pasal 2 ayat (2) “Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota
memenksa dan memutus sengketa Pemilihan.”
Bahwa berdasarkan uraian Ketentuan tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten
Samosir mempunyai kewenangan menerima permohonan, memanggil para
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pihak-pihak, memeriksa dan memutus sengkela permohonan yang diajukan
PEMOHON,

|. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan
seksama Permohonan Pemohon dan Pihak Terkait serta jawaban
Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang
telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan
jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:
Menimbang bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonasia
Tahun 1945 mengamanatkan pada :
Pasal 27 ayat (1),
Segala warga negara bersamaan kedudukannya dif dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan ifu dengan
tidak ada kecualinya.
Pasal 2BC ayat (2).
Setiap orang berhak untuk memajukan dinnya dalam memperuangkan
haknya secara kolekiif untuk membangun masyarakal, bangsa dan
negaranya.
Pasal 28D ayat (1),
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum.
Menimbang bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (3)Undang-Undang Rapublik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebuikan
Ketentuan lebih lanjut mengenai fata cara pemenuhan persyaratan dan
kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2
diglur dengan Peraturan KPU.
Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubermnur dan Wakil Gubemur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota,
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
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dan_ gtau Walikota dan Wakil Walikota

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 384/PL.0Z 2-Kpt/O6/KPUMIIFZ0Z0
Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Peneltian dan Perbalkan
Dokumen Persyaratan, Penetapan, Sera Pengundian Nomor Urut
Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Menurut Fakta Musyawarah diatas, Majelis berpendapat bahwa
Keahsahan Dokumen Fotocopy NMomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah
sudah benar karena nama yang tercantum dalam NPWP adalah nama
Bakal Calon Bupati yaitu Vandiko Timotius Gultom.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Momor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur, Bupali, dan Walkota Menjadi
Undang-Undang Pasal 7 ayal 1 yang berbunyl “Setiap warga negara
berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan din dan
dicalonkan sebagal Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubemur, Calon
Bupati dan Calon Wakil Bupah, serta Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota® dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020
Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nemaor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danfatau Walkota Dan Wakil Wallkota
Pasal 4.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Klanfikasi nomor
124/PL.02-1-BA/KPU-Kab/IXf2020, yang ditandatangani oleh Kepala
Sekolah SMA Negeri 1 Jambi atas nama Drs. Anwar Musaddad M.Pd
dengan Nomor NIP 18560217 189303 1 008 tentang Klarifikasi terhadap
perbedaan nama dalam ljasah. Bahwa fakta dalam Musyawarah Pihak
Terkait benar telah menyelesaikan pendidikan menengah atas pada
tanggal 1 desember 1573 di SMA Negen 1 Kota Jambi dan Majelis
Musyawarah Menimbang berdasarkan Keterangan Saksi atas nama Rusli
Kamal Siregar yang merupakan teman 1 sekolah saudara Mariua
Sitanggang dan membenarkan bahwa Martua Sltanggang adalah siswa
SMA Negeri 1 Kota Jambi sejak kelas 1 sampai dengan kelas 3 SMA.Oleh
sebab itu Majelis berpendapal bahwa syarat calon atas nama Martua
Sitanggang sudah memeanuhi syarat
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Menimbang bahwa berdasarkan Formulir MODEL BA HP PERBAIKAN-
KWK Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam
Pemilihan Bupali dan VWakil Bupati Samosir Tahun 2020 dimana pada
fakta musyawarah termohon telah menunjukan surat keterangan nomor
596/110/SMA_1/KM 2020 tanggal 10 September 2020 tentang kesalahan
penulisan ijazah atau STTB yang disebutkan bahwa Martua S seharusnya
Martua Sitanggang dan nama orang tua B Sitanggang seharusnya W
Sitanggang yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kaola
Jambi dan dketahui Kepala Dinas Pendidikan Provins: Jambi Bahwa
Majelis berpendapat Dokumen dari syarat calon Wakil Bupati atas nama
Mariua Sitanggang telah memenuhi syarat.

Menimbang Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 42 ayat (1) huruf (p) mengatur "fotokopi
ligzah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh
instansi yang berwenang, sebagai bukii pemenuhan persyaratan calon
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf ().

Majelis berpendapat bahwa tahapan penelitian administrasi dan klarifikasi
yang dilakukan ocleh Termohon telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor
5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga PKPU Momeor 15 tahun 2018
tentang Tashapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta musyawarzah,
Termohon telah menerma dokumen persyaratan calon dari Pemohon dan
Pihak Terkait untuk pemenuhan syaral sebagaimana maksud pada Fasal
42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun Tahun 2020.
Menimbang bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (10) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang,
menyebutkan :

Katentuan febih lanjut mengenal lala cara penelitian persyaratan
pasangan Calon Bupsti dan Calon Wakil Bupali serta pasangan Calon
Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagal dimaksud pada ayal (1) dialur
dengan Peraturan KPU.
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Menimbang bahwa karenadalili kerugian langsung Pemohon atas
keluarnya objek sengketa a quo tidak terbukti maka terhadap dalil-dalil dan
bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon dalam musyawarah ini, maka
Majelis Musyawarah berpendapat tidak relevan lagi untuk diperimbangkan
sehingga dikesampingkan

J. KESIMPULAN
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat
hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Musyawarah menilai
dan berkesimpulan sebagal benkut;

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan yang diajukan dalam permohonan
bukan merupakan objek sengketa ebagaimana yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku
. Pemohon dan Pihak Terkait memiliki kedudukan
hukum (legal standing) dalam mengsajukan
permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan
memutus permohonan Pemohon;
. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang
cukup unfuk dikabulkan
6, Permohonan Pihak Terkait tidak memiliki alasan
hukum yang cukup untuk dikabulkan

Mengingai, Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemeriniah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang
sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang
Momar 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 48/PUU-XVII2018 tertanggal 29 Januar 2020 juncto Peraturan
Bawaslu Nemor 2 Tahun 2020 tentangTata Cara Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali

Kota dan Wakil WaliKota;
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MEMUTUSKAN

Menoclak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya:

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Samosir
pada hari selasa tanggal tiga belas bulan oktober tahun dua ribu dua puluh.yang
dihadini oleh 1) Anggiat Sinaga, 55, 2) Rianto Nainggolan, SH, 3) Robintang Naibaho,
5H. masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Samosir dan
dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal
empat belas bulan oktober tahun dua ribu dua puluholeh1) Rianto Nainggolan, SH.2)
Anggiat Sinaga, 55,3) Robintang Naibaho, SH. Masing-masing sebagai Ketua dan
Anggota majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Samosir dan dibantu oleh
Rithacordyana Bakara, SE. MM sebagai sekretaris.

MAJELIS MUSYAWARAH
BAWASLU KABUPATEN SAMOSIR

ANGGOTA MAJELIS KETUA MAJELIS ANGGOTA MAJELIS

ttd tid thd

ANGGIAT SINAGA, S5 RIANTO NAINGGOLAN, SH ROBINTANG NAIBAHO, SH

SEKRETARIS

tta

RITHACORDYANA BAKARA,SE. MM
NIP. 19720202199402 2 002
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